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e. NumRang Uji Masuk : e. Syarat: Sarana dan 1 hari kerja bila 1.Tarif Retribusi PKB: 
- Pendaftaran/pennohonan - STNKAsli Prasarana syarat lengkap a. Mobil penumpang 
- Kendaraan bermotor - Buku Uji a. Formulir Rp. 19.000,00 

dibawa di Gedung PKB - Rekomendasi/surat b. Peralatan b. Mobil Bus, Mobil 
untuk diperiksa dan diuji pengantar numpang Kantor Barang dan 
de.ngan alat uji uji dari daerah asal c. Loket Kendaraan 

- Pemohon membayar - KPS I KJP untuk d. Ruang Tunggu khusus Rp. 
retribusi di loket angkutan umum e. Buku Uji 23.500,00 
pembayaran f. Plat Uji c. Kereta gandeng 

- Pengesahan hasil uji bagi g. Bahan an dan kereta 
yang lulus dan penolakan Pengujian KB tempelan 
untu k perbaikan bagi h. AlatPKB Rp. 21.000,00 
yang tidak lulus uji Mekanis 2. Biaya penggantian 

- Pemasangan Plat Uji dan tanda uji berkala, 
pembubuhan Tanda baut, kawat dan 
Sam ping (cat I stiker) segel Rp. 2.500,00 

- Selesai 3. Biaya penggantian 
buku uji berkala 
Rp. 5.000,00 

f. Num(?ang Uji Keluar : f. Syarat: Sarana dan 1 hari kerja bila Membayar pelunasan 
- Permohonan Numpang - CopySTNK Prasarana: syarat lengkap biaya terhutang sbb: 

Uji - Copy Buku Uji a. Formulir a. Mobil penumpang 
- Pemohon membayar I - Copy KPS I KPJ b. Pera Iatan Rp. 19.000,00 

melunasi biaya Retribusi bagi angkutan Kantor b.Mobil Bus, Mobil 
Pengujian Terhutang um um c. Loket Barang dan 

- Proses Administrasi d. Ruang Tunggu Kendaraan Khusus 
- Selesai Rp. 23.500,00 

c. Kereta gandengan 
2. - Uji Trayek Baru - Perda Kab. Pati No. Prosedur Pela:t!nan : Syarat: Sarana dan dan kereta tempelan 

- Peremajaan 14 Tahun 2002 a. Permohonan a. KTP Prasarana: Rp.21.000,00 
Armada Angkutan tentang Retribusi ljin b. Pemeriksaan Berkas b. ljin Usaha a. Formulir 
Umum. Trayek Admnistrasi Angkutan Pendaftaran 1 sampai 3 hari Biaya Petayanan : 

- Perpanjangan ljin c. Kesiapan Armada I c. ljin Generasi I HO ( check list) a.ljin Trayek 
Trayek Kendaraan d. STNK b. Pera Iatan Rp. 100.000,00 

- Pelayanan ljin e. Buku Uji Kantor (lima tahun) 
lsidentil f. Kartu Organda c. Ruang Tunggu b.ljin lsidentil 

- Pelayanan ljin g. • .Jasa Raharja Rp.10.000,00 
Khusus h. Kartu (pulang pergi) 

Pengawasan c.ljin Khusus 
i. Kartu ljin Rp. 15.000,00 

Perjalanan (paling lama 3 
i. Daftar Tarif bulan) 
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- 
s 1. Pelayanan Jasa - Surat Keputusan Prosedur Pela~anan : Syarat: Sarana dan 1 hari Tarif pelayanan 
nukiman Usaha Penyedotan Bupati Pati Tanggal a. Mengisi blangko Menyerahkan fotocopy Prasarana: untuk sep~ tank 
Prasarana Kakus 15 Mei 2006 No. 799/ pendaftaran KTP a. Formulir ukuran 3 m' Rp. 

663/ 2006 b. Menunjukan lokasi b. Peralatan 75.000,00 
penyedotan Kantor 

c. Ruang Tunggu 
d. Kendaraan 

penyedot.an 
kakus 

2. Retribusi - Perda Kab. Pati Prosedur Pela:i:anan : Syarat: Sarana dan ± 1 bulan Penerbitan Dokumen 
Pelayanan No. 11 Tahun 2002 a. Pendaftaran Fotocopy SUJK Prasarana: proses a. sld 50.000.000 tarif 
administrasi b. Pengambilan dokumen dilampiri yang asli a. Formulir pendaftaran s/d Rp. 25.000,00 

c. Penawaran b. Loket penerbitan b. 51.000.00 s/d 
d. Penetapan pemenang c. Ruang Tunggu kontrak/SPK 100.000.0CO tarif 
e. Penerimaan SPK Rp. 50.000,00 

c. 101.000.000 std 
250.000.000 tarif 
Rp. 100.000,00 

d. 251.000.000 std 
500.000.00 tarif 
Rp.150.000,00 

e. 501.000.000 ke atas 
tarif Rp.200.000,00 

Penerbitan · SUrat 
Perintah (SPK) 
a. sld 50.000.000 tarif 

Rp.10.000,00 
b. 51.000.000 sld 

100.000,00 tarif 
Rp. 20.000,00 

c. 101.000.000 std 
I 250.000.000 tarif 

Rp.~000,00 
d. 251.000.000 std 

500.000.000 tarif 
Rp. 50.000,00 

e. 501.000.000 ke atas 
tarif Rp. 100.000,00 



hari Rp. 7.000,00 Im 

5 

3. a. Pengelolaan a. Parda Kab. Pati Prosedur Pela~anan: Syarat: Sarana dan Setiap 
persampahan/ No. 6 Tahun 1991 . Penyediaan TPS dan TPA a. Setiap pengambilan Prasarana: 
kebersihan sampah sampah diwajibkan a. Tempat 

b. Retribusi b. Perda Kab. Pao . Pengambilan sampah dari mempunyai tempat sampah 
pelavanan No. 6 Tahun 1999 TPS dan pembuangan sampah yang b. TPS 
persampahan/ diTPA bentuk & penempat c. TPA 
kebersihan . Pengarnbilan sampah dari annya tidak d . Pengangkut : 

tempat-tempat umum mengganggu becak, motor, 
. Penyediaan tempat kebersihan, keindah durnp truk 

sampan di tempat-tempat an dan tidak 
umum menyebabkan 

. Pengolahan sampah di pencemaran 
TPA b. Penghasil sampah 

wajib memisahkan 
sampah menurut 
jenisnya masing- 
masing dalam satu 
wadah, sampah 
organik dipisahkan 
dari sampah 
anorganik 

c. Setiap pedagang 
yang menjajakan 
barang dagangan 
dengan cara 
dijinjing, dipikul, 
didorong dan 
pedagang kaki lima 
wajib menyediakan 
tempat sampah 
serta menjaga 
kebersihan 
lingkungan sekitar 

d. Setiap pemilik dokar 
wajib memasang 
kantong kotoran 
kuda 
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e. Kendaraan Angkut 
an barang I 
penumpang yang 
beroperasi di 
wilayah Kab.Pati 
wajib melengkapi 
tempat sampah. 

f. angkutan yang 
menggunakan bak 
terbuka yang 
mua1annya bisa 
mengakibatkan 
timbulnya sampah 
harus ditutup. 

4. ljin Mendirikan - Perda No. 4 Tahun Prosedur Pela~anan : Syarat: Sarana dan 12 ( dua belas) Koefisien bangunan x 
Bangunan (IMB) 1999 a. Persyaratan lengkap a. Pemohon Prasarana: hari kerja besamya harga 

diajukan ke Seksi mengambil formulir a. Formulir IMS terhitung hari standar I m3 x luas 
Perijinan Diskimpras Kab. di Seksi Perijinan b. PlatNomor kerja bangunan x 0,5% 
Pati. Diskimpras Kab. IMB ditambah: 

b. Petugas meneliti berkas Pati JI. P. Sudirman c. Kertas - biaya administrasi 
persyaratan dilanjutkan No. 66 Pati d. Pera Iatan - biaya pemeriksaan 

c, Peninjauan ke lokasi serta b. Forrnulir diisi dan kantor (alat - Leg es 
pengukuran ROOI Line dilengkapi tulis, komputer) 
dengan aturan yang persyaratan sbb : e. Lok et 
berlaku - Fotocopy KTP f. Ruang Tunggu 

d. Undangan pengambilan yang berlaku g. Meja, kursi 
IMB beserta psmbayaran - Fotocopy hak 
retribusi sesuai dengan kepemilikan atas 
Perda No. 4 Tahun 1999 tanah I sertifikat 

tan ah 
- Bila memakai 

tanah orang lain 
harus dilampiri 
surat pemyat.aan 
tidak keberat.an -------- 
dari yang punya 
tanah di atas 
materai 
Rp. 6.000,00 

~ Gambar 
konstruksi 
lenakap 
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• Bangunan usaha 
dilengkapi ljin 
Gangguan, ljin 
Lokasi 

- Bangunan 
bertingkat 
dilengkapi 
perhitungan 
konstruksi beton 

- Untuk bangunan 
usaha dilengkapi 
UKL /UPL 

- Masing-masing 
persyaratan 
rangkap 2 ( dua ) 

- Semua 
persyaratan 
lengkap, fonnulir 
IMB dilegaUsir 
Kec.amatan 
setempat sesuai 
lokasi bangunan 

5. a. Mesin gil:a.s I Perda Kab. Pati No 6. Prosedur Pelayanan : Syarat; Sarana dan Dari keluar 1 hari Rp. 125.000,00 
alat berat Tahun 2003 tentang Permohonan di ace Kadinas a. Membayar persekot Prasarana: sampaialat 

Perubahan Atas Perda dan K:asubdin, baru dulu Diangkat dengan berat masuk 
No.19 Tahun 1999 dikeluarkan trailer 
tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan 
Daerah Kab.Pati 

b. Retribusi Parda Kab. Pati No. 6 Prosedur Pela~anan : Syarat: Sarana dan Dipakai sfd 1 hari Rp. 500.000,00 
Stadion Joyo Tahun 2003 Permohonan di ace Kadinas Langsung bayar Prasarana: selesai 
KusumoPati dan K:asubdin, baru Tern pat 

dikeluarkan 

c. Drum bekas SK Bupati Pati No. Prosedur Pelayanan : Syarat: Sarana dan - 1 drum Rp. 7.500,00 I 
604.21-/2001 DO aspal baru dapat Membayar dulu sesuai Prasarana: 

dicairkan dengan jumlah yang Diangkut dengan 
digunakan truk 
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6. Retribusi tanah Perda Kab. Pati No. 6 Prosedur Pelayanan : Syarat: - Penyelesaian Tidak ada 
dan bangunan, Tahun 2003 Bagi yang akan mernakai a. Fotocopy KTP pembayaran 
lambiran tanah dan bangunan tersebut b. Fotocopy sertifikat harus dalam 1 

harus mengajukan tan ah tahun berjalan 
permohonan untuk c. Gambar lokasi 
diterbitkan surat ijin. tan ah 

d. Gambar konstruksi 
bangunan 

e. Surat Pernyataan 
pemohon 
bermaterai 

f. Surat ljin IMS 

is Pertanian 1. lnserninasi Buatan SK Dirjen Petemakan Prosedur Pelaianan : Syarat: Sarana dan 5 (lima) menit Biaya atas 
Peternakan (18) Sapi Potong, No.2510521 O/Kpis/0896 a. Petani lapor langsung a. Betina Birahi Biologi Prasarana: pelaksanaan kesepakatan 

Sapi Perah, tentang Tata Ca.ra dan atau leY1a.t Kontak Tani b. Laporan I Perminta Peralatan Teknis lnseminasi kelornpok Peternak 
Kambing da.n Syarat..Syarat Pelatihan kepada lnseminator an Petani lnsemina.si buatan. Buatan Peserta IB. 
Domba serta Penyelenggaraan setempat. (perjalanan ke 

lnseminasi Buatan. b. lnsem inator langsung lokasi 
melayani atau da.tang di maksimal 1 jam 
kandang ternak yang tergantung 
bersangkutan. lokasi) 

2. Pemeriksaan Keputusan Bupati Pati Prosedur Pela~anan : Syarat: Sarana dan 3 (tiga) menit . 
Kebuntingan dan Nomor 17 tahun 2003 a. Ternak Akseptor Sapi Potong set.elah di Prasarana: perekor 
Pemeberantasan tentang Uraian Tugas lnseminasi Buatan (IB) 18. Alat uji 
Kemajiran Dinas-Dinas Daerah dikumpufkan di suatu Kebuntingan 

Kabupaten Pati. lokasi. 
b. Dilaksanakanpemeriksaan 

kebuntingan I kemajiran 
oleh tim sekaligus 
penyuluhan kepada 
petemak. 

3. Rekomendasi Prosedur Pela~anan : Syarat: Sarana dan 1 (satu) minggu 
Usaha Pertanian a. Kelompok yang a. Mengajukan Prasarana: 

bersangkutan permohonan. a. Formulir »->: 

membuat perrnohonan. b. Permintaan permohonan 
b. Pengecekan di lapangan kelompok. b. Proposal 

oleh Petugas. 
c. Pernbuatan 

Rekomendasi. 
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4. lnformasi Pasar Prosedur Pelayanan : Syarat: Sarana dan 1 (satu) hari 
Produk Pertanian a. Sel:;ara rutin Petugas Permintaan Konsumen Prasarana: 
dan Pengolahan mendatangi Responden Papan lnformasi 
Hasil Pertanian. untuk memantau harga Harga 

dan peluang Pasar. 
b. Dilaporkan pada lnstansi 

Atasan dan Pusat 
c. Dipantau setiap hari 

berdasarkan komoditas. 

5. lnformasi Budidaya Prosedur PelaY.§nan : Syarat: Sarana dan 1 (satu) hari 
Temak a. Permintaan Kelompok. Permintaan Kelompok Prasarana: 

b. Tim datang ke lokasi Kendaraan Dinas 
sesuai materi yang 
diminta. 

6. Laboratorium PP Nomor 22Tahun Prosedur Pelafanan : Syarat: Sarana dan 1 ( satu) hari 
Kesehatan 1987 tentang a. Pengiriman Sampel Sampel (susu, daging, Prasarana: 
Masyarakat Kesehatan Masyarakat (susu, daging, telur) telur) Laboratorium 
Veteriner Veterinair b. Pemeriksaan Bahan-bahan 
(Kesmavet) dilaksanakan di Laboratorium kimia 

Kesmavet 

7. Pemeriksaan Perda Kabupaten Pati Prosedur Pela~anan : Syarat: Sarana dan 1 (satu} hari Hewan Besar 
Hewan sebelum dan Nomor 15 Tahun 1999 Pemeriksaan di tempat a. Hewan yang akan Prasarana: Rp. 12.500,00 
sesudah dipotong. tentang Retribusi pemotongan hewan baik di dipotong dibawa ke Kendaraan Dinas Hewan Kecil 

Rumah Pemotongan RPH maupun cli rurnah jagal. RPH Rp. 1.500,00 
Hewan b. Petugas datang ke 

rumahjagal. 

8. Pelayanan UU Nomor 6 Tahun Prosedur Pelayanan : Syarat: Sarana dan 1 (satu) hari Biaya sesuai dengan 
Kesehatan Hewan. 1967 tentang Pelayanan dilaksanakan di Laporan I permintaan Prasarana: diagnosa penyakit dan 

Ketentuan-Ketentuan Klinik Hew.an atau di tempat dari pemilik temak a. Kendaraan jenis obat 
Pokok Petemakan dan Pasien Dinas 
Kesehatan Hewan b. Klinik Hewan 

c. Obat-obatan 
hewan »>: 

- 
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9. Laboratorium Prosedur Pelayanan : S~rat: Sarana dan 1 (satu) hari . 
Diagnostik. Pemeriksa.an Sampel di Pengiriman sample ke Prasarana : 

Laboratorium Diagnostik Laboratorium a. Kendaraan 
Diagnostik Dinas 

b. Laboratorium 
c. Reageen Kimia 

10.Peminjaman Alat Prosedur Pela~anan : S~rat: Sarana dan 1 (satu) hari . 

Pengendalian a. Ada areal pertanian Ada areal terserang Prasarana: 
Organisme terserang OPT OPT dibuktikan ATK (blanko 
Pengganggu b. Disurvei oleh Pengendali dengan surat laporan) 
Tanaman (OPT) OPT {POP1) PPL dan rekomendasi dari 

Manni Tani POPT. 
c. Oikeluarkan Surat 

Rekomendasi I Surat 
Peringatan bahaya untuk 
segera dikendalikan dari 
POPT. 

d. Surat Permintaan Bon I 
pinjam dilampiri Surat 
Rekomendasi I Surat 
Peringatan dari POPT. 

e. Disetujui Kepala 
Distannak. 

f. Petugas Bagian Gudang 
rneminjamkan alat yang 
dibutuhkan. 

11. Bantuan Pestisida Prosedur Pela~anan : Syarat: Sarana dan 1 sld 3 hari 
a. Ada areal pertanian Ada areal terserang Prasarana: 

terserang OPT OPT dibuktikan a. Hand Sprayer 
b. Oisurvei oleh Pengendali dengan surat b. ATK (blanko 

OPT (POP1) PPL dan rekomendasi dari Lapor:an) 
Mantri Tani POPT. 

c. Dikeluarkan Surat 
Rekomendasi/Surat -~ 
Peringatan bahaya untuk 
segera dikendalikan dari 
POPT. 

d. Surat Permintaan Bon/ 
pinjam dilampiri Surat 
Rekomendasi I Surat 
Perinqatan dari POPT. 



11 

e. Disetujui Kepala 
Distannak. 

f. Petugas Bagian Gudang 
mengeluarkan bantuan 
Pestisida. 

12.ljin Usaha atau a. PP No. 65 Th. 1971 Prosedur Pelaj'.Bnin : Swrat: Sarana dan 2 (dua) sJd 3 Rp.5000,00 (leges) 
Tanda Daftar Usaha tent.ang Perusahaan a. Pengajuan permohonan a. Fotocopy ljin Prasarana: (tiga) hari kerja 
Penggilingan Padi, Penggilingan Padi, dari pemilik Perusahaan. Gangguan rangkap a. Komputer 
Huller danPenyosoh Huller danPenyosoh b. Pengecekan lokasi dan 4 ( empat) b. Formulir I 
an Beras an Padi kapasitas mesin. b. Fotocopy l<TP blanko 

c. Pemberian Surat ljin rangkap 4 (empat) permohonan 
b. Keputusan Dirjen Usaha atau Tanda Daftar c. Data Mesin dan 

Tanaman Pangan Usaha Penggilingan Padi, kapasitas mesin. 
dan Hortikultura Huller dan Penyosohan 
Nomor 1 Hukum. Beras. 
50. 99. 75 Tahun 
1975 

C. Keputusan Menteri 
Pertanian No. 8591 
kptsJTP 250/11 1998 
tentang Pedoman 
Pembinaan 
Perusahaan 
Penggilingan 
Padi, Huller dan 
Penyosohan 
Beras. 

13.Pengadaan Benih Prosedur Pelaj'.anan : Syarat: Sarana dan 1 (satu) bulan Menyesuaikan harga 
Padi untuk Petani I a. Pengajuan RDKK Benih Pengajuan RDKK oleh Prasarana: sebelum pasar. 
Kelompok Tani. dari Kelompok Tani Kelompok Tani. a. Alat Pro:;essing musim 1anam. 

kepada Kepala Distannak Benih 
Kabupaten Pati, b. Alat Per,golah 

b. Untuk Petani Perorangan, a.n Benih 
langsung ke Balai Benih c. Gudang »> 
Utama Padi Winong I Penyimpanan 
Desa Bumiayu Benih 
Kecamatan Wedarijaksa d. Lantai Jemur 

c. Penyaluran Benih sesuai e. Gudang 
kebutuhan Petani I Processjng 
kelompokTani. Benih 
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-- 
BUPATI PATI, 

Pemohon I Rekanan 
rnenqajukan permohonan 
baru/perpaojanqan kepada 
Bupati Pati Cq Kabag 
pernbanqunan dan Kesra 
Setda Kab. Pati yang 
d'lamoiri Foto Copy 
rekarnan SBU yang telah 
dreqistrasi dan berleges 
Tabun 2006 oleh LPJK; 
Pas Photo berwarna 
direktur ukuran 4 x 6 

I sebanyak2~.ia) !ernbar_~--------· ------· .. ---·-··- ., 

j s (Oelapan) 
hari kerja. 

----------------··-------·------· 

··~---.:=----:---.......-~·--~~--~--.~-~~----~~-.--~~~--~~--------~----r-------~~----~---,----=-~~-.:------r-~-:-=-::-:-----r---~-==----- Dinas I Sarana dan Waldu Biaya Jenis Pelayanan Oasar Hukum Prosedur Pelayanan Persyaratan lnstansi Prasarana Penyelesaian P.elayanan 
Bagian t.Rekornendasi - Permohonan aari Desa, Camat Proposal mernuat RAB - "-:r (sate) sarnpai 
Pembangunan Bupati kepada mengajukan permohonan kepada (Rencana Anggaran Biaya) dengan 2 (dua) 
dan Kesra Oesa yang Bupati, Bupati mengajukan dan Kebutuhan Sarana minggu. 

menqajukan permohonan kepada Gubernur. · Prasarana. 
perrnohonan dan 
proposal Bantuan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pembangunan, 
Aspal kepada 
Gubernur Jawa 
Tenqah, 

I Pemohon/ rekanan mengajukan I permohonan baru/ perpanjangan 
kepada Bupati Pati Cq. Kabag 
Pembangunan dan Kesra Setda 
Kab. Pati. 

JENIS PELAYANAN, DA.SAR HUKUM, PRO.SES DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, 
SARANA DAN PRASARANA, WAKTU DAN BIAVA. PELAVANAN 

( SEKTERARIAT' DAER.AH ) 

Peraturan Bupati Pati 
Nornor : 26 Tohun 
Tanggal : 13 Deaemt 
---· '-TIC 

LAMPIRANI 

""'i 'BAG 
i~JU J Ati-· 
IT PC::LA ''SANA or~~<; 

-- --- · ... ·- . _l 

KOA 
~KfL 8LJPATI 

.PE11ELITI \N 
,rn=A t<?cnr,·,-.1c,A BUPATI 

2. IUJK (ljin Usaha 
.Jasa Konstruksi) 
bagi Penyedia 
Jasa Pelaksana 
Konstruksi. 



1 hari kerja bila 
syarat lengkap 

Waktu Biaya Pelayanan 
Penyelesaian . _, 
1 hari kerja bila 1.Tarif retribusi PKB : 
syarat lengkap a. Mobil penumpang 

Rp. 19.000,00 
b. Mobil Bus, Mobil 

Barang dan 
Kendaraan 
Khusus Rp. 
23.500,00 

c. Kereta gandengan 
dan kereta 
tempelan RP. 
21.000,00 

2.Biaya penggantian 
tanda uji berkala, 
baut, kawat dan 
segel Rp. 2.500,00 

3. Biaya penggantian 
buku .uji berkala 
Rp. 5.000,00 

1. Tarif retribusi PKB : 
a. Mobil9enumpang 

Rp. 19.000,00 
b.Mobil Bus. Mobil 

Barang dan 
Kendaraan 
Khusus Rp. 
23.500,00 

c. Kereta gandeng 
an dan kereta 
tempelan 
R . 21.000,00 

LAMP!RAN 11 : Peraturan Bupati Pati 
Nomor 26 'I'ahun 200 
Tanggal :13 Dosembor . 

1 

ianKB 

Tunggu 
Uji 

lir 
tan 

n 

jian KB KB 
is 

Tunggu 
Uji 

adan 
rana 

an 
a: 
lir 
tan 

s / lnst'insi Jenis Pelayanan Casar Hukum Prosedur Pelayanan Persyaratan Saran 
Prasa ---· Perda Kab. Pati No. Pequiian Kendaraan -- -- as 1. Pengujian a. a. a. §J-a.rat.;, Sarana d 

hubungan Kendaraan Bermotor !2 Tahun 2002 Bermotor Pertama Ka.Ii - STNK Asli Prasaran 
, Pariwisata tentang Retribusi - Regristrasi uji type a. Formu 

Pengujian - Pendaftaran/permohonan - Rekomendasi atau b. Perala 
Kendaraan Bermotor - Kendaraan bermotor Surat Persetujuan Kantor 

dibawa di Gedung PKB ljin Trayek (SPll) c. Loket 
b. Perda Kab. Pati No. untuk diperiksa dan diuji untuk kendaraan d. Ruang 

13 Tahun 2002 dengan alat uji umum e. Buku 
tentang - Pemohon membayar f. PlatUj 
Penyelenggaraan retribusi di toket g. Bahan 
Pengujian pembayaran Pengu 
Kendaraan Bermotor - Pengesahan hasil uji bagi h. AlatP 

yang tulus dan penolakan Mekan 
untuk perbaikan bagi 
yang tidak lu!us uji 

- Pemasangan Plat Uji dan 
pembubuhan Tanda 
Samping (cat I stiker) 

- Selesai 

b. Pengujian Kendaraan b. Svarat: Sarana da 
Bermotor Berkata - STNKAsli Prasarana 

- Pendaftaran/permohonan . Buku uji asli a . Formu 
- Kendaraan bermotor - KPS I KJP bagi b. Perala 

dibawa di Gedung PKB Kendaraan umum Kantor 
untuk diperiksa dan diuji c, Loket 
dengan alat uji d. Ruang 

- Pemohon membayar e. Buku 
retribusi di loket f. Plat Uj' 
pembayaran, g. Bahan 

Penguj 

JENIS PELAYANAN, DASARHUKUM, PR.OSES DAN PROSEDUR, PERSYAP~TAN, 
SARANA DAN PRASARANA, WAl<TU DAN BIAYA PELAYANAN 

( DINAS) 



.. 
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. Pengesahan hasil uji bagi h . AlatPKB 2. Biaya penggantian 
yang lulus dan penolakan Mekanis tanda uji berkala, 
untuk perbaikan bagi baut, kawat dan 
yang tidak lulus uji segel Rp. 2.500,00 

. Pemasangan Plat Uji dan 3. Biaya penggantian 
pembubuhan Tanda buku uji berkala Rp. 
Samping ( cat/ stiker) 5.000,00 

. Selesai 4.Denda keterlambat 
an 2% setiap bulan 

c. Pengujian Kendaraan c. Syarat: Sarana dan 1 hari kerja bila 1.Tarif Retribusi PKB: 
Bermotor Untuk Mutasi . STNKAsli Prasarana: syarat lengkap a. Mobil penumpang 
Masuk . Rekomendasi/SPIT a . Formulir Rp. 19.000,00 . Pendaftaran/pennohonan untuk angkutan b . Pera Iatan b. Mobil Bus, Mobil 

. Kendaraan bermotor umum Kantor Barang dan 
dibawa ke Gedung PKB . Surat keterangan c . Loket Kendaraan 
untuk diperiksa dan diuji mutasi dari daerah d. Ruang Tunggu khusus Rp. 
dengan alat uji. asal e. Buku Uji 23.500,00 

. Pemohon membayar . Berkas Ujl (Buku Uji f . PlatUji c. Kereta gandeng 
retribusi di loket lama dan kartu g. Bahan an dan kereta 
pembayaran. induk} Pengujian KB tempelan 

. Pengesahan hasil uji bagi h . AlatPKB Rp. 21.000,00 
yg lulus dan penolakan Mekanis 2. Biaya penggantian 
untuk perbaikan bagi yg tanda uji berkala, 
tidak lulus uji baut, kawat dan 

. Pemasangan Ptat Uji dan segel Rp. 2.500,00 
pembubuhan Tanda 3. Biaya penggantian 
Samping (cat I sliker) buku uji berkala 

. Selesai Rp. 5.000,00 

d. Mutasi Kefuar Daerah : d. Syarat: Sarani dan 1 hari kerja bila Membayar pelunasan 
. Permohonan Mutasi . Buku Uji Asli Prasarana: syarat lengkap biaya tematang sbb : 
. Permohonan . Fiskal mutasi dari a . Formulir a. Mobil penumpang 

membayar/melunasi SAMS.AT I Dipenda b. Pera Iatan Rp. 19.000,00 
biaya Retribusi Pengujian Provinsi atau Kantor b. Mobil Bus, Mobil 
terhutang - STNK Asli Daerah c. Loket Bara.ng dan 

. Proses administrasi dan yang dituju d. Ruang Tunggu Kendaraan 
mencabut berkas Khusus 
kendaraan wajib uji Rp. 23.500,00 

- Selesai c. Kereta gandengan 
dan kereta tempel 
an Rp.21,000,00 



Pendirian: 
Rp. 2.000.000 
Operasional : 
Rp.3.000.000 

Tidak dipungut biaya 

i 

Tidak dipungut biaya 

23 ( dua puluh 
tiga ) hari kerja 

Sesuai 
kebutuhan 
materi 
penyuluhan 

Sesuai 
kebutuhan 
materi 
penyuluhan 

Setiap saat 
pada jam kerja. 

Sarana dan 
Prasarana: 
1. Ceklis 
2. Serita acara 
3. K.omputer 1 

bh 

Sarana dan 
Prasarana: 
Tempat pertemuan 

Syarat: 
1 . .!.r.in uend irian 

RumahSakit Umum 
a. Proposal 

Pendirian Rumah 
sakit umum; 

b. Foto copy A.kte 
pendirian badan ; 

c. Fotocopy sertifikat 
tanah; 
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frosedur Pelayanan : 
a. Pemohon mengajukan 

permohonan tertulis 
diatas kertas l:ermeterai 
cukup kepada Bupati 
lewat Kepala 
Kantor Pelayanan 
Perjinan Terpadu 
kemudian diteruskan k.e 
Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
Pati untuk dlproses, 

Prosedur Pelayanan : Sva,rat.: Sarana dan 
Ada jadwal yang disusun Kelompol< Tani I petani ~F'fil!.:L 
bersama. Tempat pertemuan 

a. Permenkes No.920/ 
MenkestPERIXJl/86 
Tentang Upaya 
Pelayanan 
Kesehatan Swasia 
Dibidang Medik; 

b. Perda Kab.Pati No. 
15 Tahun 2003 
tentang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

l 

Pro~dur Pelayanan : Sva,rat : 
Ada jadwal yang disusun Kelompok Tani J petani 
bersarna. 

Sarana dan 
Pra1!_arana : 
Data yang tersedia 
me~iputi: 
a. Data Produksi 
b. Luas tanam. 
c. Luas panen. 
cl. Hama dan 

penyak.it. 
e. Laban dan 

baku tanah. 
f. Produksi 

Temak 
g. Populasi 

Temak 
h. Laporan 

Bulanan dan 
Tri Bulanan 
Peternakan 

Syarat: 
Menulis pada buku 
Daftar Pinjam 
(identitas. Dinas I 
lnstansi ) peminjam r_sedur PelayanaJL 

Datang ke Kantor 
Distannak pada jam kerja 
menernui Kasi Data dan 
lnforrnasi Subdin Bina 
Program. 

Tupoksi 

Tupoksi 

1. Rumah Sakit 
Umum 

16.Bimbingan Teknis 
Manajemen Usaha 
Agribisnis Pertanian 
dan Petemakan. 

\ 
15.Penyuluhan 

Pertanian dan 
Peternakan. 

14.Penyediaan data di 
bidang Pertanian 
dan Petemakan. 

as 
.ehatan 



d. Surat keterangan 
dari Kepala Desai 
Lura.h mengenai 
status tanah dan 
bangunan tidak 
dalam sengketa; 

e. Fotocopy lzi n 
Lok:asi 

f. Dokumen UKL I 
UPL atau Amdal; 

g. Fotocopy lzin 
Mendirikan 
Banguna; 

h. Denah bangunan; 
i. Fotocopy lzin 

gangguan; 
j. Surat pernyataan 

penggunaan 
penerangan dan 
diesel diatas 
kertas bermeterai 
cukup ; 

It lzin penggunaan 
lift apabila 
bangunan 
bertingkat; 

I. Rekomendasi 
penggunaan 
pemadam 
kebakaran; 

m. Surat pernyataan 
penggunaan air 
bersih dan 
bersedia 
dilakukan 
pemeriksaan 
kualitas air setiap 
6 (enam) bulan 
oleh Dinas 
Kesehatan diatas 
kertas bermeterai 
cukup. 

13 

b. Dinas Kesehatan meneliti 
berkas kelengkapan da.n 
apabila kurang , pemohon 
diberitahu lewat telepon I 
surat untuk melengkapi, 
apabila berkas tela.h 
lengkap dijadwal peninjau 
an ke lokasi oleh nm 
Pemeriksa. perizinan Dinas 
Kesehatan Kab Pati 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 
dituangkan dalam berita 
acara pemeriksaaan, 
kemudian diteruska.n 
kepada Bupati uik 
diterbitkan Keputusan izin, 
setelah Keputusan izin 
keluar Kepala Dinas 
menerbitkan sertifikat izin. 

c. Perda Kab. Pati 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
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2. lzin operasional 
rurnah sakit umum: 
a). Foto copy lzin 

pendirian Rum ah 
sakit Umum; 

b). Susunan 
Organisasi dan 
Tata kerja; 

c). Dat'tar 
ketenagaan baik 
med is maupun 
nonrnedis: 

I 1) Untuk tenaga 
Medis dilampiri: 

a. Foto copy 
ijazah; 

b. Surat 
Penugasan & 
registrasi; 

c. Surat lzin 
Prakt:ek; 

d. Rekomendasi 
dari a tasan 
bagi Pegawai 
Negeri 
Sipil/Calon 
Pegawai Negeri 
Sipil/ Pegawai 
Tidak Tetap 
yang bekerja di 
instansi 
Pemerintah; 

e. Surat 
Pengangkatan 
darl pemilik 
Ru mah Sa kit »>: 
Umum. 

2) untuk tenaga 
Perawat 
dilampiri: 

a. Foto copy 
ijazah: 



3) untuk tenaga 
~ 
ditamplr: 

a. Fotocopy ijazah; 
b. Surat lzln Bidan; 
c. Surat 

pengangkatan 
dari pemilik 
Ru mah Sakit 
Umum; 

d. Rekomendasi 
dari atasan bagi 
PNS/CPNSIPTT 
yang bekerja di 
lnstansi 
Pemerintah; 

4} Untuk tenaga 
Non Medis 
clilam piri: 

a. Foto copy ijazah; 
b.Surat 

pengangkatan 
dari pemilik 
Rumah Sa kit 
Urnum; 

b. Surat 
lzinPerawat; 

c. Surat izin Kerja; 
d. Surat 

pengangka-tan 
dari pernilik 
Rurnah Sakit 
Umum; 

e. Rekornendasl 
dari atasan 
bagi Pegawai 
Negeri SipiV 
CPNS/P'TT yg 
bekerja di 
lnstansi 
Pemerintah. 

15 
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d) Rekomendasi 
dari Bad an 
Pengawas 
Tenaga Atom 
Nasional 
mengenai 
penggunaan 
radiologi bagi 
yang ada 
instalasi 
radiologinya; 

e) Surat 
pemyataan 
kesanggupan 
diatas kertas 
berrneterai 
cukup untuk 
mengikuti sistem 
akreditasi. 

f) Rekomendasi 
dari Badan 
Pengawas 
Tenaga Nuklir 
(BAPETEN) 
mengenai 
penggunaan 
Radiologi bagi 
yang ada 
instalasi 
Radiologinya. 

2. Apotik a. Surat Keputusan a. Pemohon mengajuka.n Untuk memperoleh izin 1. Ceklis 12 ( dua belas) Rp. 750.000,- 
Menteri Kesehatan permohonan tertulis apotek, pemohon 2. Serita acara hari kerja. 
No.1332/Menkes/ diatas kertas bermeterai melampirkan 3. Komputer 1 bh 
SK/2002 tentang cukup kepada Bupati persyaratan: // 
Perubahan Atas lewat Kepala Kantor a. Fotocopy Kartu 
Peraturan Menteri Pela ya nan Perijinan Tanda Penduduk 
Kesehatan No. 922/ Terpadu kemudian Apoteker; 
Menkes/Per/X/1993 diteruskan ke Kepala b. Fotocopy akte 
tentang Ketentuan Dinas Kesehatan pendirian bagi 
dan Tata Cara Ka bu paten Pati untuk yang berbentuk 
Pemberian lzin di proses badan; 
Apotek ; - 



c. Fotocopy Sertifikat 
Tanah; 

d. Surat keterangan 
dari Kepala Desai 
Lurah mengenai 
status tanah dan 
bangunan tidak 
dalam senqketa; 

e. Foto copy izin 
mendirikan 
bangunan; 

f. SPPL; 
g. Surat pernyataan 

penggunaan air 
bersih; 

h. Daft.ar alat 
perlengkapan; 

i. Surat pernyataan 
penggunaan 
penerangan diatas 
kertas bermeterai 
cukup; 

j. Surat pernyataan 
Pemilik Saran a 
Apotik tentang 
tidak terlibat dalam 
pelanggaran 
peraturan 
perundangan 
undangan bidang 
obat; 

k. Fotocopy Surat 
lzin KerjaJSurat 
Penugasan 
Apoteker; 

I. Fotoc.opy ljasah 
Apoteker; 

m. Surat izln atasan 
bagi Apoteker 
PNS; 

17 

Dinas Kesehatan meneliti 
bark.as kelengkapan dan 
apabila kurang • pemohon 
diberitahu levwt telepon I 
surat untuk melengkapi, 
apabila ber1<as telah 
lengkap dijac:lwal peninjau 
an ke lokasi oleh Tim 
Pemeriksa perizinan 
Dinas Kesehata.n Kab Pati 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 
dituangkan daJam bertta 
acara pemeriksaaan 
maka izin ditetapkan oleh 
Kepala Dinas 

b. Perda Kab.Pati b. 
No. 15 Tahun 2003 
tentang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan; 

c. Perda Kab. Pati 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan ; 

d. Keputusan Bupati 
Pati Nomor 1 Tahun 
2004 tentang 
Petunjuk 
Pelaksanaan Perda 
Kab. Pati No. 15 
Tahun 2003 tentang 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
dan Perda Kab. Pati 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin. Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan . 



n. Surat lolos butuh/ 
surat selesai masa 
bak.ti bagi 
Apoteker lulusan 
diluar Provinsi 
Ja\W Tengah; 

o. Rekomendasi 
lkatan Sarjana 
Farmasi Indonesia 
Cabang Pati; 

p. Pernyataan dari 
Apoteker tidak 
bekerja 
diperusahaan 
farmasi atau apotik 
lain diatas kertas 
bermeterai cukup; 

q. Pas foto berwarna 
Apoteker ukuran 
4 x 6 sebanyak 3 
lembar; 

r. Daftar nama 
Asisten Apoteker; 

s. Surat Pernyataan 
kesanggupan 

I 
bekerja bagi 
As is ten Apoteker 
diatas kertas 
bermeterai cukup : 

t. Surat keterangan 
sehat dari clokter 
pemerintah bagi 
Apoteker dan 
Asisten Apoteker; 

u. Akte perjanjian //" 
kerja sama 
(apabila Apoteker 
Pengelola Apotek 
tidak merangkap 
Pemilik saran a 
Apotek); 

v. Foto copy lzin 
Ganaauan; 
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prasarana; 
12. Daftar ketenagaan; 
13. Struktur organisasi; 
14. Pas foto berwarna 

pemohon I ketua 
badan usaha bagi 
pemohon bad an 
ukuran 4 x 6 
sebanyak 3 lembar; 

1. Fotocopy Kartu 
Tanda Penduduk; 

2. Fotocopy Akte 
pendirian bagi 
usaha yang 
berbentuk badan; 

3. Fotocopy izin 
gangguan; 

4. SPPL; 
5. Fotocopy sertifikat 

tanah/ akte kontrak; 
6. Foto cop~· lzin 

Mendirikan 
Bangunan; 

7. Surat keterangan 
dari Kepala Desai 
Lu rah mengenai 
status tanah dan 
bangunan tidak 
dalam sengketa ; 
Surat pernyataan 
penggunaan air 
bersih; 
Surat pernyataan 
penggunaan 
penerangan; 

10. Daftar tarif; 
11 . Daftar sarana dan 
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12 ( dua belas) Rp.250.000, 
hari kerja. 

1. Ceklis 
2. Berita acara 
3. Komputer 1 bh 

w. Gambar denah 
bangunan; 

x Foto copy ijazah 
clan SIAA Asisten 
Apoteker. 

Dinas Kesehatan meneliti 
berkas kelengkapan dan 
apabila kurang , pemohon 
diberitahu le\'Vat telepon I 
surat untuk melengkapi, 
apabila berkas telah 
lengkap dijadwal 
peninjauan ke lokasi oleh 
Tim Pemeriksa perizinan 8. 
Dinas Kesehatan Kab Pati 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 9. 
dituangkan dalam berita 
acara perneriksaaan 
maka izin ditetapkan oleh 
Kepala Dinas 

a. Pemohon mengajuka.n 
permohonan tertulis 
diatas kertas bermeterai 
cukup kepada Bupati 
lewat Kepala Kantor 
Pela ya nan Perijinan 
Terpadu kemudian 
diteruskan ke Kepala 
Din as Kesehata.n 
Kabupaten Pati untuk 
di proses 

a. Permenkes No.920/ 
Menkes/PER/XI I/ 
86 Ten tang Upaya 
Pelayanan 
Kesehatan SW-as1a 
Dibidang Medik; 

b. Perda. Kab.Pati 
No. 15 Tahun 2003 
ten tang IZin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

c. Parda Kab.Pati b. 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifik.at dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

d. Keputusan Bupati 
Pati No.1 Tahun 
2004 tentang 
Petunjuk Pelaksana 
an Perda Kab.Pati 
Nomor 15 Tahun 
2003 tentang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
dan Perda Kab.Pati 
No.16 Th. 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifik.at dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

3. Balai Pengobatan 
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12 ( dua belas ) Rp.500.000. 
hari kerja. 

1. Ceklis 
2. Serita acara 
3. Komputer 1 bh 

izin 

izin 

clenah 

a. Pemohon mengajukan 1. 
pennohonan tertulis 
diatas kertas bermeterai 2. 
cukup kepada Bupati 
lewat Kepala Kantor 
Pelayanan Perijinan 
Terpadu kemudian 3. 
diteruskan ke Kepala 
Dinas Kesehatan 4. 
Kabupaten Pati untuk 
di proses 5. 

6. 

Fotocopy Kartu 
Tanda Penduduk; 
Fotocopy Akte 
pendilian bagi 
usaha yg berbentuk 
badan; 
Fotocopy sertifikat 
tanah; 
Fotocopy 
gangguan; 
SPPL; 
Gambar 
bangunan; 

7. Fotocopy 
mendirikan 
bangunan. 

15. Fotocopy ljasah, 
fotocopy Surat 
Penugasan, Surat 
lzin Praktek dokter 
penanggung jawab 
dan dokter 
Pelaksana Harian 
apabila pelaksana 
harian dokter ; 

16. Fotocopy ijasah 
dan Surat lzin 
Perawat, Surat lzi n 
Kerja bagi perawat 
pelaksana harian; 

17. Surat pernyataan 
kesanggupan 
sebagai pelaksana 
harian diatas kertas 
bermeterai cukup; 

18. Surat pernyataan 
kesanggupan 
sebagai dokter 
penanggung jawab 
diatas kertas 
bermeterai cukup. 

a. Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 
1424/Men kes/SK/ 
Xl/2002 tentang 
Penyelenggaraan 
Optikal 

b. Perda Kab. Pati 
No. 15 Tahun 2003 
tentang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

4. Optikal 
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Surat keterangan 
dari Kepala Desai 
Lu rah mengenai 
status tanah dan 
bangunan tidak 
dalam sengketa; 
Surat pernyataan 
penggunaan air 
bersih; 

10. Surat pernyataan 
penggunaan 
penerangan; 

11. Daftar peralatan; 
12. Pas foto berwarna 

pemohon, atau 
ketua badan usaha 
bagi pemohon 
bad an hukum 
ukuran 4 x 6 
sebanyak 3 (tiga) 
lembar; 

13. Daftar ketenagaan; 
14. Foto copy ijazah 

dan Surat lzin Kerja 
Refraksionis 
Optisien; 

15. Surat pernyataan 
kesanggupan 
sebagai Pelaksana 
harian diatas kert:as 
bermeterai cukup; 

16. Surat perny.ataan 
kesanggupan 
sebagai 
penanggung jay,,ab 
diatas kerta 
bermeterai cukup; 

17. Surat keteranqan 
sehat dari clokter 
bagi penanggung 
javvab dan 
pelaksana harian. 

Dinas Kesehatan menelili 8. 
berkas kelengkapan dan 
apabila kurang , pemohon 
diberitahu le'Nat telepon I 
surat untuk melengkapi, 
apablla berkas tela.h 
lengkap dijadwal peninjau 9. 
an ke lokasi oleh Tim 
Pemeriksa perizlnan 
Dinas Kesehatan Kab Pati 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 
dituangkan dalam berita 
aoara pemeriksaaan 
maka izin ditetapkan oleh 
Kepala Dina.s 

o. Parda Kab.Pati b. 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin. Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

d. Keputusan Bupati 
Pati Nomor 1 Tahun 
2004 tentang 
Petunjuk 
Pelaksanaan Perda 
Kab.Pati No. 15 
Tahun 2003 tentang 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
dan Perda Kab.Pati 
No.16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
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5. Rumah Bersalin 1. Peraturan Menteri a. Pemohon mengajukan rl. Fotocopy Kartu 1. Ceklis 12 ( dua belas ) Rp. 750.COO,- 
Kesehatan No. 920/ permohonan tertulis Tanda Penduduk; 2. Berita acara hari kerja. 
MenkeslPER/XII/ diatas kertas bermeterai t2. Fotocopy Akte 3. Kornputer 1 bh 
86 Tentang Upaya cukup kepada Bupati pendirian bagi 
Pelayanan lewat Kepala Kantor usaha yang 
Kesehatan SHasta Pelayanan Perijina.n berbentuk badan; 
Dibidang Medik; Terpadu kemudian ~. Fotocopy izin 

2. Perda Kab.Pati diteruskan ke Kepala gangguan; 
No. 15 Tahun 2003 Dinas Kesehatan ~. Fotocopy sertifikat 
ten tang lzin, Kabupaten Pati untuk tanah; 
Sertifikat dan di proses 5. Fotocopy lzin 
Rekomendasi mendirikan 
bidang Kesehatan b. Dinas Kesehatan meneliti bangunan; 

3. Perda Kab.Pati berkas kelengkapan dan 6. SPPL atau 
No. 16 Tahun 2003 apabila kurang , pemohon dokumen UKUUPL; 
ten tang Rebibusi diberitahu le.Nat telepon I 17. Surat keterangan 
lzin, Sertifikat dan surat untuk melengkapi, dari Kepala Desai 
Rekomendasi apabila berkas telah Lurah mengenai 
bidang Kesehatan lengkap dijadwal status tanah dan 

4. Keputusan Bupati peninjauan ke lokasi oleh bangunan tidak 
Pati Nomor 1 Tim Pemeriksa perizinan dalam sengketa; 
Tahun 2004 Dinas Kesehatan Kab Pati a. Surat pernyataan 
ten tang Petunjuk apabila hasil peninjauan penggunaan air; 
Pelaksanaan perda tel ah sesuai yang 9. Surat pernyataan 
Kab. Pati No.15 dituangkan dafam berita penggunaan 
Tahun 2003 acara pemeriksaaan penerangan; 
ten tang lzin. maka izin ditetapkan oleh 10. Daftar tarif; 
Sertifikat dan Kepala Dina.s 1 ·1. Daftar sarana dan 
Rekomendasi prasarana; 
bidang Kesehatan 12. Daftar ketenagaan ; 
dan Peraturan 13. Struktur orqanisasi; 
Dae rah Ka bu paten 14. Pas foto berwarna 
Pati Nomor 16 pemohon, atau 
Tahun 2003 ketua badan usaha I ten tang Rebibusi bagi badan usaha 
lzin, Sertifi kat dan bagi pemohon 
Rekomendasi bad an hukum 
bidang Kesehatan ukuran 4 x 6 

sebanyak 3 lernbar; 
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15. Foto copy Surat 
Penugasan, surat 
lzin Praktik dokter 
penanggung jawab 
dan dokter 
Pelaksana Harian 
apabila pelaksana 
harian dokter; 

16. Foto copy ijasah 
dan Surat lzin 
Bidan bagi bid an 
pelaksana harian; 

17. Surat pernyataan 
kesanggupan 
sebagai pelaksana 
harian diatas kertas 
bermetari cukup; 

118. Surat pernyataan 
kesanggupan 
sebagai dokter 
penanggung jawab 
diatas kertas 
bermeterai cukup. 

6. Laboratorium a. Keputusan Menteri a. Pemohon mengajukan 1. Fotocopy Kartu 1. Ceklis 12 ( dua belas) Klinik kusus 
Kesehatan No.04/ permohonan tertulis Tanda Penduduk; 2. Berita acara hari kerja. 1. Patologi Utama 
MenkeslSK/112002 diatas kertas bermeterai 2. Fotocopy ak.te 3. Komputer 1 bh Rp.2.000.000 
ten tang cukup kepada Bupati pendirian bagi 2. Patologi Madya 
laboratorium lewat Kepala Kantor pemohon Rp.-900.000 
Kesehatan Svvasta ; Pela ya nan Perijinan berbentuk badan ; 3. Patologi Pratama 

b. Perda Kab.Pati Terpadu kemudian 3. Fotocopy sertifikat Rp.800.000 
Nomor 15 Tahun diteruskan ke Ke pal a tan ah; 4. Parasitologi 
2003 tentang lzin, Din as Kesehatan 4. Fotocopy ijin Rp.700.000 
Sertifikat dan Ka bu paten Pati untuk gangguan; / 5. Mikrobiologi 
Rekomendasi di proses 5. Dokumen UKUUPL Rp.600.000 
bidang Kesehatan atau Amdal; 6. KlinikUmum 

c. Perda Kab.Pati 6. Fotocopy lzin Utama Rp.500.000 
No. 16 Tahun 2003 Mendirikan 7. Pratarna 
ten tang Retribusi Bangunan; Rp.400.000 
lzin, Sertifikat dan 8. Pratarna 
Rekomendasi Rp.400.000 
bidang Kesehatan 9. Utama Rp.500.000 
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d. Keputusan Bupati b. Dinas Kesehatan meneliti 7. Surat keterangan 
Pati Nomor 1 berkas kelengkapan dan dari Kepala Desai 
Tahun 2004 apabila kurang • pemohon Lu rah mengenai 
ten tang Petunjuk diberitahu lewat telepon I status tanah/ 
Pelaksanaan Perda surat untuk melengkapi, bangunan tidak 
Kab.Pati No. 15 apabila berkas tela.h dalam sengketa; 
Tahun 2003 lengkap dijadNal 8. Surat pernyataan 
ten tang lzin, peninjauan ke lokasi oleh pengunaan air 
Sertifikat dan Tim Pemeriksa perizinan bersih; 
Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab Pati 9. Surat pemyataan 
bidang Kesehatan apabila hasil peninjauan penggunaan 
dan Perda Kab. tel ah sesuai yang penerangan; 
Pati No.16 Tahun dituangkan dalam berita 10. Pernyataan 
2003 ten tang acara pemeriksaaan kesediaan 
Retribusi lzin, maka izin ditetapkan oleh mengikuti program 
Sertifikat dan Kepala Dinas pemanta.pan mutu 
Rekomendasi diatas kertas 
bidang Kesehatan. bermetarai cukup; 

11. Pas foto berwarna 
pemohon, atau 
ketua baden bagi 
pemohon 
berbentuk baoan 
usaha ukuran 4 x 6 
sebanyak 3 (tiga) 
lembar; 

12. Daftar sarana da.n 
prasarana; 

13. Data kelengkapan 
bangunan 

------- laborat.orium; <, 

14. Daftar ketenagaan 
tehnis maupun 
adminitrasi; 

15. Surat pernyataan 
kesanggupan 
sebagai 
penanggung javtcib 
diatas kertas 
bermeterai cukup; 
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16. Pernyataan sbg 
pelaksana tenaga 
analis diatas kertas 
bermeterai cukup; 

17. Pernyataan sbg 
tenaga pelaks:ana 
tenaga pera\Nat 
diat.as kertas 
bermeterai cukup; 

18. Pernyataan tenaga 
administrasi diata:s 
kertas benneterai 
cukup; 

19. Fotocopy ljazah 
penanggungjawab; 

20. Fotocopy ijasah 
Surat ljin Kerja I 
registrasi analis; 

21. Fotocopy ijasah 
dan Surat lzin 
perawat; 

22. Fotocopy ijasah 
tenaga 
administrasi; 

23. Fotocopy ijasah 
supervisor ; 

24. Surat Keterangan 
Sehat dari Dokter 
Pemerintah untuk 
semua tenaga 

------------- pelaksana. 

7. Toko Obat 1. Surat Keputusan a. Pemohon mengajukan 1. Fotocopy Kartu 1. Ceklis 12 ( dua belas) Rp.200.000,- 
Menteri Kesehatan permohonan tertulis Tanda Penduduk; 2. Serita acara hari kerja. 
No.1331/Menkes/ diatas kertas bermeterai 2. Fotocopy akte 3. Komputer 1 bh 
SK.12002 ten1ang cukup kepada Bupati pendirian bagi 
Perubahan Atas lewat Kepala Kantor usaha yang 
Peraturan Menteri Pelayanan Perijinan berbentuk badan; 
Kesehatan No. 167/ Terpadu kemudian 3. Fotocopy sertifikat 
Kab/8. VII 1/1972 diteruskan ke Kepala tanah; 
ten tang Pedagang Dinas Kesehatan 4. Fotocopy izin 
Eceran Obat ; Ka bu paten Pati untuk mendirikan 

1, 

di proses banqunan; 



5. Fotocopy izin 
gangguan 

6. Surat keterangan 
dari Kepala Desai 
Lu rah mengenai 
status tanah dan 
bangunan tidak 
dalam sengketa; 

7. Pas foto berwarna 
pemohon, atau 
ketua badan usaha 
bagi pemohon 
bad an hukum 
ukuran 4 x 6 
sebanyak ~. (tiga) 
lembar; 

8. Daftar obat-obatan: 
9. Surat pernyataan 

tidak melayani 
resep dokter:ftidak 
meracik dan 
membungkus obat 
diatas kertas 
bermeterai cukup; 

10.Foto copy ijazah, 
Surat lzin Kerja 
Asisten Apoteker 
dan Surat lzin 
Aisisten Apoteker 
(SIAA); 

11.Surat pernyataan 
Asisten Apotek.er 
selaku penanggung 
jaWc:1b dan sanggup 
bekerja secara 
penuh diatas kertas 
bermeterai cukup; 

12.Surat Keterangan 
sehat dari dokter 
pemerintah untuk 
pemohon dan 
penanggung jawab. 
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Dinas Kesehatan meneliti 
berkas kelengkapan dan 
apabila kurang • pemohon 
diberitahu lewat telepon I 
surat untuk melengkapi, 
apablla berkas telah 
lengkap dijadwal peninjau 
an ke lokas! oleh Tim 
Pemeriksa perizinan 
Dinas Kesehatan Kab Pati 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 
dituangkan dalam berita 
acara pemeriksaaa.n 
maka izin ditetapkan oleh 
Kepala Dinas 

2. Perda Kab.Pati b. 
No. 15 Tahun 2003 
tentang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

3. Perda Kab.Pati No. 
16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

4. Keputusan Bupati 
Pati No.1 Tahun 
2004 ten tang 
Petunjuk Pelaksana 
an Perda Kab.Pati 
No.15 Tahun 2003 
tentang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
dan Peraturan 
Daerah Kabupaten 
Patj Nomor 16 
Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan. 
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8. Praktek Bersama 1. Peraturan Menteri a. Pemohon mengajuk.an 1. Fotocopy Kartu 1 Ceklis 12 ( dua belas) Rp.2.000.000 
Dok.ter Umum, Gigi, Kesehatan No. permohonan tertulis Tanda Penduduk; 2 Serita acara hari kerja. 
Spesialis, Spesialis 920/Menkes/PER/ diatas kert.as bermeterai 2. Fotocopy ak:ta 3 Komputer 1 
Gigi XIV86 Tentang cukup kepada Bupati pendilian bagi bh 

Upaya Pelayanan lewat Kepala Kantor usaha berbentuk 
Kesehatan Swasta Pelayanan Perijinan badan; 
Dibidang Medik; Terpadu kemudian 3. Fotocopy sertifikat 

2. Perda Kab.Pati diteruskan ke Ke pal a tanah; 
No. 15 Tahun Din as Kesehatan 4. SPPL; 
2003 tentang lzin, Ka bu paten Pati untuk 5. Fotocopy izin 
Sertifikat dan di proses gangguan; 
Rekomendasi 6. Fotocopy izin 
bidang Kesehatan b. Dinas Kesehatan meneliti mendirikan 

3. Peraturan Daerah berkas kelengkapan dan bangunan; 
Kabupaten Pati apabila kurang • pemohon 7. Surat keterangan 
Nomor 16 Tahun diberitahu IEMat telepon I dari Kepata Desai 
2003 tentang surat untuk melengkapi, Lu rah mengenai 
Retribusi lzin, apabila berkas telah status tanah dan 
Sertifikat dan lengkap dijadwal bangunan tidak 
Rekomendasi peninjauan ke lokasi oleh dalarn seng!<.eta ; 
bidang Kesehatan Tim Pemeriksa perizinan 8. Surat pernvataan 

4. Keputusa.n Bupati Dinas Kesehatan Kab Pati penggunaan air 
Pati Nomor 1 apabila hasil peninjauan bersih; 
Tahun 2004 telah sesuai yang 9. Surat pernyataan 
tentang Petunjuk dituangkan dalam berita penggunaan 
Pelaksanaan acara pemeriksaaan penerangan; 
Peraturan Dae rah maka izin ditetapkan oleh 10. Daftar ketenagaan ; 
Kabupaten Pati Kepala Dinas 11. Daftar nama dokter 
Nomor 15 Tahun Umum, .. 9191, 
2003 tentang lzin, Spesialis, Spesialis -. Sertifikat dan gigi yang 
Rekomendasi melakukan praktek 
bidang Kesehatan bersama; 
dan Peraturan 12. Surat ljin Praktek 
Daerah Kabupaten dokter Umum, gigi, 
Pati Norn or 16 Spesialis, Spesialis 
Tahun 2003 gigi yang 
tent:ang R,etribusi melakukan praktek 
lzin, Sertifikat dan bersama; 
Rekomendasi 13.Surat pernyataan 
bidang Kesehatan. dokter penanggung I 

jawab diatas kertas 
bermeterai cukup; 
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14-. Surat pernyataan 
dari dokter Urnum, 
gigi, Spesialis, 
Spesialis gigi yang 
melakukan praktek 
bersama diatas 
kertas bermeterai 
cukup: 

15. Fotocopy ijazah I 

SIP ,SIK Perawat , 
ijazah dan SIB 
Bidan apabila 
dibantu tenaga 
perawatlbidan 
disertai pernyataan 
diatas kertas 
bermeterai cukup. 

9. Salon Kecantikan a. Keputusan Kepala a. Pemohon mengajukan 1. Fotocopy Kartu 1 Ceklis 12 ( dua belas) Rp.150.000,- 
Bad an Pengawas permohonan tertulis Tanda Penduduk; "' Berita acara hari kerja. "- 
Obat dan diatas kertas bermeterai 2. Fotocopy aide 3 Komputer 1 
Makanan RI No. cukup kepada Bupati pendirian bagi bh. 
HK.0005.4.1745 lewat Kepala Kantor usaha berbentuk 
tentang Kosmetika Pelayanan Perijinan badan; 

b. Perda Kab.Pati Terpadu kemudian 3. Fotocopy sertifikat 
No. 15 Tahun diteruskan ke Kepala tanah: 
2003 tentang lzin, Din as Kesehatan 4. Fotocopy surat izin 
Sertifikat dan Kabupaten Pati untuk rnendirikan 
Rekomendasi di proses bangunan; 
bidang Kesehatan 5. Fotocopy izin 

c. Perda Kab. Pati gangguan; <; 
No. 16 Tahun 6. SPPL; 
2003 tentang 7. Surat keteranga.n 
Retribusi lzin, dari Kepala Desai 
Sertifikat dan Lu rah mengenai 
Rekomendasi status tan ah da11 
bidang Kesehatan; bangunan tidal< 

dalam sengketa; 
8. Surat pemyataan 

penggunaan air 
bersih; 
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Keputusan Bup_a_ti b.Dinas Kesehatan meneliti ·-9-. -S-ur~pemyataan-r 
Pati No. 1 Tahun berkas kelengkapan dan penggunaan 
2004 tentang apabila kurang , pemohon penerangan; 
Petunjuk diberitahu levvat telepon I 10. Pas foto berwarna 
Pelaksanaan surat untuk melengkapi, pemohon . atau 
Perda Kab.Paf apabila berkas telah k.etua badan usaha I 

Nomor 15 Tahun lengkap dijadwal bagi pemohon 
2003 tentang tztn, peninjauan ke lokasi oleh badan hukum 
Sertifikat dan Tim Pemeriksa perizinan ukuran 4 x 6 
Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab Pati sebanyak 3 (tiga} 
bidang Kesehatan apabila hasil peninjauan lembar; 
dan Perda Kab. tetah sesuai yang 11. Foto copy ijasah I 
Pati No.16 Tahun dituangkan dalam berita sertifikat kursus 
2003 tentang acara pemeriksaaan ahli kecantikan; 
Retribusi lzin, rnaka izin ditetapkan oleh 12. Daftar ketenagaan; 
Sertifikat dan Kepala Dinas 13. Foto copy Surat 
Rekomendasi lzin Praktek dokter 
bidang Kesehatan konsultan (bagi 

yang 
menggunakan 
dokter konsultan); 

14. Surat keterangan 
sehat dari dok.ter 
pernerintah untuk 
sernua tenaga ahli 
kecantkan; 

15. Surat pernyataan 
kesanggupan 
sebagai dokter 
konsultan diatas 
kertas bermeterai 
cukup; 

16. Surat pernyataan 
kesanggupan 
sebagai ahli 
kecantikan diatas 
kertas bermeterai 
cukup. 

d. 
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10. Pusat Kebugaran a. Perda Kab.Pati a. Pemohon mengajukan 1. Fotocopy Kartu 1 Ceklis 12 ( dua belas) Rp.150.000,- 
Jasrnani No. 15 Tahun 2003 perrnohoran tertulis Tanda Penduduk; 2 Serita acara hari kerja. 

ten tang lzin, diatas kertas bermeterai 2. Fotocopy akte 3 Komputer 1 
Sertifikat dan cukup kepada Bupati pendirian bagi Bh. 
Rekomendasi lewat Kepala Kantor pemohon berbentuk 
bidang Kesehatan Pelayanan Perijinan badan ; 

b. Perda Kab.Pati Terpadu kemudian 3. Fotocopy sertifikat 
Nomor 16 Tahun diteruskan ke Kepala tanah; 
2003 tentang Din as Keseha1an 4. Fotocopy izin 
Retribusi lzin, Kabupaten Pati untuk gangguan; 
Sertifikat dan di proses 5. Fotocopy surat izin 
Rekomendasi mendirikan 
bidang Keseha"tan b. Dinas Kesehatan meneliti bangunan; 

c. Keputusan Bupati berkas kelengkapan dan 6. SPPL; 
Pati Nomor 1 Tahun apabila kurang , pemohon 7. Surat pernyataan 
2004 ten tang diberitahu l~oat telepon I penggunaan air 
Petunjuk surat untuk melengkapi, berslh; 
Pelaksanaan Perda apabila berkas telah 8. Surat pernyataan 
Kab. Pati No. 15 lengkap dijadlNal penggunaan 
Tahun 2003 tentang peninjauan ke lokasi oleh penerangan; 
lzin, Sertifikat dan Tim Pemeriksa perizina.n 9. Surat keterangan 
Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab Pati dari Kepala Desai 
bi dang Kesehatan apabila hasil peninjaua.n Lu rah mengenai 
dan Perda Kab. Pati tel ah sesuai yang status tan ah dan 
No.16 Tahun 2003 dituangkan dalam berita bangunan tidak 
tentang Retribusi acara pemeriksaaan dalam sengketa ; 
lzin. Sertifikat dan maka izin ditetapkan oleh 10. Fotocopy ijasah I 
Rekomendasi Kepala Dinas sertifikat kursus; 
bidang Kesehatan 11. Surat keterangan 

penga.laman 
mengelola pus at 

\ kebugaran jasmani 
bagi 
penanggungjawab 
teknis 

12. Surat keterangan 
sehat dari doktsr 
pemerintah; 
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12 ( dua belas) Rp.200.000, 
hari kerja 

Ceklis 
Serita acara 
Komputer 1 
bh. 

9. 

Fotocopy Kartu 1 
Tanda Penduduk. ; 2 
Fotocopy akte 3 
pendirian Badan; 
Fotocopy sertifikat 
tan ah; 
Fotocopy surat lzin 
Mendirikan 
Banqunan; 
Surat keterangan 
dari Kepala 
Desa/l.urah 
mengena1 status I 
tan ah dan 
banqunan tidak 
dalam sengketa. 
Fotocopy lzin 
gangguan; 
Pas foto berwarna 
ukuran 4 x 6 
sebanyak 3 (tiga) 
lembar Ketua 
Badan; 
Surat keterangan 
sehat dari dokter 
pernerintah untuk 
semua tenaga; 
Daftar ketenagaan; 

10. Fotocopy ijasah 
penanggung 
jawab; 

Dinas Kesehatan meneliti 
berkas kelengkapan dan 
apabila kurang , pemohon 
diberitahu l01Nat telepon I 
surat untuk melengkapi, 6. 
apabila berkas tela.h 
lengkap dijadwal peninjau 7. 
an ke lokasi oleh Tim 
Pemeriksa perizinan 
Dinas Kesehatan Kab Pati 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 8. 
dituangkan daJam berita 
acara pernenksaaan 
maka izin ditetapkan oleh 
Kepala Dimas 

Pemohon mengajukan 1. 
permohoran tertulis 
diatas kertas bermeterai 2. 
cuk.up kepada Bupati 
lewat Kepala Kantor 3. 
Pelayanan Perijinan 
Terpadu kemudian 4. 
diteruskan ke Kepala 
Oinas Kesehatm 
Kabupaten Pati untuk 5. 
di proses 

1. Peraturan Menteri a. 
Kesehatan No.142! 
Menl<es I Per I Ill I 
1991 tentang 
Penyalur Alat 
Kesehatan; 

2. Perda Kab.Pati 
No. 15 Tahun 2003 
ten tang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

3. Perda Kab.Pati b. 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

11. Penyalur Alat 
Kesehatan 

-------,.-----·-------------------- --------·-------.....-------------·- ......... -·---------·---·----,...-- 13. Pas foto berwarna 
pemohon atau 
ketua badan bagi 
pemohon badan 
usaha ukuran 4 x 6 
sebanyak 3 {tiga) 
lernbar; 

14. Daftar ketenagaan; 
15. Daftar peralatan 

yang digunak.an. 
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4. Keputusan Bupati 11. Surat keterangan 
Pati Nomor 1 pengalaman 
Tahun 2004 mengelola a lat 
ten tang Petunjuk kesehatan bagi 
Pelaksanaan Perda pen.angg ungjawab; 
Kab.Pati No. ·15 12. Dattar jenis alat 
Tahun 2003 kesehatan. I ten tang tzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
dan Perda Kab.Pati 
No.16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

12.Pemulasaran a. Keputusan Menteri a. Pernohon mengajukan 1. Fotocopy Kartu 1 Ceklis 12 ( dua belas) Rp.250.000,- 
Jenasah Kesehatan No. perrnohonan tertulis Tanda Penduduk; 2 Serita acara hari kerja. 

1189A/Menkes/SK/ diatas kertas bermeterai 2. Fotocopy akte 3 Komputer 1 
IX/'1999 ten tang cukup kepada Bupati pendirian bagi bh. 
Pemulasaran lewat Kepala Kantor usaha berbentuk 
Jenasah; Pelayanan Perijinan Bad an; 

b. Perda Kab.Pati Terpadu kemudian 3. Fotocopy sertifikat 
No. 15 Tahun 2003 diteruskan ke Ke pal a tanah; 

,, ten tang lzin, Dinas Kesehata.n 4. Fotocopy surat lzin 
Sertifikat dan Kabupaten Pati untuk Mendirikan 
Rekomendasi di proses Bangunan: 
bidang Kesehatan 5. Fotocopy surat lzi n 

c. Perda Kab. Pati Gangguan; 
No. 16 Tahun 2003 6. SPPL, dokumen 
ten tang Retribusi UKLlUPL atau 
lzin, Sertifi kat dan AMDAL; 
Rekomendasi 7. Surat pernyataan 
bidang Kesehatan pengguna:an air 

bersih; 
8. Surat pernyataan 

penggunaan 
penerangan; 



7. 

33 

12 ( dua belas) Rp.250.000,~ 
hari kerja. 

Ceklis 
Serita acara 
Komputer 1 
bh 

Fotocopy Kartu 1 
Tanda Penduduk; 2 
Fotocopy Akte 3 
pendirian bagi 
usaha berbentuk 
badan; 
Fotocopy sertifik.at 
tan ah; 
Fotocopy ljin 
gangguan; 
SPPL; 
Fotocopy lzin 
Mendirka.n 
e.angunan; 

Surat keterangan 
dari l<epala Desai 
Lu rah mengenai 
status tanah clan 
bangunan tidak 
dalam sengketa ; 

10. Pas foto berwarna 
ukuran 4 x 6 
sebanyak 3 (tiga) 
lembar; 

11. Daftar k.etenagaan; 
12. Surat keterangan 

sehat dari clokter 
pemerintah untuk 
semua tena.ga; 

13. Foto copy ijasar, 
penanggung jawab; 

14. Surat keterangan/ 
pernyataan 
penqalarnan 
menangani Usaha 
Pemulasaraan 
Jenazah bagi 
penanggungjawab 

15. Daftar jenis alat 
yang 
digunakan. 

a. Pemohon mengajukan 1. 
perrnohonan tertulis 
diatas kertas bermeterai 2. 
cukup kepada Bupati 
lewat Kepala Kantor 
Pelayanan Perijinan 
Terpadu kemudia.n 3. 
diteruskan ke Kepala 
Dinas Kesehata.n 4. 
Kabupaten Pati untuk 
di proses 5. 

6. 

Dinas Kesehatan meneliti 9. 
berkas kelengkapan dan 
apabila kur::Jng • pemohon 
diberttahu lewat telepon I 
surat untuk melengkapi, 
apebila berkas telah 
lengkap dijadwal peninjau 
an ke lokasi oleh Tim 
Pemeriksa penzinan 
Dinas Kesehatan Kab Pati 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 
dituangkan dalarn berita 
acara pemeriksaaan 
rnaka izln ditetapkan oleh 
Kepala Dina.s 

1. Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 104 
ll'Jlenkes/Perfll/ 
1999 tentang 
Rehabilitasi Medik ; 

2. Perda l<ab.Pati 
No. 15 Tahun 2003 
ten tang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

d. Keputusan Bupati b. 
Pati No. 1 Tatum 
2004 tentang 
Petunjuk Pelaksana 
an Perda Kab.Pati 
No. 15 Tahun 2003 
ten tang lzin, 
Sertifikat d~m 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
dan Perda K.ab.Pati 
No.16 Tahun 2003 
ten tang Retribusi 
lzin, Set1ifikat dan 
Rekomendasi 
bidarig Kesehatan 

13.Rehabilitasi Medik 
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Surat keterangan 
dari Kepala Desai 
Lurah mengenai 
status tanah dan 
bangunan tidak 
dalam seng keta ; 
Surat pemyataan 
penggunaan air 
bersih; 
Surat pemyataan 
penggunaan 
penerangan; 
Daftar tarif; 
Pas foto berwarna 
ukuran 4 x 6 
sebanyak 3 (tiga) 
lembar: 

13. Daftar sarana dan 
prasarana; 

14. Struktur organisasi; 
15. Daftar ketenagaan: 
16. Foto copy ljasah, 

Surat Penugasan, 
surat lzin Praktik 
dokter penanggung 
jawab dan dokter 
Pelaksana Harian 
apabila pelaksana 
harian dokter; 

17. Fotocopy ijasah 
dan Surat- 
Registrasi bagi 
semua pelaksana 
harian; 

18. Surat pemyataan 
pelaksana harian 
diatas kertas 
bermeterai cukup; 

19. Surat pemyataan 
dokter pena.nggung 
jawab diatas kertas 
bermeterai cukup. 

Dinas Kesehatan meneliti 8. 
berkas kelengkapan dan 
apabila kurang • pemohon 
diberitahu lewat telepon I 
surat untuk melengkapi, 
apabila berkas telah 
lengkap dijadwal peninjau 9. 
an ke lokasi oleh Tim 
Pemeriksa perizinan 
Dinas Kesehatan Kab Pati 10. 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 
dituangkan dalam berita 11. 
acara pemeriksaaan 12. 
maka izin ditetapkan oleh 
Kepala Dinas 

3. Perda Kab. Pati b. 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

4. Keputusan Bupati 
Pati Nomor 1 
Tahun 2004 
tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Perda 
Kab.Pati No.15 
Tahun 2003 
ten tang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang K.esehatan 
dan Perda Kab.Pati 
No.16 Tahun 2003 ·. 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan . 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 



Dok.ter umum 
Rp. 150. 000,- setiap 
lok.asi 
Dokter spesialis 
Rp.400.000,-setiap 
lokasi 
Sebelum masa bakti 
Rp.25.0C.'O,- 

6 ( enam ) hari 
kerja. 

Ceklis 
Berita acara 
Komputer 1 
bh 

1. Fotocopy Kartu 1 
Tanda Penduduk; 2 

2. Fotocopy ijazah; 3 
3. Fotocopy Surat 

Penugasan dan 
Registrasi; 

4. Surat rekomendasi 
dari organisasi 
profesi (IOI I 
PDGO; 

5. Surat keterangan 
sehat dari dokter 
pemerintah; 

6. Surat rekomendasi 
dari atasan 
langsung bagi 
yang berstatus 
PNS apabila 
melakukan praktek 
clisarana swsata; 

7. Pas photo 
berwarna ukuran 
4 x 6 sebanyak 3 
(tiga) lernbar dan 
ditambah 2 (dua) 
lembar untuk 
setiap tempat 
praktek; 

8. Khusus untuk 
Pegawai Tldak 
Tetap (PTT) 
disertai Surat 
Keputusan masa 
bakti atau surat 
bukti telah selesai 
menjalankan masa 
bakti; 

9. Fotocopy Surat 
izin Praktek lama 
(apabila 
perpanjangan ); 
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Dinas Kesehatan meneliti 
berkas kelengkapan dan 
apabila kurang • pemohon 
diberitahu lewat telepon I 
surat untuk melengkapi, 
apabila berkas telah 
lengkap dijadwal peninjau 
an ke Jokasi oleh Tim 
Pemeriksa perizinan 
Dinas Kesehatan Kab Pati 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 
dituangkan dalam berita 
acara pemerik.saaan 
maka izin ditetapkan oleh 
Kepala Dinas 

a. Pemohon mengajukan 
permohonan tertulis 
diatas kertas bermeterai 
cukup kepada DKK le'v'lat 
Kepala Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu 
kemudian diteruskan ke 
Kepala Dinas Keseha1an 
Kabupaten Pati untuk 
di proses 

c. 

b. 

a. Permenkes No. 
916/Menkes/Per/ 
Vlll/1997 tent.ang 
lzin Praktik bagi 
Tenaga Medis; 
Perda Kab.Pati 
No. 15 Tahun 2003 
tentang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
Perda Kab.Pati b. 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

d. Keputusan Bupati 
Pati Nomor 1 
Tahun 2004 
tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Perda 
Kab. Pati N0010r 15 
Tahun 2003 
tentang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
dan Perda Kab.Pati 
Nomor 16 Tahun 
2003 tent.ang 
Retribusi lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

14.Praktek Perorangan 
Dokter Umum, Gigi, 
Spesialis, Spesialis 
Gigi 
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15.Praktek 1. Kepmenkes a. Pemohon mengajukan 1. Fotocopy Kartu 1 Ceklis 6 ( enam ) hari Rp.100.000,- 
Keperawatan No.1239/Menkes/ permohonan tertulis Tanda Penduduk; " Serita acara keqa. ' SKJXV 2001 tentang diatas kertas bermeterai 2. Fotocopy ijazah; 3 Komputer 1 

Registrasi dan cukup kepada Bupatilewat 3. Fotocopy Surat bh 
Praktik Perawat Kepala Kantor Pelayana.n lzin Perawat, 

2. Perda Kab.Pati No. Perijinan Terpadu Registrasi dan izin 
15 Tahun 2003 kemudian diterusk.an ke kerja; 
tentang lzin, Kepala Dinas Kesehatan 4. Surat rekomendasi 
Sertifikat dan Kabupaten Pati untuk dari PPNI; 
Rekomendasi di proses 5. Surat keterangan 
bidang Kesehatan sehat dari dokter 

3. Perda Kab.Pati b. Dinas Kesehatan meneliti pemerintah; 
No. 16 Tahun 2003 berkas kelengkapan dan 6. Fotocopy Surat 
tentang Retribusi apabila kurang • pernohon lzin Praktek lama 
lzin, Sertifikat dan diberitahu le\'Vat telepon I (apabila 
Rekomendasi surat untuk melengkapi, perpanjangan ); 
bidang Kesehatan apabila berkas telah ... Pas photo I. 

4. Keputusan Bupati lengkap dijadwal berwama ukuran 
Pati Nomor 1 Tahun peninjauan ke lokasi oleh 4 x 6 sebanyak 3 
2004 tentang Tim Pemeriksa perizinan (tiga) lembar; 
Petunjuk Pelaksana Dinas Kesehatan Kab Pati 8. Surat keterangan 
an Perda Kab.Pati apabila hasil peninjauan pengalaman kerja 
No.15 Tahun 2003 telah sesuai yang minimal 3 (tiga) 
tentang lzin, dituangkan dalam berita tahun bagi 
Sertifikat dan acara pemeriksaaan pemohon Ahli 
Rekomendasi maka sertifikat izin Mad ya 
bidang Kesehatan ditetapkan oleh Ke pal a Keperawalan. 
dan Perda Kab.Pati Din as 
No. 16 Tahun 2003 
ten tang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

16. PraktekBidan a. Keputusan Menteri a. Pemohon mengajukan 1. Fotocopy Kartu 1 Ceklis 6 ( enam ) hari Rp.150.000,- 
Kesehatan No.900/ permohonan tertulis Tanda Penduduk; 2 Berita acara kerja. 
Menkes/SK I XI J 2002 diatas kertas bermeterai 2. Fotocopy ijazah; 3 Komputer 1 
tentang Registrasi dan cukup kepada Bupati 3. Fotocopy Surat lzin bh 
Praktik Bidan lewat Kepala Kantor Bidan; 

Pelayanan Perijina.n 4. Surat rekomendasi 
Terpadu kemudian dari 181; 
diteruskan ke Kepala DKK 
Pati untuk diereses 
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Dinas Kesehatan meneliti 
berkas kelengkapan dan 
apabila kurang , pemohon 
diberitahu lewat telepon I 
surat untuk melengkapi, 
apabila berkas telah 
lengkap dijadwal peninjau 
an ke lokasi oleh Tim 
Pemeriksa perizinan 
Dinas Kesehatan Kab Pati 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 8. 
dituangkan dalam berita 
acara pemeriksaaan 
maka izin ditetapkan oleh 
Kepala Dina.s 

5. Surat keterangan 
sehat dari dokter 
pemerintah; 

6. Fotocopy Surat izin 
Prak.tek lama 
(apabila 
perpanjangan) 

7. Pas photo 
berwarna ukuran 
4 x 6 seba.nyak 3 
(tiga) lbr; 
Surat persetujuan 
atasan langsung 
bagi Pegawai 
Negeri, atau 
Pegawai pada 
saranan 
Kesehatan. 

2. 

b.Perda Kab. Pati b. 
No. 15 Tahun 2003 
tentang lzin, Sertifikat 
dan Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

c. Perda Kab. Pati 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi bidang 
Kesehatan 

d.Keputusan Bupati Pati 
Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Perda 
Kab.Pati No.15 Tahun 
2003 tentang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi bidang 
Kesehatan dan Perda 
Kab.Pati No.16 Tahun 
2003 tentang tentang 
Retribusi lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi bidang 
Kesehatan 

Sesuai Keputusan a Pemohon mengajuka.n 1. Fotoc.opy Kartu 1 Ceklis 6 ( enam ) hari Rp. 20.000,- 
Menteri Kesehatan permohonan tertulis Tanda Penduduk; .... Serita acara kerja. "- 
RI mengenai jenis diatas kertas bermeterai ..., Fotoc:opy ijazah; 3 Komputer 1 

I 
..... 

tenaga kesehatan cukup kepada DKK lewat 3. Fotoc:opy surat bh 
yang diatur izin Kepala Kantor Pelayanan registrasi tenaga 

I kerjanya Perijinan Terpadu kesehatan; 
Parda Kab.Pati kemudian diteruskan ke 4. Surat rekomendasi 
No. 15 Tahun 2003 Kepala Dinas Keseha1an dari organisasi 
tentang lzin, Kabupaten Pati untuk profesi; 
Sertifikat dan di proses. 5. Surat keterangan 
Rekomendasi sehat dari dokter 
bidang Kesehatan pemerintah; 

6. Surat keterangan 
dari Pimpinan unit 
kerja; 

17.Surat lzin Kerja 1. 



7. Foto copy Surat 
lzin Kerja lama 
(apabila 
perpanjangan); 

8. Pas photo 
berwarna ukuran 
4 x 6 sebanyak 3 
(tiga} lembar. 

b. Dinas Kesehatan meneliti 
berkas kelengkapan dan 
apabila kurang • pemohon 
diberitahu levvat telepon I 
surat untuk melengkapi, 
apabila berkas telah 
lengkap dijad\val peninjau 
an ke lokasi oleh Tim 
Perneriksa perizinan 
Dinas Kesehatan Kab Pati 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 
dituangkan dalam berita 
acara pemerik.saaan 
maka izin ditetapkan oleh 
Kepala Dinas 

3. Perda Kab. Pati 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin. Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan, 

4. Keputusan Bupati 
Pati Nomor 1 Tahun 
2004 tentang 
Petunjuk Pelaksana 
an Perda Kab.Pati 
No. 15 Tahun 2003 
tentang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan ...a-- 0-...J~ V-,h ,..._..., 



12 ( dua befas) Rp.100.000, 
hari. 

Ceklis 
Berita acara 
Komputer 1 
bh 
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1. Fotocopy Kartu 1 
Tanda Penduduk; 2 

2. Fotocopy izin 3 
usaha HoteV 
RestoranJRumah 
Makan/Kolam 
renang; 
Fotocopy sertifikat 
tan ah; 

4. SPPL atau foto 
copy Dokumen 
UKUUPL atau 
AM DAL; 
Surat pernyataan 
penggunaan air 
bersih; 
Fotocopy ijazah/ 
sertipikat kursus 
yang dimiliki; 
Daftar isian/surat 
keterangan yang 
menyatakan jenis 
usaha; 
Fotocopy Sertifikat 
lama (apabila 
perpanjangan ); 

9. Pas foto berwarna 
ukuran 4x 6 
sebanyak 3 (tiga) 
I em bar. 

Pas foto berwama 
ukuran 4 x 6 
sebanyak 3 (tiga) 
lernbar, 

a. Pemohon mengajukan 
perrnohonan tertulis 
diatas kertas bermeterai 
cuku p kepada DKK le'Wat 
Kepala Kantor Pelayana.n 
Perijinan Terpadu 
kemudian diteruskan ke 
Kepala Dinas Kesehatan 3. 
Kabupaten Pati untuk 
di proses 
Dinas Kesehatan meneliti 
berkas kelengkapan dan 
apabila kurang , pemohon 
diberitahu le-,.wt telepon I 5. 
surat untuk melengkapi, 
apabila berkas tela.h 
lengkap dijamval peninjau 6. 
an ke lokasi oleh Tim 
Pemeriksa perizinan 
Dinas Kesehatan Kab Pati 7. 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 
dituangkan dalam berita 
acara pemeriksaaa.n 8. 
maka sertifikat izi n laik 
sehat ditetapkan oleh 
Kepala Dinas. 

Dinas Kesehatan Kab Pati 8. 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 
dituangkan dalam berita 
acara pemeriksaaan 
maka sertifikat izin 
ditetapkan oleh Kepafa 
Dinas 

1. Peraturan Menteri 
Kesehatan yang 
sesuai dengan 
peruntukannya 
(Hotel/Restoranl 
Ru mah Makan/ 
Kolam Renang ) 

2. Parda Kab.Pati 
No. 15 Tahun 2003 
ten tang lzin, 
Sertifikat dan b. 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

3. Perda Kab.Pati 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatzin 

c. Perda Kab. Pati 
No. 15 Tahun 2003 
ten tang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
Perda Kab. Pati 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 

19 . .Sertifikat Laik Sehat 
HoteVRestoran 
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20.Sertifikat Laik Sehat 1. Peraturan a. Pemohon mengajuka.n 1. Proposal pendirian 1 Ceklis 12 ( dua belas) Rp. 75.000,- 
Bidang Kesehatan Perundang- perrnohonan tertulis usaha bidang 2 Serita acara hari, 
Lainnya undar,gan ~-ang diatas kertas bermeterai kesehatan yang 3 Komputer 1 

berlaku cukup kepada DKK lewat cliajukan; bh 
(Al: Depot Air 2. Perda Kab.Pati Kepala Kantor Pelayanan ., Fotocopy skte .... 
Minum lsi Ulang) No. 15 Tahun 2003 Perijinan Terpadu pendirlan bagi 

tentang lzin, kemudian diteruska.n ke usaha yang 
Sertifikat dan Kepala Dinas Kesehata.n berbentuk badan; 
Rekomendasi Kabupaten Pati untuk 3. Fotocopy sertifikat 
bidang Kesehatan di proses tanah ; 

3. Perda Kab. Pati 4. lzin gangguan; 
No. 16 Tahun 2003 b. Dinas Kesehatan meneliti 5. Fotocopy lzin 

.. 

tentang Retribusi berkas kelengkapan dan mendilikan 
lzin, Sertifikat dan apabila kurang , pemohon bangunan; 
Rekornendasi diberitahu lev-at telepon I 6. Fotocopy NPVVP; 
bidang Keseha.tan surat untuk melengkapi, 7. SPPL, dokumen 

apabila berkas telah UKUUPL atau 
lengkap dijadwal peninjau AM DAL; 
an ke lokasi oleh Tim 8. Surat keterangan 
Pemeriksa perizinan dari Kepala Desai 
Dinas Kesehatan Kab Pati Lurah mengenai 
apabila has ii peninjauan status tan ah/ 
tela.h sesuai yang bangunan tidalc 
dituangkan dalam berita dalarn senqketa, 
acara pemeriksaaan 

I 
rnaka izin laik sehat 
ditetapkan oleh Ke pal a 
Dinas 

21. Rekomendasi 1. Permenlces No. a. Pernohon mengajukan 1. Proposal pengajuan 1 Cel<lis 20 ( dua puluh Rp.500.000,- 
Pendirian Rumah 920/Menkes/PERI permohoran tertulis pendirian Rumah 2 Serita acara han ) kerja. 
Sakit Kh usus XII/ 86 Tentar1g diatas kertas bermeterai Sakit Khusus; 3 Komputer 1 

Upaya Pelayanan cukup kepada Bupati .., FlJtO Copy lzin bh "-• 
Kesehatan Swasta leVtat Kapa la Kantor Lokasi; 
Dibidang Medik; Pelayanan Terpacu 3. Dokumen UKUUPL 

2. Perda Kab.Pati Terpadu kemudian atau Amdal; 
No. 15 Tahun 2003 diteruskan ke Kepala 4. Fotocopy lzln 
ten tang lzin, Dinas Kesehata.n Mendirikan 
Sertifikat dan Ka bu paten Pati untuk Bangunan; 
Rekomendasi di proses; 5. Fotocopy sertifikat 
bidang Kesehatan; I tanah; / 

6. Fotocopy lzin 
Qa.noauan; 
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12 ( dua belas) Rp.500.000, 
hari kerja. 

1 Ceklis 
2 Berita acara 
3 Komputer 1 

bh 
lzin 

Proposal pengajuan 
pendirian institusi 
pendidikan bidang 
kesehatan: 
Fotocopy 
l.okasi: 

3. SPPL atau 
dokumen UKUUPL; 

4. Surat pernyataan 
penggunaan air 
bersih: 

5. Surat pernyataan 
penggunaan 
penerangan; 

·--·~---------------------------- 7. Surat keterangan 
dari K.epa!a Desai 
urah mengenai 
status tan ah/ 
bangunan tidak 
dalam sen:~keta; 

8. lzin penggunaan lift 
apabila bangunan 
bertingkat; 

9. Rel<.omendasi 
penggunaan 
pemadam 
kebakaran; 

10. Surat pernyataan 
penggunaan air 
bersih dan bersedia 
dHakukan 
pemen ksaan 
kuajtas air setiap 6 
(enam) bulan sekaf 
diatas kertas 
bermeterai cukup; 

11. Surat pemyataan 
penggunaan 
penerangan diatas 
kertas bermeterai 
CUl(Up. 

Pemohon mengajukan 1. 
permohonan tertulis 
diatas kertas benneterai 
cukup kepada Bupati 
lewat Kepala Kantor 2. 
Pelayanan Perijinan 
Terpadu kemudlan 
diteruskan ke Kepala 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pati untuk 
di proses 

b. Dinas Kesehatan meneliti 
berkas kelengl<:a.pan dan 
apabila kurang , pemohon 
diberitahu IEM,at telepon I 
surat untuk melenqkapi, 
apabila berkas telah 
lengkap dijadwal peninjau 
an ke lokasl oleh Tim 
Pemeriksa perizinan 
Dinas Kesehatan Kab Pati 
apabila hasil peniniauan 
telah sesuai yang 
dituangkan dalam berita 
acara pemedksaaan 
Kepala Dinas, menerus 
kan kpd Bupati u1k 
diterbitkan Keputusan. 

1. Keputusan Menteri a. 
Kesehatan dan 
Kesejahteraan 
Sosial No.431 
Menkes-Kesos/SKJI/ 
2001 tentang 
Penyelenggaraan 
Pendidikan Diploma 
bidang Kesehatan; 

2. Perda Kab. Pati 
No. 15 Tahun 2003 
tentang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidanq Kesehata.n; 

3. Parda Kab.Pati 
No. 16 Tahun 2003 
tentang Retnbusi 
lzin, Sertifikat dan 
Rekornendasi 
bidang Kesehatan 

22. Rekomendasi 
Pendirian lnstitusi 
Pendidikan Bidang 
Kesehatan 
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b. Dinas Kesehatan meneliti 6. Fotocopy lzin 
berkas kelengkapan dan Mendirikan 
apablla kurang , pemohon Bangunan; 
diberitahu tewat telepon I 7. Fotocopy !zit, 
surat untuk melengkapi, gangguan; 
apablla berkas telah 8. Surat Keterangan 
lengkap dijad.val dari Kepala Desai 
peninjauan ke lokasi oleh Lu rah mengenai 
Tim Perneriksa perizinan status tan ah/ 
Dinas Kesehatan Kab Pati bangunan tidak 
apabila hasil peninjauan dalam sengketa; 
tel ah sesuai yang 9. Rekomendasi 
dituangkan dalam berita penggunaan 
acara pemeriksaaan, pemadam 
kemudian ka.DKK kebakaran. 
meneruskan ke Bupati u1k 
ditsrbitkan Keputusan. 

23. Rekomendasi 1. Peraturan a. Pemohon mengajukan 1. Proposal pendirian 1 Ceklis 12 ( dua belas) Rp.200.000,- 
Bidang Kesehatan Perundang- permohonan tertulis usaha bidang 2 Berita acara hari kerja. 
Lainnya undangan yang diatas kertas bermeterai kesehatan yang 3 Komputer 1 
(Al: Rekomendasi berlal<u cukup kepada DKK lewat diajukan; bh 
lzin Rokok) 2. Perda Kab.Pati Kepala Kantor Pelayanan 2. Fotocopy akte 

No. 15 Tahun 2003 Perijinan Terpadu pendirian bagi 
ten tang lzin, kemudian diteruskan ke usaha yang 

I Sertifik.at dan Kepala Dinas Kesehatan berbentuk bacan; 
Rekomendasi K.abupaten Pati untuk 3. Fotocopy sertifikat 
bidang Kesehatan di proses tanah ; 

3. Perda Kab. Pati 4. lzin gangguan; 
No. 16 Tahun 2003 5. Fotocopy lzin 
tentamg Retribusi rnendirikan 
lzin, Sertifi kat dan bangunan; 
Rekonnendasi 6. Fotocopy NPVvP; 
bidang Kesehatan 

.,. SPPL, dokumen I. 

UKUUPL atau 
AM DAL; 

8. Surat keterangan 
dari Kepala Desai 
Lurah mengenai 
status tanah/ 
bangunan tidak 
dalam sengketa. 



b. Dlnas Kesehatan meneliti 
berkas kelengkapan dan 
apabila kurang . pemohon 
diberitahu tewat telepon I 
surat untuk melengkapi, 
apabiia berkas telah 
lengkap dijacw.at 
peninjauan ke lokasi oleh 
Tim Pemeriksa perizlnan 
Dinas Kesehatan Kab Pati 
apabila hasil peninjauan 
telah sesuai yang 
dituangkan dalam beri1:a 
acara perneriksaaan 
rnaka Rekornendasi 
ditetapkan oleh Kepa.la 
Dinas 

4. Keputusan Bupati 
Pati Nomor 1 
Tahun 2004 
tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Perda 
Kab.Paf No. 15 
Tahun 2003 
ten tang lzin, 
Sertifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Kesehatan 
dan Peratumn 
Daerah Kabupaten 
Pati Nomor 16 
Tahun 2003 
tentang Retribusi 
lzin, Sartifikat dan 
Rekomendasi 
bidang Ke.sehatan 

24.Wajib Daftar 1. Kepmenkes dan a. Pemohon rnengajlkan 1. Fotocopy Kartu 1 Ceklis 6 ( enam ) hari Rp.1 CO.COO,- 
Pengobatan Kesejahteraan permohonan tertulis diatas Tanda Penduduk; 2 Berita acara kerja. 
Tradisional Sosiaf RI No.1076 I kertas bermeterai cukl..f) 2. Fotocopy ija.::ah I 3 Komputer 1 

MenkeslSK I VII I kepada DKK lewat Kepala sertifikat kursus: bh 
2003 ten tang Kantor Pela)'8nan Perijinan 3. Daftar isian I surat Terpadu kemudian 
Penyelenggaraan diteruskan ke Kepala Dinas keterangan yang 
Pengobatan KP-....seha'lan Kabupaten Pati rnenyatakan 
Tradisional. untuk di(l"oses, keahlian Pengobat 

2. Perda Kab. Pati b. Dinas Kesehalan meneliti an Tradisicnal; 
No. 15 Tahun 2003 berkas kelengkapan clan ,t Foto copy SIPT 
ten tang !Zin, apabila kLrang I pemohon a tau STPT lama 
Sertifikat dan diberitahu lewat telepon I (apabila 
Rekornendasi Sll'at un1Uk melengka~i, perpanjangan 
bidang Kesehatan ape.bila berk:as tEtlah lengcap 5. Pas photo di jadwal pe,i njauan ke lokasi 3. Perda Kab. Pati oleh Tim Pemeriksa berwarna ukuran 
No. 16 Tahun 2003 penzman Dinas KeSf.ihatan 4 :x 6 sebanyak 3 
ten tang Retribusi Ka.b Pati apabila hasil (tiga) !embar; 
lzin, Sertifi kat dan peninjauan telah sesuel yarig 6. Surat keterangan 
Rekomendasi dtuangkan dalam beri1a dari Kepala Desa I 
bidang Kesehatan acara pemeriksaaan maka Lursh mengenai 

sertitikat izin clitetapkan oleh ternpat 
Kepala Dinas. pengobatan 

tradisional. 

43 
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~.SIUP Perda Kab. Pati a. Pendaftaran. SIUP Baru a. formulir SIUP. 7 (tujuh) hari Leges Rp. 5.000,~ 
lustrian No.9 Th.2003 b.Penelitian dokumen. PT. b. blanko SIUP. kerja. 

~entang lzin Usaha c. Pengecekan lokasi (bila 1. copy Akta Pendirian. c.meja. 
gangan. Perdagangan. diperlukan) 2. copy pengesahan PT. d. kursi kerja. 

d.Pencatatan Regester. 3. copy KTP Direktur. e.Komputer. 
e.Pengetikan SIUP. 4. copy NPWP. f. ATK. 
f. Penandatanganan SIUP. 5. copy ijin gangguan g.loket 

(apabila dipersyaratkan h. kursi tunggu. 
HO) i. ruang tunggu. 

6. Neraca awal perusahaan. j. kendaraan Dinas 
CV /Fa. roda 2 
1. copy akta pendirian yang 

telah didaftarkan pada 
pengadilan negeri. 

2. copy KTP Oirektur. 
3. copy NPWP. 
4. copy ijin gangguan 

(apabila dipersyaratkan 
HO). 

5. Neraca awal perusahaan 
Koperasi 
1. copy akta pendirian 

koperasi yang telah 
disyahkan dari lnstansi 
berwenanq. 

2. copy KTP ketua/ 
penanggung jawab. 

3. copy NPWP. 
4. copy ijin gangguan 

(apabila dipersyaratkan 
HO). 

5. neraca awal koperasi. 
Perorangan 
1. copy KTP pemilik. 
2. copy NPWP (apabila ada) 
3.copy ijin gangguan 

(apabila dipersyaratkan 
HO) 

4. Surat Pengantar dari desa 
diketahui k.ecamalan 
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Perorangan 
1. copy KTP pemilik 
2. copy NPWP (bila ada). 
3. copy ijin gangguan 

·. (apabila dipersyaratkan 
HO). 

4. surat keterangan 
kehilangan dari 
Kepolisian (SIUP hilang) 
atau SIUP asti (untuk 
perubahan/penggantian). 

~.TOG Perda Kab.Pati No.1( a.Pendaftaran. 1. copy SIUP. a. formulir TDG. 1 (satu) bulan. Leges Rp. 5.000,-. 
lfh.2003 tentang b.Penelitian dokumen. 2.copyTDP. b. blanko TOG. 
Pergudangan c. Pengecekan lokasi 3. copy KTP pemilik I c. meja. 

d.Pencatatan Regester. penanggung jawab. d. ku rsi kerja. 
e.Pengetikan TOG. 4. copy NPWP. e. komputer. 
f. Penandatanganan TOG. 5. copy ijin gangguan. f. ATK 

6. perjanjian sewa (gudang g. loket 
pihak lain). h. kursi tunggu. 

7. peta t denah gudang. i. ruang tunggu. 
j. kendaraan Dinas 

roda 2 

3. Wajib Daftar - UU No.3 Th.1982 - mengisi formulir pendaftaran PT. - form. 7 (tujuh) hari, PT Rp. 100.000,- 
Perusahaan. tentang Wajib dengan melampirkan sernua 1. asli dan copy pendirian Pendaftaran. Kop. Rp. 5.000,- 

Daftar Perusahaan persyaratan. perseroan. - buku agenda. CV. Rp. 25.000,- 
- untuk berkas lengkap langsung d 2. asli dan copy data akte - bukuinduk Fa. Rp. 25.000,- 

- KepMen agenda (petugas paraf di lembar pendirian yang telah perusahaan. PO. Rp. 10.000,- 
Perdagangan No. kerja). diketahui Oep. - agenda biaya BPL Rp. 100.000,- 
73/Kp/lV93 tentang - dimasukkan dalam buku induk Kehakiman administrasi. BUMN/D Rp. 50.000,- 
Ketentuan Tarif dar perusahaan (petugas paraf di 3. asli dan copy keputusan - mesin ketik Perush asing 
Pengelola an Biaya LK). pengesahan seba.gai manual. Rp.250.000,- 
Administrasi Wajib - biaya dicatat dalam agenda BAP Sadan Hukum. - komputer. Cabang, pembantu, 
Daftar Perusahaan (petugas paraf di LK). 4. fc. KTP I paspor Direktur - serifikat TOP perwakilan sesuai 

- Aplikasi di Komputer. Utama atau penanggung (sesuai bentuk bentuk perusa.haan 
- konsep jadi diteli1i oleh Kasi. jawab. perusahaan). 
- dicetak dalam sertifikat TDP. 5. fc. ijin usaha atau surat SalinanTDP 
- paraf Kasi. keterangan yg dipersama Rp. 5.000,- 
- paraf Kasubdin. kan clengan itu yg Petikan TOP 
- tanda tangan Kaelin. diterbitkan oleh Instansi Rp. 2.000,- 
- stempel. yg berwenang. 

6.fc. NPWP. 
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Perorangan {PO). 
1. fc. KTP. 
2. ijin teknis. 

Flrma (Fa). 
1. fc. akte pendirian. 
2. fc. KTP direktur I pesero. 
3. fc. ijin usaha atau surat 

keterangan yang 
dipersamakan dengan itu 
yang d iterbitkan oleh 
instansi yang bervvenang. 

4. fc. NP\NP. 
5. fc. neraca. 

CV. 
1. fc. akte pendirian yang 

disahkan. 
2. fc. KTP direktur I pesero. 
3. fc. ijin teknis. 
4. fc. neraca. 
5. fc. ijin usaha atau surat 

keterangan yang 
dipersamakan dengan itu 
yang diterbitkan oleh 
instansi yang bervvenang. 

6. fc. NP\NP. 

7. fc. neraca. 
Koperasi. 
1. fc. akte pendirian. 
2. fc. kartu pengurus. 
3. fc. surat pengesahan 

sebagai Sadan Hukum 
dan pejabat yang 
berwenang. 

4. fc. ijin usaha atau surat 
keterangan yang 
dipersamakan dengan itu 
yang diterbitkan oleh 
lnstansi yang berwenang. 

5.fc. NPWP. 
6. fc. neraca. 
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Kantor Agen, Anak 
Perusahaan 
Sesuai bentuk kantor 
perusahaan ditambah : 
Surat Kuasa yang sah dari 
perusahaan apabila 
pengurusan pendaftaran 
dilakukan oleh Kuasa. 

Kantor 
cabang,Pem bantu, 
Perwakilan 
1. fc. akte pendirian. 
2. fc. KTP penanggung jwb. 
3. fc. ijin usaha atau surat 

keterangan yang 
diperssmakan dengan itu 
yang diterbitkan oleh 
instansi yang berwenang. 

Perusahaan L.ain (BPL). 
1. fc. akte pendirian. 
2. fc. KTP 

direktur/peng urus. 
3. fc. ijin usaha atau surat 

keterangan yang 
dipersamakan dengan itu 
yang diterbitkan oleh 
instansi yang berwenang. 

4. fc. NPINP. 

3.fc. NPWP. 
4. fc. ijin usaha at..au surat 

keterangan yang 
dlpersamakan dengan itu 
yang d iterbitkan oleh 
instansi yang berwenang. 
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Untuk (;!erpanjangan, 
persyaratan seperti tersebut 
diatas menurut bentuk 
usahanya ditambah dengan 
Tanda Daftar Perusahaan 
(TOP) asli. 

,Tenaga ~- Pendaftaran - Kepmen No. 05/ a. Pencaker datang sendiri a. foto copy ijazah (SD s/d ATK. 15 menit' Tidak ada biaya legalisir 
dan Pencari Kerja MEN/1989 membawa berkas sesuai terakhir) 1 lembar AK.I, AK.II, AK.Ill, orang per lembar dengan 
migrasi. (AKI) dengan persyaratan yang b. foto copy KTP 1 lembar AK.IV, AK.VI, biaya lege.s Rp.1000,· 

ditentukan. c. pas photo 3x4 2 lembar AK.VIA 
b. Proses vta1.vancara (pencaker hitam putih buku register. 

diwawancarai oleh petugas). d. foto copy sertifikat telepon. 
c. Petugas memberikan ketrampilan 1 lembar komputer dan 

pengarahan kepada pencaker. (apabila ada) laptop. 
d. Petugas membuatkan AK.I. e. pengalaman kerja 1 seragam pengantu 
e. Petugas memberikan AK I lembar (bila ada) kerja. 

kepada Pencaker. 

~. Antar Kerja Lokal - Kepmen No.203/ a. Calon Tenaga Kerja-AKL a. Pencari kerja ATK 1 (satu) hari. Tidak ada. 
(AKL) Sektor MEN/1999 datang ke Disnakertrans sesua b. Lowongan pekerjaan 4 unit sepeda 
Swasta dengan lowongan yang ada. c. lnformasi pasar kerja motor 

b. Disnakertrans menawarkan d. Mel<.anisme antar kerja Blanko Kunjungan 
lowongan ke pengguna Tenaga e. Kelembagaan Bukti-bukti 
Kerja AKL baik melalui telepon, penempatan tenaga kunjungan 
surat, fax, dan lainnya kerja AKV 

c. Disnakertrans memberikan f. Petugas pengantar Telepon 
penyuluhan kepada calon kerja Komputer 
Tenaga Kerja AKL. 

d. Disnakertrans mengadakan 
seleksi data Penc.aker yang 
dilaksanakan oleh petugas 
pengantar kerja untuk 
memenuhi lowongan kerja 
sesuai permintaan tenaga kerja 
yang dibutuhkan oleh 
pengguna. 

e. Selanjutnya data Pencaker 
disampaikan kepengguna 
untuk diadakan seleksi oleh 
pengguna dan hasilnya 
dilaporkan ke Disnakertrans. 
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3. Antu Kerja Lokal • Kepmenaker a. Penyuluhan dan .Bimbingan a. Adanya informasi ATK 14 (empat Tidak ada. 
Sektor lnstansi 629/MEN/1990 kepada Pencaker mengenai lo'NOngan CPNS I PNS Blanko-blanko belas) hari. 
Pemerintah . Keputusan persyaratan calon pelamar b. Pengadaan CPNS I 

Bersama CPNS/PNS. PNS 
Menakerdan b. Penyediaan data calon pelamai c. Sistem Antar Ke~a 
Kepala BAKN CPNSJPNS. d. Pelaksana lnstansi 
No. Kep 135 I MEN C. Perrnintaan data. terkait 
1989 dan d. Pengumuman. 
No.17 JKEPl89 tgl e. Pemenuhan 'lindak lanjut di 
17-3-1989 pelaporan. 

4. Antu Kerja Antar Kepmen No.203/ a. Galon Tenaga Kerja - AKAD a.AKI ATK 1 (satu) hari. Tidak ada. 
Daerah (AKA.D) MEN/1999 datang ke Disnakertrans sesuai b. RPTKAD meliputi : BlankoAKAD 

dengan lowongan yang ada. 1. Ternpat tujuan Telepon 
b. Oisnakertrans menawarkan 2. Perjanjian Ke~a Sepeda motor 

!ovrongan dari pengguna Tenaga c. Foto copy KTP 
Kerja-AKAD baik melalui 
pengumuman dan AK.IV. 

c. Disnakertrans mernberikan 
penyuluhan kepada caJon 
Tenaga Kerja-AKAD. 

d. Disnakertrans mengadakan 
seleksi perekrutan bersama- 
sama pengguna Tenaga Kerja- 
AKAD sesusi dengan kriteria 
yang diinginkan. 

e. Penandatanganan perjanjian 
kerja. 

f. Orientasi pra pemberangkatan 
terhadap calon Tenaga Kerja- 
AKAD. 

5. Antar Kerja An1ar Kepmenaker a. Cal on TKI datang ke a.AKI ATK 1 (satu) hart. Tidakada 
Negara (AKAN) No.204/fv!EN/1999 Oisnakertrans/Cabang PPTKISI b. foto copy KTP Blanko AKAN {Disnakertrans Pati) 

Kepmenaker No. di daerah, membawa persyaratan c. foto copy Kartu Keluarga Telepon biaya pendaftaran s/d 
104A/MENJ2002, yang telah ditentukan. (KK) Komputer proses pemberangkatan 
UU No. 39 Tahun b. Disnakertr,ms/Cabang PJTKI d. surat keterangan dari 2 unit sepeda ditentukan oleh 
2004 menawarkan lowongan yang ads Kepala Desa motor Disnakertrans Propinsi 

sesuai dengan Job Order dari e.surat ijin dart suami/istri Laptop+ LCD melalui BP2TKI. 
BP2TKI Propinsi f. surat ijin orang tua 

c. Cabang PJTKI mengadakan g. kartu identitas TKI Luar 
perekrutan bersama Negeri (KTKLN) 
Disnakertrans. h. surat keteranaan jalan 
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d.Setelah CTKI sudah dinyatakan i. daftar nominatif jalan 
Fit (lulus) dibuaU<:an paspor dan CTKI 
minta rekomendasi dan surat [, lulus tes kesehatan 
jalan dari Disnakertrans. {medical test) 

e. CTKI menunggu co ling visa. k. lulus ujian ketrampilan 
f. Disnakertrans memberikan kerja (sesuai job order) 

Penyuluhan (PAP) kepada CTKI. I. paspor 
g. Penandatanganan perjanjian m. visa 

kerja anta.r calon TKI dengan n. perjanjian kerja 
PJTKI (PPTKIS) o. perjanjian penempatan 

h. Memberikan rekomendasi 
pendirian kantor cabang. 

a. ljin Operasional Perjanjian Kerja a. Pemohon datang membawa. a .. surat permohonan ATK 3 (tiga) hari. Leges Rp. 5.000,- 
Bursa Kerja Depnakertrans persyaratan yang telah pendirian BKK 
Khusus (BKK) dan Depdiknas ditetapkan. b.foto copy sertifikat Bimnis 

No. 076/U/1993 b. Disnakertrans menerirna surat BKK 
permohonan mendirikan Bursa c. pas foto 3x4 2 lembar 
Kerja. bagipenanggungjawab 

c. Disnakertrans meneliti kebenarar 
surat permohonan terdiri dari : 
1 ). Nama para pengelofa 
2). struktur Organisasi 
3). Sarana Kantor Bursa Kerja 
4). Membuat rencana penyalurar 

tenaga kerja 
5). Memberikan surat 

persetujuan bila memenuhi 
persyaratan. 

d.Petugas pelaksana BKK harus 
mengikuti Bimnis dari 
Disnakertrans. 

e.Berhak mengeluarkan AKI 
dengan persetujuan 
Disnakertrans. 

f. Dapat menempa'lkan alumni 
siswa.nya ke pengguna TK. 

7. Rekomendasi - Kepmenaker a. Pemohon datang sendiri a. suratpermohonan - ATK 3 (tiga) hari. - leges Rp. 5.000.- 
Pendaftaran No.204/MENJ membawa persyaratan lengkap PJTKI kepada instansi - Blanko ijin - retribusi Propinsi 
Pendirian 1999 b. Persyaratan diseleksi petugas Propinsi pendirian PPTKIS 2,5 Juta. 
Cabang PPTKIS pengantar kerja. b. foto copy SIUP PJTKI di - Sepeda motor 

leoalisir Di rien - Kornputer Kancab 1 Juta. 
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Perubahan I Penggantian 7 (tujuh) hari Leges Rp. 5.000,- 
SIUP kerja. PT 
1. copy akta perubahan. 
2. copy pengesahan PT. ,, 

3. copy KTP Direktur. 
4. copy NPiNP. 
5. copy ijin gangguan 

(apabila dipersvaratsan 
HO). 

6. neraca akhir perusahaan. 
7. surat keterangan 

kehilangan dari 
Kepolisian (SIUP hilang) 
atau SIUP asfi (untuk 
perubahan/penggantian). 

CV/Fa 
1. copy akta perubahan. 
2. copy KTP Oirektur. 
3. copy NPWP. 
4. copy ijin gangguan 

(apabila dipersyaratkan 
HO). 

5. neraca akhir perusahaan. 
6. surat keterangan 

kehilangan dari 
Kepolisian (SIUP hilang) 
atau SIUP asli (untuk 
perubahan/penggantian). 

Koperasi. 
1. susunan pengurus I 

penanggung jawab baru 
2. copy KTP ketua I 

penanggung jawab. 
3. copy NPWP. 
4. copy ijin gangguan 

(apabila dipersyaratkan 
HO). 

5. neraca akhir koperasi. 
6. surat keterangan 

kehilangan dari · 
Kepolisian (SIUP hilang) 
atau SIUP asli (untuk 
perubahan/penggantian). 
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- Kepmenaker c. Persyaratan disarnpaikan ke c. Akta pendirian kantor 
No.104 A /MEN/ Disnakertrans Propinsi dengan cabang dari notaris 
2002 surat pengantar dari setempat 

- UU No. 39/2004 Oisnakenrans Kabupaten yang d. rek.omendasi ijin 
bersangkutain. pemoentukan kantor 

ca.bang dari8P2TKI 
e. SK rnreksi tentang 

pengangkatan dari 
penernpatan kepala 
cabang dan 
karyawannya serta 
penempatan wilayah 
kerjanya 

f. keterangan mengenai 
alamat kantor fasilitas 
dan psralatan kantor 
yang rnemadai 

g. struktur orgsnisasi 
tugas dan fungsi kantor 
ca.bang 

8. Rekomendasi - UU No.13Th. a. Pengguna TK\NNAP a. Akte Notaris Pendirian - ATK 3 (tiga) hari. Leges Rp. 5.000,- 
Perpanjangan ljin 2003 melaporkan kedatangan pekerjs Perusahaan - Blanko TKWNAP 
Tenaga Kerja - Kep.12684/BP/ TKWNAP ke Disnakertrans b. Surat IJin Usaha 
Warga Negara Diaguna/2003 dengan menunjukkan c, Struktur Organisasi 
Asing Pendatang tanggal 23-10- kelengkapan administrasi d. Wajib taper 
(TKWNAP) 2003dan TKWNAP yang bersangkutan, Ketenagakerjaan yang 

No.569/355/ b. Disnakertrans merneberi masih berlaku sesuai 
2003 tanggal 5/ rekomendasi : denqan UU No.7 Tahun 
3/2003 1). ljin Baru. 1981 

- Keppres No. 2). ljin Perpanjangan ke e. Surat Keputusan 
75195 Disnakertrans Propinsi Pengangkat.an Nama 

- Permenaker No. Jateng untuk dikeluarkan ljin TKI Pendamping 
3/MEN/ 1990 Baru atau Perpanjangan. Tenaga Kerja WNA 

c. Setiap tahun pengguna f. Surat Perjanjian Kerja 
melaporkan TKWNAP ke (Kontrak Kerja antara 
Disnakertrans Pati, Pengusaha dan 
Disnakertrans Propinsi, da.n TKVVNAP) 
Depnakertrans Pusat. g. Surat Keterangan Laper 

Diri Tenaga Kerja WNA 
dari Kepolisian 
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h. Fotocopy Surat 
Keputusan RPTKA yang 
rnasih berlaku 

i. Fotocopy bukti 
pernbayaran DPKK dari 
Bank BNI setempat 

j. Surat Persetujuan Tetap 
(SP1) bagi perusahaan 
Penanaman Modal dari 
BKPM atau BKPMD 

k. Surat lapor keberadaan I 
kedatangan TKA ke 
Kantor/Dinas Tenaga 
Kerja setempat. 

9. Penempatan UU No. 4 Tahun Petugas Pengantar Kerja Perusahaan yang • ATK Tidak ada. 
Tenaga Kerja 1997 rnelakukan pendataan perusahaar mempekerjakan 100 • Blanko TK Penca 
Penyandang PP No. 43 Tahun yang mempekerjak.an tenaga kerja orang, wajib menempat.kan 
Cacat (TK Penca) 1998 penyandang cacat secara berkala 1 orang tenaga kerja 
di Perusahaan SE Menakertrans setiap bulan sekali kepada Menter penyandang cacat 

RI No. Tenaga Kerja dan Transrnigrasi. 
01.8.01.15. 2(02 

10. ljin Pendirian UU No. 13 Tahun a. Penelitian berkas pemohon. a. fotocopy KTP • Peralatan tulis 2 (dua) bulan. Tidakada. 
Lembaga Latihan 2003 tentang b. Pengecekan ke !apangan. penanggung jawab • Formulir 
Kerja Swasta Ketenagakerjaan c. Metlofak I menyetujui b. daftair nama dan permohonan ijin 
(LLKS) pasal 14 ayat 2 pemberian ijin rh,vayat hiclup • Komputer . Kepmenaker No. penanggung jawab . Sepeda motor 

229/MEN/ 2003 dilampiri fotocopy - Form Sertifikat ijin 
ijazah terakhir 

c. fotocopy ijin lingkungan 
bagi lembaga yang 
kegiatannya be.resiko 
tinggi. 

d. ketera.ngan domisili 
lem baga yang 
dikeluarkan dari 
pemerintah setempat 
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----· e. daftar nama.status 
kualifika.si instruktur 
dilampiri dengan foto 
copy ijazah, daft:ar 
riwayat hidup dan 
penga.laman kerja 
instruld:ur 

f. program yang 
diselenggarakan yang 
dilampiri kurikulum 

g. daftar jumlah,sarana 
danfasilitas serta 
spesifikasinya 

h. peraturan tata tertib 
pelatihan. 

i. struktur orqanisasi 
kelembagaan dan 
jumlah pegawai yang 
dimiliki 

j. fotocopy notaris 
tentang pendirian L.LKS 

erkas pemohon. a. Keterangan domisili - Peralatan tulis 3 (tiga} hari. Tidak ada. 
n ke lapanqan, tempat berusaha I - Materi (Data 
rekornendasi. perusahaan lo'NOngan, pencari 

b. jumlah kebutuhan kerja dan materi 
tenaga kerja prosedur 

c. persyaratan pendaftaran 
pendidikan, usia dan pencari keja) 
jenis kelamin - Komputer 

d. besarnya upah I gaji - Kalkulator 
serta Jamsostek - Media elektronik 

- Papan 
pengumuman 

- Pengeras sua.ra 
- Sepeda motor 

an melalui radio. a. foto copy ,i\K. I -Workshop - 480jam Tidak ada 
n pendaftaran cater b. foto copy ijazah - Peralatan I toolkit latihan/2 bin legalisir sertifikat dikenai 

terakhir pelatihan - 240jam biaya Rp.1000,- 
n peserta. c, foto copy KTP sesuai dengan latihan/1 bin 

calon peserta. d. pas foto ukuran : kejurua.n 

a. Pengumum 
b. Mengadaka 

peserta. 
c. Seleksi calo 
d. Penentuan 

a. Penelitra:n b 
b. Pengeceka 
c. Pemberian 

-UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagalr.erjaan 
Bab V pasal 19 
std 20 

- UU No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
pasal 37 ayat 2 

12. Pelatihan 
Ketrampilan Kerja 
lnstitusional, 
Kejuruan: 

11. lnformasi Pasar 
Kerja (IPK) 

------,-------------------~·-·--·-- 
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- Menjahit, - PP No. 71/1971 e. Pelaksanaan kegiatan 4x 6 = 2 lembar - 180jam 
Montir mobil, tentang Pelatihan pelatihan. Sx 4::: 1 lembar latihan/3 
Montir sepeda. Kerja f. Memberikan sertifikat bagi e. rninat mengikuti minggu 
motor, Las, peserta pelafihan yang lulus. pelatihan sesuai 
Teknik kejuruan yang ada 
Mekanik, 
Elektroni ka, 
Aneka 

' 
Kejuruan, 
lnstalasi Ustrik 

13. Pelatihan - UU No.13 Tahun a. Pengumuman melalui radio. a. tersedianya minat - Tempat pelatihan - 240jam Tidak ada 
Ketrampilan Kerja 2003 tentang b. Mengadakan pendaftaran eaten calon peserta sesuai - Mobil box, sepeda latihan/1 bin legalisir sertifikat dikenai 
Non lnstitusional, Ketenaga ke1aan peserta. kejuruan yang ada. motor operasional - 96jam biaya Rp.1000,- 
Kejuruan: Bab V pasal 19 c. Seleksi calon peserta. b. tsrsedianya tempat - Peralatan I toolkit latihan I 
- Menjahit, sld 20 d. Penentuan calon peserta. latihan teori f praktek sesuai kejuruan 1 minggu 

Montir mobil, e. Pelaksanaan kegiatan c. foto copy AK I 
Montir sepeda - PP No. 71 /1971 pelatihan. d. foto copy ijazah 
motor, Las, tentang Pelatihan f. Memberikan sertifikat bagi terakhir 
Teknik Kerja peserta pelatihan yang lulus. e. foto copy· KTP 
Mekanik, f. pas foto ukuran : 
Elektronika, 4x 6 = 2 lembar 
Aneka 3x 4 = 1 lembar 
Kejuruan, 
lnstalasi Listrik 

14. Peningkatan - UU No. 13 Tahun a. Permintaan/usulan dari a. permintaan I usulan - Tempat/ 2 minggu Tidak ada. 
Produktifitas, 2003 tentang perusahaanrmasyarakat. dari perusahaan I perusahaan 
pengukuran dan Ketenagakerjaan b. Mengadakan kunjungan ke masyarakat • Peralatan I 
konsultasi Bab V pasal 29 aya perusahaan. b. tenaga keqa Pengukuran 
produktifitas 2 dan pasal 30 c. Mengisi keesicner. c. hasil produksi uumlah - Mobil, sepeda 
tenaga kerja d. Penilaian I pengukuran produksi) motor operasiona.1 

produktifitas. 
e. penentuan tingkat produktifitas 

tenaga ke~a. 

15. Pelatihan a. Menarnpung perrnintaarv a. permintaan/usulan dari - Tempat/ - 96jam Tidak ada, 
Produktifitas usulan dari perusahaan perusahaan/masyarakat perusahaan latihan/ 1 Legalisir sertifikat 
tenaga kerja di b. Menentukan tempat pelatihan. b. peserta pelatihan - Peralatan I minggu dikenai biaya leges 
perusahaan c. Mengirim peralatan/bahan dan c, tersedianya ternpat Pengukuran - 240jam Rp. 1.000.00 

tenaga pelatih. latihan - Mobil, sepeda latihan/ 1 
d. Pelaksanaan kegiatan teori I praktek motor bu Ian 

pelatihan. operasional 
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- Surat e. Memberikan sertdikat bagi 
Kesepakatan peserta yang lr.ilus. 
Bersama. 
Menakerdan 
Menpenduk I 
Kepala BKKBN 
No.Kep-102 / 
Men I 1997 dan 
Kep-132 I HK--1(µ1 
I H3 / 1997 Tahun 
1997 tentang I 

Pengembangan I 

I 

Produktivitas dan I 

Pemberdayaan 
Keluarga 

! 

16. Pendaftaran dan - UU No.13 Tahun a. Pengumuman melalui papan a. foto copy AK.I - Tempat 2 minggu Tidak ada. 
Rekruitrnen I 2003 tentang pengumuman/radiofke desa- 

I 
b. foto copy ijazah terakhlr pendaftaran 

Seleksi Ketenaga. des a. I (sesuai kejuruan) - Alattulis/ 
Pemagangan Ten kerjaan b, Pendattaran. c. SKKB darl Kepolisian komputer. 
aga Kerja Bab V pasal 21 c. Seleksi Persyaratan d. berbadan sehat formulir 

s/d pasal 29 administrasi. e. tidak cacat fisik I mental pendaftaran 
ayat 1 dan 2 d. Mengirirn Ice Disnakertrans f. pas foto ukuran 4x6 = 6 - Pengukur tinggi 

- Kepmenaker No. Prcpinsi Jatei,g lbr dan berat badan 
285 / 91 tentang 
Pelaksanaan 
Pemagangan 
Nasional 

17. Wajib lapor - UU No. 7 Tahun a. Pengusaha /Pengurus datang a. Bentuk usaha ~·ang - Blanko 3 hari Tidakada. 
Ketenaga kerjean 1981 ke Disnakertrans mempekerjakan tenaga .. Alet Riksa Uji 
di perusahaan dengan rnengisi form yang kerja dengan tujuan - Komputer 

telah tersedia, mencari keuntunganl - Kendaraan dinas 
b. Berkas diteliti oleh Pegawai tidak, baik milik swasta 

Pengawas setelah disahkan maupun milik Negara 
oleh Kepala Dinar, dlsampaikan 
kepada Perusahaarr, 
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---------·-·-·-·" b. Usaha sosiat dan usaha 
lain tidak berbentuk 
perusahaan dipertak.u 
kan sama dengan 
perusahaan apabila 
mempunyai pengurus 
dan mempekerjakan 
orang lain sebagaimana. 
layaknya perusahaan 
mempekerjakan tenaga 
kerja 

18. Pengesa.han UU No.1 Tallun a. Pengusaha membuat a. Perusahaan yang - Blanko 5 hari Tidak ada. 
Pelayanan 1970 Jo. Per.03/ permohonan tentang mempunyai Poliklinik/ - Alat Riksa Uji 
Kesehatan Kerja Menf1982 pelayanan kesehatan kerja ke pelayanan kesehatan - Komputer 

Disnakertrans dilampiri dengar kerja - Kendaraan dinas 
persyaratannya b. Telah melapor sesuai 

b. Setelah persyaratan dipenuhi UU No. 7 Tahun 1981 
diadakan pemeriksaan oleh tentang Wajib Lapor 
Pegawai Pengawas diterbitkan Ketenagakerjaan 
ijinnya. 

19. Rekomendasi . UU No. 1 Tahun a. Pengusaha mengajukan a . Perusahaan telah - Blanko 5 hari Tidakada 
Catering bagi 1970 Jo. permohonan tentang rnemenuhi Wajib - Alat Riksa Uji 
Tenaga Kerja * lnmen: 3/1999 rekomendasi catering bagi Laper Ketenaga- - Komputer 

* SE Dirjen tenaga kerja. kerjaan sesuai UU - Kendaraan dinas 
Binawas b. Setelah persyaratan dipenuhi No.7 Tahun 1981 
No. 8611989 diadakan pemeriksaan oleh b. Karyawan telah 

Pegawai Pengawas diterbitkan diadakan pengujian 
ijinnya. kesehatan oleh dokter 

penguji Mengajukan 
permohonan 
rekomendasi k.e 
Disnakertrans 
Kab. Pati dengan di- 
ketahui oleh 
perusahaan yang 
dilay.ani. 



58 

20. Pengesahan - UIJ No. 1 Tahun a. Pengusa.ha I Pengurus datang a. Mengisi blangko yang - Blanko 7 hari Tidak ada 
Pemakaian 1970 Jo. ke telah ditetapkan - Alat R.iksa Uji 
lnstalasi Listrik Kepmenaker- Disnakertrans dengan mengisi bentuk55-l - Komputer 
di ternpat trans No. Kepi form bentuk 55-L b. Pemeriksaan dan - Kendaraan dinas 
Kerja 75/Men/2002 b. Berkas diteliti oleh Pegawai Pengujian 

(SNI No. 04- Pengawas 
0225-2000 PUil c. Pemeriksaan dan Pengujian 
2000) d. Pelaporan dan pengesahan 
ten tang oleh Kepala Dinas 
Persyaratan 
lnsta lasi Listrik 
di tempat kerja 

21. Pengesahan - UU No. 1 Tahun a. Pengusaha/Pengurus datang kE a. Mengisi blangko yang - Blanko 7 hari Tidak ada 
Pemakaian 1970 Jo. Disnakertrans dengan mengisi telah ditetapkar1 - Alat Riksa Uji 
lnstalasi Permenaker No. form bentuk 62-L bentuk 62-L - Komputer 
Penyalur Petir Per.02/Men/ b. Pemeriksaan dan Pengujian b. Perneriksaan dan - Kendaraan dinas 

1989 c. Pelaporan dan pengesahan Perigujian 
oleh Kepala Dinas 

22. ljin Pemakaian - UU Tahun 1930 a. Pengusaha/Pengurus datang ke a. Mengisi blangk.o yang - Blanko 7 hari Tidakada 
Pesawat Jo.PP Disnakertrans dtmgan mengisi telah d itetapkan - Alat Riksa Uji 
Uap dan Bejana 1930 form bentuk 6 bentuk6 - Komputer 
Bertekanan b. Pemeriksaan dan Pengujian b. Pemeriksaan dan - Kendaraan dlnas 

c. Pelaporan dan pengesahan Pengujian 
oleh Kepala Dinas 

23. ljin/Pengesahan/ - UU No. 1 Tahun a. Pengusaha/Pengurus datang ke a. Mengisi blangko yang - Blar,ko 7 hari Tidak ada 
Pembuatan 1970 Jo. Disnakertrans dengan mengisi telah ditntapkan - Alat Riksa Uji 
Peredaran/ Permenaker No. form bentuk 54-A bentuk54-A - Komputer 
Pemakaian Per.04/ b. Pemeriksaan dan Pengujian b. Pemeriksaan dan - Kendaraan dinas 
Motor Diesel Men/1985 c. Pelaporan dan pengesahan Pengujian 
Pembangkit oleh Kepala Dinas 
Tenaga Listrik 

24. ljin/Pengesahan/ - UU No. 1 Tahun a. Pengusaha/Peng1..1rus datang kE a. Mengisi blangko yang - Blanko 7 hari Tidak ada 
Pembuatan 1970 Jo. Disnakertrans dengan mengisi telah ditetapkan - Alat Riksa Uji 
Pereda ran/ Permenaker No. form bentuk 52-A bent:uk54-·A - Komputer 
Pemakaian Per.OS,' Men/ b. Berkas diteliti oleh Pegawai b. Pemeriksaan dan - Kendaraan dinas 
Pesawat Angkat 1985 Penqawas Pengujian 
dan Angkut c. Pemeriksaan dan Pengujian 
* Lauder d. Pelaporan dan pengesahan 
* Forklift oleh Kepala Dinas 
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• Lift listrik I * Eskalator 
* Gondola 

25. Pengesahan . UU No. 1 Tahun a. Peng usaha/Pengurus datang a . Mengis~ blangko yang • Blanko 7 hari Tidakada 
Penggunaan 1970 Jo. ke Disnakertrans dengan telah ditetapkan • Alat Riksa Uji 
lnstatasi lnmen No. mengisi form bentuk 65-K bentuk65-K • Komputer 
Proteksi lns.11/M/BW/ b. Pemeriksaan dan Pengujian b. Pemeriksaan dan - Kendaraan dinas 
Kebakar 1997 c. Pelaporan clan pengesahan ~ Pengujian 
an oleh Kepala. Dinas 

26. Wajib Lapor - UU No. 1 Tahun a. Pengusaha/Pengurus datang a. Bentuk Kont. 001 - Blanko 3 hari Tidakada 
Konstruksi 1970Jo. ke Disnakertrans dengan b. Pemeriksaan dan - .A.lat Riksa Uji 
Bangunan Permenaker No. mengisi form bentuk Kont.001 Pengujian - Komputer 

Per.01J b. Pemeriksaan dan Pengujian - Kendaraan dinas 
Men/1980 c. Pelaporan clan pengesahan 

oleh Kepala Dinas 

27. ljin operasional • UUNo.13 a. Pengajuan permohonan a. Copy pengesahan -ATK 7 hari Biaya leges 
perusahaan Tahun 2003 jo. b. Penelitian berkas sebagai Sadan Hukum - 1 unit komputer Rp. 5.000,- 
penyedia jasa K.ep. No.101 / c. Penerbitan keputusan ljin b. Copy anggaran dasar 
pekerja/buruh MEN/Vl/2004 Operasional perusahaan c. CopySIUP 
(ijin out penyedia jasa pekerja/buruh d. Copy Wajib Lapor 
sourching) dari Kepala Disnakertrans Ketenagakerjaan yang 

masih berlaku 

28. Pengesahan - UU No. 13 a. Pengajuan permohonan a. Surat permohonan - .A.TK 7 (tujuh) hari Biaya leges 
Peraturan Tahun 2003 jo. pengesahan PP dari peng- dari - 1 unit 1omputer Rp. 5.000,- 
Perusahaan Kep.No.481 us aha pengusaha 
(PP) MENIVl/2004 b. Penelitian mat.eri PP b. Berkas PP sebanyak 2 

C. Penerbitan keputusan (dua) eksernplar 
pengesahan PP dari Kepala 
Dlsnekertrans 

39. Pendaftaran - UU No. 13 a. Pengajuan permohonan a. Surat permohonan -ATK 7 (tujuh) hari Biaya leges 
Perjanjian Tahun 2003jo. pendaftaran PKB dari - 1 unit komputer Rp. 5.000,- 
Kerja Bersama Kep.No.48/ b. Penelitian mat.eri PKB pengusaha 
(PKB) MEN/Vl/2004 c. Penerbitan keputusan b. Berkas PKB sebanyak 

pendaftaran PKB dari Kepala 3 (tiga) eksempfar 
Disnakertrans 
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30. Pencatatan - UU No. 13 a .. Pengajuan permohonan a. Surat permohonan -ATK 7 (tujuh) hari 
Perjanjian Kerja Tahun 2003 [o. pencatatan PKWT dari dari - 1 unit komputer 
Waktu Tertentu Kep. No.100/ pengusaha pengusaha 
(PK\'VT) MEN/VV2004 b. Penefitian materi PKVVT b. Copy berkas PI-WvT 

c. Penerbitan tanda bukti 
pencatatan PKWT 

31. Pencatatan - UU No. 13 a. Pengajuan permohonan a. Surat permohonan -ATK 7 (tujuh) nan 
Lembaga Kerja Tahun 2003 jo. pencatatan LKS Bipartit dari - 1 unit komputer 
sarna Bipartite Kep.No.2551 b. Peneliti:an berkas pengusaha 
(LKS Bipartite) MENI VI/ 2004 C. Penerbitan tanda bukti b. Serita acara 

pencatatan LKS Bipartit dari pernbentukan 
Kepala Disnakertrans c. Susunan pengurus 

d. Alamat perusahaan 

32. Pencatatan - UU No. 21 a .. Pengajuan permohonan a. Surat permohonan -ATK 7 (tujuh) hari 
Serikat Pekerja/ Tahun 2000 pencatatan serikat pekerja/ dari SP - 1 unit komputer 
Serikat Buruh tent.ang buruh dari pengusaha b. Daft..ar nama anggota 

Serikat Pekerja/ b. Penelitian berkas pern 
Serikat Buruh c. Penerbitan tancla bukti bentuk 

pencatatan Serikat Pekerjal c. A.D/ART 
buruh dari Kepala d. Sus.unan dan narna 
Disnakertrans pengurus 

33. Pencatatan - UU No.2 Pengaj uan permohonan pencatat a. Surat permohonan -ATK 7 (tujuh) hari 
Perselisihan Tahun 2004 an perselisiha.n dari pengusaha pen ca - 1 unit komputer 

tentang dan serikat pekerja tatan perselisihan dari - 1 unit sepeda 
Penyelesaian pengusaha dan serikat motor 
Perselisihan pekerja 
Hubungan b. Risalah perundingan 
Industrial Bipartite 
(PPHO 

34. Penyelesaian - UU No.2 a. Pelimpahan penyelesaian -ATK; 30 (tiga puluh) 
kasus Perselisih Tahun 2004 perselisihan hubungan - 1 unit komputer; hari 
an Hubunga.n tentang industrial dati Dinas ke - 1 unit sepeda 
Industrial Penyelesaian Mediator; motor; 
(melalui Perselisihan b. Pt1manggilan para pinak sidan~ - Ruang Sidang. 
mediator) Hubungan mediasi; 

Industrial c. Membuat anjuran tertulis 
(PPHI) apabila tidak tercapai 

kesepakatan; 

- 



-- ---· -- -·----·-·~-- Membi.1 .. ,t Perjanjian Bersama 
-----·- 

d. 
apabila tercapai kesepakatan; 

e. Membuat l.aporan Hasil Sidang 
Mediasi. 

35. Pendaftaran • UU No. '15 Tahun a. ldentifikasi Animo Tra.nsmigrasi a. 'JV tJ [ - Komputer; 1 (satu) jam Tidak ada bray 
Cal on 1997 tentang b. Penyulu han Program b. Sohat Jasrnani ,& - Sepeda motor. 
Transmigrasi Ketransrn igrasian Transmiqrasr rohani 

Penyelenggaraan c. Pendatataran calon c. Be:rkeluarg.a 
Transmigrasi transmigrasi d. Usia min ·;8th max. 45 
SESNIV05 e. Sukarela 

- Kepmenakertrans f_ f<etrampilan bertani 
RI No. KEP : 208/ g. Lolos seleksi 
MEN/X/2004 

36. Pemindahan dan Kep Dirjan Mobduk a. Perjaniian kerjasarna antar a. Perjanjiar, Kerjasarna - Komputer: 3 bulan 
Penempatan No. KEP. 42/ MP/ daerah dalarn bidang t.intas Daerah I J!J1QU - Sepeda motor. 
ca Ion Vlf 2005 transmigrasl b. Lolos sti:eksi fi::;ik/Adm 1 ( satu ) jam 
transmigrasi b. Pelatihan calon trans sesuai c. Pelatihan 5 hari 

potensi lokasi 
C. Penqanqkutan calon trans dari 

desa asal s/d transito Propinsi 
Ernbarkasi 

d. Pelayanan perrnakanan dan 
kesehatan selama dalarn 
penarnpungan 

e. Perbekalan ( alat pertanian, 
bibit-bibitan dan PPPK) 

f. Pengawalan catrans std daera 
penempatan 

as ljin Perubahan 1 . Perda Kab. Pati a. Pendaftaran a. l'vlen~1ajukan permohon - Formulir: 14 hari sejak Sesuai Perda K" b r 1 JII 
tanahan Peruntukan No. ·13 Tahun b. Pemeriksaan data an - Peralata n kantor; disidangkan Adrninistrasr, 

Tanah 1999 tentang c. Sidang Tim teknis b. Meiampir!(an FC KTP - RuMg petayanan transportasi. Log<; kp 
Retribusi Peruntuk d. Aspek Tata Guna Tarrah c. 1'111elam.=,irl(~m FC Surat - Ruang sidang/ ·10.000.- 
an Penggunaan e. Terbit SK Pemilikan Tanah aula; Retribusi NJPO x lu.,·. 
Tan ah d. M.elamr,irkan FC Surat - Peta; konstanta 

2. Perda Kab. Pati Fe.ngesahan Badan - Peralatan garnr.xar. 
No. 11 Tahun Hukurn Perusahaan. 
2002 tentang e. Me:ampirk:an gambar 
Retribusi Pelayan reneana penggunaan 
an ,A,dministrasi. tanah 

---·--· 
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3. Keputusan Bupati 
Pati No. 43 Tahun 
2000 tentang ljin 
Perubahan 
Peruntukan 
Perubahan Tanah. 

4. Keputusan Bupati 
Pati No. 59316761 
2001 tentang 
Pembentukan 
Panitia 
Pertimbangan 
Peru bah an 
Peruntukan 
penggunaan 
Tanah 

2. ljin Lokasi 1. Peraturan Menteri a. Pendaftaran; a. Mengajukan permohonan - Formulir; 14 hari sejak Leges Rp. 25.000,- 
AgrariafKepala b. Perneriksaan data; b. Melampirkan FC KTP - Peralatan kantor; disidangkan Retribusi NJPO x lua~ 
Badan Pertanahan c. Sidang lim teknis; c. Melampirkan FC Surat - Ruang pelayanan; konstanta 
Nasional No. 2 d. AspekTata Guna Tanah; Pemilikan Tanah - Ruang sidangl 
Tahun 1999 e. Terbit SK. d. Melampirkan FC Akte aula; 
tentang ljin Lokasi pendirian Perusahaan - Peta; 

2. Keputusan Bupati e. Melampirkan gambar - Peralatan gambar 
Pati No. 593/ 675/ sketsa tanah 
2001 tentang f. Membuat pemyataan 
Pembentukan kesanggupan 
Panitia memberik.an ganti rugi 
Pertimbangan dan atau menyediakan 
Pemberian ljin tempat penampungan 
Lokasi Kabu paten bagi yang berhak atas 
Pati. tanah. 

g. Proposal (uraian rencana 
proyek yang akan 
dibangun) 

3. ljin Penetapan 1. Peraturan Bupati a. Pendaftaran; a. Mengajukan - Formulir; 14 hari sejak Leges Rp. 25.000,- 
Lokasi No.36 Tahun 2005 b. Pemeriksaan data; permohonan; - Peralatan kantor; disidangkan Retribusi NJPOx lua~ 

ttg Pengadaan tnh C. Sidang Tim teknis; b. Melampirkan FC KTP; - Ruang pelayanan; konstanta 
bagi Pelaksanaan d. Aspek Tata Guna Tanah; c. Melampirkan FC Surat - Ruang sidang/ 
Pembangunan Utk e. TerbitSk.. Pemilikan Tanah; aula; 
Kepentingan cl. Melampirkan gambar - Peta; 
umum sketsa tanah; - Peralatan gambar. 
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2. Peraturan Menteri e. Membuat pernyataan 
Agraria/ Kepala kesanggupan memberi 
Sadan Pertanahan ganti rugi dan atau 
Nasional No.1th menyediakan tempat 
1994 tentang penampungan bagi yang 
Ketentuan berhak atas tanah. 
Pelalcsanaan 
Kepres No. 55 Th 
1993 tentang 
Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan 
untuk Kepentingan 
Umum. 

~- ljin Membuka 1. Keputusan Bupati a. Pendaftaran; a. Mengajukan Permohon - Formulir; 14 hari sejak Retribusi NJPOx lu 
Tanah Pati No. 593/ 67 4/ b. Pemeriksaan data; an; - Peralatan kantor; disidangkan konstanta 

2001 tentang C. Sidang Tim teknis; b. Melampirkan FC KTP; - Ruang pelayanan; 
Pembentukan d. Aspek Tata Guna Tanah; c, Surat Keterangan dari - Ruang sidang/ 
Panitia e. TerbitSk Desa; aula; 
Pertimbangan d. Gambar sketsa rumah - Peta; 
pemberian ljin - Peralatan gambar. 
Membuka Tanah 
dan Petunjuk 
Pelalcsanaan Tata 
Cara Pemberian 
ljin Membuka 
Tanah. 

2. Perda l<ab. Pat No. 
13 Th. 1999 ttg 
Retribusi ljn 
Pen.11tukan 
Penggunaan Tanah. 

Dinas 1. legalisasi ijazah. Surat Edaran BAKN Penyerahan ijazah asli dan foto Foto copy ijazah dan ijazah - Ruang tunggu; 1 (satu) hari Tidak ada biayanya. 
:,endidikan No. 08 /SE/ 1998 copy. asli. - Peralatan kantor. jadi apabila 

Tgl 7-8-1986 Kepala hadir. 
2. legalisir ijazah Penyerahan ijazah asli dan foto Foto copy ijazah dan ijazah - Ruang tunggu; 1 (satu) hari Tidak ada biayanya. 

Diklusemas. copy. asli. - Peralatan kantor. jadi apabila 
Kepala hadir. 
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1. Pelayanan K 
2. Konseling K 
3. Pendaftaran 
4. Konseling K 
5. Persetujuan 

Medis (lnfor 
oleh pasang 

6. Penapisan Kl 
7. Tindakan Pe 
8. Pengayoma 

Pasca Pelaya 

Penyerahan berk 
{dua) untuk disu 

Sesuai blanko. -- 1 minggu-1 bin Tidak ada, as rangkap 2 a. 
rvey. b. Pas foto. setelah semua 

c. ljin lingkungan persyaratan 
d. Fe. KTP. dipenuhi serta 

lengkap 
dilakukan 
survey 
kelayakan baru 
dibuat ijin 
operasional. 

omunik.asi. 1. Surat Keterangan 1. Kartu KB. 1-3 hari Gakin I Tidak ada 
B Non Klinik. dari KadeslKTP. 2. Kartu Status/Kl mandiri. 
Klinik. 2. Surat Nikah. IV /KB. 

B Di Klinik. 3. Kartu Sehat I 3. Formulir 
Tindakan Askeskin. Persetujuan 
med Consent) 4. SKTM. Tindakan 
an Suami lstri. ( semua syarat ini Medis (lnformasi 
ien. apabila diperlukan ). Konsent). 

•layanan. 4. Ruang 
n I Konseling Pemeriksaan/ 

nan. Konseling. 
5. Peralatan 

Kantor/Tulis. 
6. Peralatan 

Med is. 
7. Ruang Tindakan. 

1. LJU No.10Th. 
1992ttg 
Perkembanga.n 
Kependudukan 
Dan 
Pembangunan 
KS. 

2. PP No. 21. Th. 
1994 tentang 
Penyelenggara 
an Pernbangun 
an KB. 

3. Perda No.17 Th. 
2003 Ttg Susun 
an Organ isasi 
clan Tata Kerja 
Dinas KB & KS 
Kab.Pati. 

4. PERMENKES. 
No. 5851 Men. 
Kes/Per!IXJ 
1989 Ttg 
Persetujuan 
Tindakan 
Med is. 

1. Pelayanan 
Peserta KB 
Baru. 

3. Perijinan kursus 
Diklusemas. 

- Rias. 
Menjahit. 
Bhs. lnggris, 
Arab, dll. 
Komputer. 
Mengetik. 
Pertukangan, 
pengembangan 
J penggemukan 
peternakan. 
Perbengkelan I 
montir. 

s KBdan 



Rp. 350.000,00 1 - 7 Hari. ari 1. Kartu KB. 
2. Kartu Statu.SJKI 

IVIKB. 
kin. 3. Formulir 

Persetujuan 
Tindakan Medi.s 
(lnformasi 
Konsent). 

4 Ruang 
Pemeriksaan/ 
Konseling. 

5. Peralatan 
K:.:mtorrr ulls. 

6. Peraletan 
Med is. 

7. Ruang 
Tindakan 
Med is. 

1. Kartu KB. 1 Hari. 
2. Kartu StattJs/KJ 

lVIKB. 
3 . Formulir 

Persetujuan 
Tindakan 
Medis(lnformasi 
Konsent). 

4. Ruang 

15. 
Pemeriksaan I 
Konseling. 
Pera Iatan 
Kantor I Tulis. 

6. Pera Iatan 
Med is. 

7. Ruang 
Tindakan. 
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2. Pelayanan 1. UU No. 10 Th. 1. Pendaftaran. 1. S1.1r@t Kt~terangan 
Peserta KB 1992 Ttg 2. Konseling KB Di Klinrk. dari Kades I l<TP. 
Ulang. Perkembangan 3. Persetujuan Tindakan .... SUiat Nikah. "'-· 

Kependudukan Med is. 3_ Kartu Sehat f 
dan Pembangun 4. Tmdakan Medis . Askeskin. 
an KS. Pelayanan, 4. $!<TM. 

2. PP No. 21. Th. 
1994 tentang 
Penyelenggara 
an Pembangun 
an KB. 

3. Perda No. 17 Th. 
I 

2003 Ttg 
Susunan 
Organisasi dan 
Tata Kerja 
Dinas KB& KS 
Kab. Pati. 

4. PERMENKES. 
No. 58.5/Men. 
Kes./Per/lX/1989 
Ttg Persetujuan 
Tindakan Medis. 

3. Pelayanan 1. lnstruksi 1. Pelavanan KIE; 1 . Su rat Keteranqan d· 
Kontap. Men.Kes. No. 2. Konr.efing KB Non Klinik; Kades /KTP. 

1281YanMed/12 3. Pendaftaran K.lien; 2. Surat Nikah. 
5SllV/ 86 Ttg 4. Konsef ing KB di klinik I RS; 3. Kartu Sehat l Askes 
Pemantapan 5. Persetuiuan Tindakan Medis 4. SKTM. 
Pelaksanaan (Informed Consent) oleh 
Program KB RS. Pasangan Suami lstri; 

2. SE Men. Kes. 6. Penapisan Klien; 
No. 't85/ Men 7. Tindakan Medis Pelayanan; 
Kes /811111991 . 8. Penqavornan I Konsefing 
Tgl. 23 Maret Pasc:a Pelayanan. 
1991 Ttg Tindak 
an Medis 
Operasi, 

-- --------- 
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4. Perlindungan I UU No.10Th.1992 Membantu peserta KB yg 1. Laporan Dari Petugas. Formulir Laporan. 1 - 7 Hari. Efek : 
Pengayoman ng Perkembangan mengalami efek samping, Laporan Setelah Rp. 250.000,00 
Peserta KB Kependudukan kegagalan dan komplikasi bagi melakukan Kunjungan Kegagalan: 
Yang Mengalami dan Pembangunan peserta KB Man tap, Wanita Ru mah. Rp. 500.000,00 
Permasalahan. KS. dan Pria, peserta KB IUD dan 2. Bukti Pemeriksaan Komplikasi: 

lmplan melalui ayoman. Med is. Rp. 1.000.000,00 
3. Kartu KB. 
4. Surat Ket. dari Desa. 

5. Penyuluhan - Memberikan Penyuluhan dan Semua rernaja baik wanita 1. Brosur. 1 Hari. Tidakada. 
Kesehatan lnformasi bagi Remaja maupun pria yang 2. Lembar balik. 
Reproduksi mengenai Kesehatan belum menikah. 3. Buku-buku 
Remaja. Reproduksi Remaja. materi. 

4. Leaflet. 

6. lnformasi Data h. SK. Mendagri 1. Membuat Surat Permintaan I 1. Menunjukkan ldenti1as. 1. Komputerisasi. 1 Hari. TidakAda 
Demografi Yang No.413/116/55 Pengajuan Data. 2. Datang Secara Pribadi. 2. Buku Hasil 
Meliputi: Ttg Pelaksanaan 2. Menjelaskan Alasan Keperluar Pendataan 
1. Data Pendataan Kebutuhan Data. Keluarga. 

penduduk. Keluarga Tahun 3. Rekapitulasi 
2. Data keluarga. 2006. Hasil Pendataan 
3. AnakUsia ~- SE.Gubemur Keluarga. 

Sekolah. Provinsi Jateng. 4. Data Nama- 
No. 476/07265 Nama Keluarga 
Ttg Pelaksanaan dan Anggota 
Pendataan Keluarga 
Keluarga. (Byname). 

s. SE.Bupati No. 
470 I 2587 Ttg 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Pendataan 
Keluarga Tahun 
2006. 

7. lnformasi Data ,. SK. Mendagri 1. Membuat Surat Permintaan/ 1. Menunjukkan ldentitas. 1. Komputerisasi. 1 Hari. TidakAda 
Keluraga No. 413/116/55. Pengajuan Data. 2. Datang Secara Pribadi 2. Buku Hasil 
Meliputi : Ttg Pelaksana.an 2. Menjelaskan alasan keperluan Pendataan 
1. Jumlah Pendataan Kebutuhan Data. Keluarga. 

Peserta KB Keluarga Tahun 3. Rekapitulasi 
2. Jumlah PUS 2006. Hasil Pendataan 
3. Jumlah lbu Keluarga. 

Hamil 



67 

2. SE. Gubemur 4. Data Nama- 
Propinsi Jateng. Nama Keluarga 
No. 476/07265 dan 
ttg Pelaksanaan Anggota 
Pendataan Keluarga 
Keluarga. (Byname). 

3. SE.Bupati 
No.470/2587 ttg 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Pendataan 
Keluarga Tahun 
2006. 

8. lnformasi Data 1. SK Mendagri 1. Membuat surat permintaanl 1. Menunjukkan ldentit'as. 1. Komputerisasi. 1 Hari. Tidak .A.da 
Keluraga No.413/116/ 55 pengajuan data. 2. Datang Secara 2. Buku Hasil 
Sejahtera Yang ttg Pelaksanaan 2. Menjelaskan Alasan keperluan Pribadi. Pendataan 
Meliputi : Pendataan kebutuhan data. Keluarga. 
1. Jumlah Pra Keluarga Tahun 3. Rekapitulasi 

Sejahtera. 2006. Hasil Pendataan 
2. Jumlah KS -1. 2. SE. Gubernur Keluarga. 
3. Jumlah KS -2. Provinsi Jateng 4. Data Narna- 
4. Jumlah KS • 3. No.476/ 07265 Nama Keluarga 
5. Jumlah KS • 3 ttg Pelaksanaan dan Anggota 

Plus Pendataan Keluarga 
(Byname). Keluarga. (Byname). 

3. SE. Bupati 
No.70/2587 ttg 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Pendataan 
Keluarga Tahun 
2006. 

9. Pembinaan Dan UU No.10 Th.1992 1. Membuat Usulan /Koordinasi 1. Ada kelompok BKB I 1. Materi BKB Menyesuaikan Belum ditentukan. 
Pengembangan ttg Perkembangan kepada Ka.UPT. BKR. atau BKR. kegiatan 
Keluarga Balita. Kependudukan 2. Ka. UPT meneruskan ,., Kegiatan sdh berjalan 2. Papan Tulis rnasyarakat ..:.. 
Dan Keluarga dan Pembangunan usulan ke Tinqkat Kabupaten. secara berkala. atau media lain sesuai dengan 
Remaja. KS. 3. Kabupaten memberikan J3 yang sejenis. jadwal yang 

TOT/Pembinaan/ Penyuluhan Alat Peraga. diusulkan. 
sesuai dengan usulan. 
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1. Usulan 
dari Ke 

2. Memeri 
3. Mengad 

Anggota 
4. Membe 

Persetu 
5. Menyah 

Kelompok 

Memberikan 
a. Pemben 

dini. 
b. Peran O 

membin 
ballta 

c. Pertumb 
perk em 

d. Media I 
anak, 

e. Cara Pe 
f. Pencata 

1. Membu 
kepada 

2. Ka. UPT 
ke Ting 

3. Kabupa 
Pernbin 
sesuai d 

3. Ditunjuk. oleh Kepala 
Dinas KB & KS atau 
diusulkan oleh 
Ka.UPTD KB & KS 
Kee. Kepada Ka 
Dlnas ~(8 
& KS Kabupaten. 

at Usulan/Koordinasi 1. Ada Kelompok BKL I 1. Materi BKL. Menyesuaikan Belum ditentukan. 
Ka. UPT. minimal anggota 15 2. Papan Tulis atau kegiatan 
rneneruskan usulan orang. media lain yang masyarakat 

kat Kabupaten. " Oitunjuk oleh Kepala sejenis. sesuai dengan ..:.. 
ten memberikan TOT I Dinas KB & KS atau 3. Alat Peraga. jaclwal yang 
aan l Penyuluhan diusulkan oleh Ka. diusulkan. 
engan usulan. UPTD KB & KS Kee. 

Kepada Kepala Dinas 
KB & KS Kabupaten. 

Materi tentang : 1. Sudah ada SK dari 1. Buku Pegangan 2 Hari. BelumAda. 
tukan Kar:akter sejak Kades Ttg Pokla.k Kader. 

Desa. 2. KKA. 
rang Tua dalam 2. Jumlah kader yg akan 3. APE. 
a tumbuh kembang dilatih minimal 15 4. Pencatatan Dan 

Orang. Pelaporan. 
uhan dan 3. Diusulkan Ka.UPTD 5. Papan Tulis 

bangan anak. balita. KB s KS Kecamatan atau Media Lain 
nteraksi Orang Tua dar kepada Kepala yang sejenis. 

Dinas KB&KS 6. Alat Peraga. 
ngisia.n KKA. Kabupaten. 7. Semua contoh 
tan dan pelaporan. disediakan oleh 

Dinas KB & KS 
Ka bu paten. 

I pengajuan KUKESRJ, 1. Permintaan I Usu Ian dr 1. Wadah/Kelompok 1. Proses Tidak ~.da. 
lompok UPPKS. Kelompok. UPPKS yg sudah Pengajuan 
ksa Berkas pengajua.n. 2. Anggota Kelompok adlh terbentuk. s/d 
akan Survey ke ibu-Ibu, Jumlah anggota 2. Blangko Pengaju Realisasi: 
Keiom pok UPPKS. (minimal : 5 Org, an yang telah 2 Minggu. 

rikanRekomendasi maksimal : 30 Org). disediakan. 2. Jangka 
juan. 3. Foto Copy KTPAnggota. 3. Alat Transportasi. Waktu .Jatuh 
irkan KUKESRA ke ,1. Punya Kegiatan Tempo: 

Ekonomi Produktif. 12 Bulan 
5. /.\gunan I Jaminan. 

~- UU No.10 Th. 
1992 ttg 
Perkembangan 
Kependudukan 
dan pembangun 
an KS. 

SK Bupati No. 476.f 
970 / 2004 ttg 
Pembentukan 
Pokja penggarap 
an Program BKB 
Kab.Pati. 

UU No.10 Th1992. 
ttg Perkembangan 
Kependudukan 
dan Pembangunan 
KS. 

12. Pelayanan 
UPPKS 
Program 
Pemerintah. 

11. Pemberian 
Pelatihan Kader 
BKB. 

10. Pemberdayaan 
Penduduk 
Lanjut Usia. 
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~------...----------~----.---,---....,...,..--'"='~,--------·~·---------~----,.----~---~----------~~-------------.------------,---------------~ ~- lnpres No. 4 Th. 
1995 ttg Gerak 
an Nasional 
Memasyarkat 
kan dan 
memberdaya 
k an kewira 
usahaan. 

3. lnpres No. 3 Th 
1996ttg 
Pembangunan 
KS dim Rangka 
Peningkatan 
Penanggulangan 
Kemiskinan. 

4. PP. No. 21 Th. 
1992 ttg 
Penyelenggara 
an Pembangun 
an Keluarga 
Sejahtera. 

5. Surat dari BKKBt,, 
Pusat No.51/VPD 
300/8/2003, Tgl. 
24 Maret 2003, 
Perihal 
Pengguliran Dans 
Out Sanding 
KUKESRA kpd 
Kelompok 
UPP KS 



_________ L ..... 

Ticlak Ada Blangko Pengajuan 1. Proses 
yang sudah disedia Penqajuan 
kan. s/d Reallsasi 

2 l'v1inggu. 
2. Jangka 

waktu Jatuh 
Tempo 12 
Bulan. 

·-----------r-·------------- ... ---------------- 

1 
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1. Permintaan I Usulan dr 
Kelompok. 

2. Anggota Kelornpok 
adalah lbu-ibu, jumlah 
anggota (minimal 5 Org, 
Maksirnal :30 Org). 

3. Fotocopy k.'TP Anggota. 
4. Punya Kegiatan 

Ekoncmi Produktif. 
5. Agunan/Jaminan. 

1. Surat R.ekomen 1. Usulan I Pengajuan 
dasi cir KUKESRA dari Kelompok 
Perbarindo UPPl<S. 
Jateng Tgl. 25 2. Memeriksa Berkas 
September 2002, Pengajuan. 
No. 005/MUO 3. Menf1adakan survey ke 
BNIIINDO/XJ2DO.t An:~gota Kelompok UPPKS. 
ttg Upaya 4. Memberikan Rekomendasi 
Pengembang:an Persetujuan. 
Usaha Ekonomi 5. Memberikan Rekcmendasi I 
Produktif melalui Persetujuan Realisasi 
Pendekatan Pengajuan. 
Kelornpok 
UPPKS. 

2. Surat Persetujua 
Bupati Pati No. 
58113460 ttg 
Persetujuan 
Prinsip Kerja 
sarna PD.BPR. 
BKK Pati Kota 
dgn Dinas KB & 
KS Kab. Pati. 

----,------------· 
6. Perjanjian Kerja 

sama dengan 
YDSM & Menteri 
Ne1;;iara 
Kependudukan/ 
BKKBN, PT Bank 
BNI (Persero) tt 
Penyelenggaraan 
Kredit Usaha 
Keluarga 
Sejahtera. 
No.O·tO/PKSIYDS 
M/111 /1996 
No.P3/HK.104/ 
E.6 /1996. 
No. DIR I 0003. 

13. Pelayanan 
Kepada 
Kelompok 
UPPKS Mandiri. 



• 
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3. Surat Kepala 
BKKBN Propinsi 
Jateng No. 300 I 
l.5 / 2005. Ttg : 
Lampi ran 
Persyaratan 
Kredit PT. PNM. 

14. Magang Kader Surat Kepala 1. Usulan Kader UPPKS yang 1. Pengajuan I Usulan 1. Blangko/Formulir 3 Hari. Tidak Ada. 
UPPKS ke BKKBN Propinsi akan Mengikuti Magang. dr Kelompok. yang sudah 
Perusahaan. Jateng No.1567/ 2. Verifil<a.si Kader yg akan 2. Anggota Kelompok disediakan. 

PD.300/l.5/2005. Ma gang. adalah lbu-ibu/wanita. 2. Mobil I Motor. 
ttg Petunjuk 3. Mengusulkan Galon Peserta 3. Punya Kegiatan Usaha 3. Korn puter. 
Pelaksanaan, Magang Kader ke Perusahaan. Ekonomi Produktif. 4. Bahan Praktek. 
Ketrampilan Usaha 4. Memberikan Teori/Materi 5.ATIG. 
Mikro melalui ttg Kewirausahaan. 
magang/ Studi 5. Praktek Produksi. 
Banding. 6. Memfasili1asi kepada Kelompo~ 

yg ingin Bermitra Usaha. 

15.Pemberian 1. Keputusan 1. Usulan dr Kelompok melalui 1. Berkas Pengajuan. 1. Blangko. Proses Tidak Ada. 
Bantuan ATIG. Menko Kesra PLKB&UPTD. 2. Kelompok mempunyai 2.~.TIG. Pengajuan s/d 

dan Taskin 2. Mengadakan Verifikasi Dan kegiatan Usaha Realisasi 3 bin 
No.13/Kep/Men Pengajuan. Ekonomi Produktif. 
ko/KesraNII/ 3. Mengusulkan Calon Penerima 
1998 ttg A TIG ke BKK.BN Provinsi. 
panduan Umum 4. Men}1alurkan A TTG ke 
Pelaksanaan Kelompok. 
Gerakan 
terpadu 
Pengentasan 
Kemiskinan. 

2. Surat Kepala 
BKKBN Provins! 
Jateng No.3726/ 
PD.300/H. 5/05 
tgt 11 Oktober 
2005. 

I 



• 

., 
TPtSIMAN 

BIJPA1"1 PATI, 

Tidak ada. 2 Hari. 

7 Han 
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I 
PENELITIAN 

PERDA/~SA!J~ BUPA'Il 
!------=-=--~==M==::;:::===I 
:-j,t\8AT.G.1 j I PARAF 
I 

\ ~,/-' l-,ll i:JUPATI l 
1- ~ri'i:r) A I 
II-~ :~-:;:::~N <"'.-vo...:w-lL"' I 
I h;_j.:;, l Cl \'.,l~<'HQ 

I-VJ-.8/\(.3 .. Hu KU_'N_1 ~1-&,it.---J 
1 ·--~------------· I Kl .SU BAG ·.,',;,,, 
I PER uu AN ~' ! --·-·- ----·-----+-......J~-,- 
! UNIT PELA '<SANA '-·-·--,--···--- .------...!..--- .. : 

-----=...-:=--=-===== 

1. Perlengkapan 
Audio Visual. 

2. Tern pat kegiatan. 

1. 1 (satu) Unit 
Mobil 
Peneranqan. 

2. Perlengkapan 
Audio Visual. 

3. Juru Penerangan 

Kegiatan disesuaikan 
dengan jadwal kegiatan 
yang ada 

Ada ijin dari Desa 
dan MUSPIKA. 

Permohonan dari Ketua 
Toma I Toga. 
Pengaturan Jaclwal Kegiatan. 
Persetujuan dari Dinas Kb 
Dan KS. 

UU.No.10 Th. '1992 1. 
ttg Perkembanqan 
Kependudukan dan 2. 
Pembangunan KS. 3. 

Pernchonan dari kelompok 
l!'l<Syara.kat, misal Desa, 
Orms, Sekolahan, Pondok 
Peantren. 

2. Pengaturan Jadwal keqiatan, 
3. Persetujuan dengan Dinas KB 

dan KS. 
4. Peaksanaan Kegiat:an. 

-------·---·-·-·-- UU. No.10Th.1992 1. 
ttg Perkernbangan 
Kependudukan dan 
Pembangunan KS. 

19. F'enerangan 
Kelornpok rnelalui 
Toma /Toga: 
Muslirnat NU. 

____ Jj§~~~RI, 

16.Advokasi 
Kornunikasi, 
informasi dan 
Edukasi (AKIE) 
melalui Mobil Unit 
Peneranqan 
(Mu pen). 

17.Al<IE Melalui UU. No.10 Th. ·1992 1. Usalan oleh Pangkalan. Kegiatan disesuail<an 1. Perlengkapan 7 Hari. Tidak Ada. 
Pramuka Baik ttg Perkembanqan 2. Pengatu ran Jadw.~I Kegiatan. dengan Jadwal l<egiatan Audio Visual. 
Pandeqa, Kependudukan dan 3. Pene.1apan Bentuk l<IE. yang sudah ada. 2. Kemah Bhakti, 
Peneqak dan Pembangunan KS. 4. Pelaksanaan Kegiatan. Persarni, 
Penggalang serta Perjusami dst. 
Saka Kencana. 3. Vasilitator. 

18.Al<IE Perorangan UU.No.10 Th. '1992 1. Usulan Dari Desa. Daerah Legok, Rawan KB. 1. Tim Motivator. 7 Hari. Tidak Ada. 
baik diminta mau ttg Perkembanqan 2. Penentuan sasaran baik 2. Alat Peraga KIE 
pun tidak. Kependudukan dan oleh Desa rnaupun dari KIT. 

Pembangunan KS. Dinas KB Dan KS. 3 . Alat transportasi. 
3. Pengaturan Jaclwal. 
4. Pelaksanaan. 



s) 
0 (gigi). 

aya 
yanan 

------------------------ -- -- 

1 

lina 
ista 
30. 
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-· Saran:i dan 'Naktu Bi sf Je11is Pelayanan Oasar Hukum Prosedur Pelayanan Persyarata n nsl Prasarana Penyetesaian Pela 
RAA A lnstalasi Rawat 1. PerMenKes 10 judul protap - Pasien bayar sendiri - Ruang Poli Jam 08.30- Rp.9.000, 

do Jalan 159b/MenKes/ . Pasien yang ditanggung - Alat Kesehatan selesai, (spesiali 
1. Klinik Penyaklt PER/11/1988 I pihak ke 3 (Asuransi, - Alat kantor Rp. 6.50 

Anak. 2. Perda Kab.Pati No. Perusahaan, Gakin, dll) - Formulir 
2. Klinik Gigi dan 8 Th. 2003 Tentang - 011 

Mulut tarif Retribusi I 
3. Klinik Penyakit Pelayanan Kese 

Dalaml Paru. hatan di BRSD 
4. Kltnik. Penyakit RAA Soewondo 

Ku lit & Kelamin Pati. 
5. Klinik Obgin. 3. Kep.Oirektur RAA 
6. Klinik Penyakit Soewondo Pati No 

nrr 445i33/ 2003 
7. Klin ik Penya kit tentang penetapan 

Mata. pem bertakuan 
8. Klinik Penyakit tar if. 

Saraf. 4. KepDirektur 
9. Klinik Bedah BRSO. RAA 

Umum/Ortoped Soewondo Pati No. 
1 Th. 2004 tentang 
Petunjuk 
Pelaksanaan Tarif 
pelayanan 

I Kesehatan Perda 
No. 8 Th. 2003 

8. lnstatasi Gawat 20 judul protap - Pasien bayar sendiri 
Darurat - Pasien yang ditanggung 

pihak ke 3 (Asuransi, 
Perusahaan, Gakin, dll) 

........ 

JENIS PELAYANAN, DAS.AR HUKUM, PROSES DA.H PROSEDUR, PERSYARATAN, 
SARANA DAN PRASARANA, WA.KTU DAN BIAVA PELAYANAN 

( LEMBAGA. TEKNIS DAERAH ) 

LAMPIRAN 111 Peraturan Bupati Pati 
Nomor 26 'I'ahun 2006 
Tanggal 13 D~llo.:t.. 

2006 
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I ___ _...._ 

Sesuai Perda. 

2 

15 judul protap - Bayar sendiri. - Ruang Rawat inap 24 jam. 
- PKS dgn pihak ke 3 - Alat Kesehatan 

I (pasien ditanggung · Alat kantor 
' pihak ke 3) Telkom, - Forrnulir 
! PLN, PG Tranqkil, - 011 

Asxes, dlt. 

--·- ------ --------·----'----- 

1. R. Paviliun 
(semua kasus 
kecuali Obgin) 
R. VIP (semua 
kasus kecuali 
Obgin) 
R. Catteya 
(Obgin) 
R. Teratai 11-111 
(Peny.Dalam, 
Paru, Saraf, 
Anak, Kulit & 
Kelamin) 
R. Teratai IV 
(bedah.peny. 
Dalarn, 
THT,Mata, Kulit 
&Kelamin 
R.. Melatt (peny. 
Dalarr.Paru, 
Saraf, Kulit s 
Keiarnio) 

7. Perinatal (Anak) 
8. ICU { semua 

kasus) 
9. R. Anggrelc 

(Obgin) 
10. R. Bugenvile 

(Bedah pirra, 
THT, Mata. Kulit 
Kelamin) 

11. R.Cempaka 
(Anak) 

12. R. Dahlia (Peny. 
Dalarn, Saraf, 
Paru, Kulit & 
Kelamin) 

13. R. Edelwais 
(Bedah Putri 
Bedah Anak, 
THT, Mata, Kulit 
&Kelamin) 

------------.--------r--- 1. PerMenKes 
159b/Menkes/ 
PER/11/1988 

2. Perda Kab. Pati 
No. 8 Th. 2003 
tentang Tarif 
Retribusi 
Pelayanan 
Kesehatan di 
BRSDRAA 
Soewcndo Pati. 

3. Kep.Oirektur RAA. 
Soewondo Pati No. 
445/3312003 
tent.mg Penetapan 
Pemberlakuan 
Tarif. 

4. Kep.Direktur 
BRSD. RAA. 
Soewondo Pati No. 
1 Th. 2004 tentang 
Petunjuk 
Pelaksanaan Tarif 
Pelayanan 
Kesehatan Perda 
No . 8 Th. 2003. 



______ ............. _, , ... _ 

-pavitlun : 
Rp. 16.000, 

-VIP: Rp. 12.000, 
- kelas I: 

Rp. 8.000, 
-kelas II: 
Rp. 6.000,- 

-Paviliun : 
Rp.30.000 I pake1 

-VIP: Rp.25.000 I 
paket. 

-Teladan : 
Rp.20.000 I pake1 

-Kelas II: 
Rp. 15. 000 I pakei 

-Kelaslll: 
Rp.7.500 J paket 

edung, alat peraqa, ~ tiap hari kerja 
let, booklet. iam 10.00-selesa 

3 

edung. peralatan Setiap pagi jam : 
ernasak, APO. 00.00.-07.00 

siangjam: 
11.00-12.00 
malamjam: 
16.00-17.00 

- 14. R. Flamboyan 
(Pey.Dalam 
Putri, Paru, 
Saraf, Kulit 
Kelamin) 

H 5. IKB (Obgin) 

c Pelayanan 1. Permenkes a. Protap Pelayanan Gizi R. Setiap pasien rawat inap G 
pernberian 159b/MenKes/ Rawat inap. dengan advis dokter yang m 
makanan PER/11/1988 l:l. Frotap Distribusi Makanan. rnerawat, 
Kepada Pasien 2. Perda Kab. Pati c. Protap Pengolahan Makanan. 

No. 8 Th. 2003 d. Protap Penghitungan 
tentang Tarif Kapasitas Makanan. 
Retribusi e. Protap Perencanaan Belanja 
Pelayanan Bahan Ma.kanan. 
Kesehatan di f. Protap Penerimaan Bahan 
BRSD.RAA. Makanan. 
Soewondo Pati g. Protap Persiapan Sayur. 

3. Kep.Direktur RAA. h. Protap Pengusulan Bahan 
Soewondo Pati No. Makanan. 
445/3312003 i. Penggunaan Pakaian Kerja. 
tentang Penetapan I 
Pemberlakuan 
Tarif. 

4. Kep.Direktur 
BRSD.RAA 
Soewondo Pati No. 
1 Th. 2004 tentang 
Petunjuk 
Pelsksanaan Tarif 
Pelayanan 
Kesehatan Perda 
No. 8 Th. 2003. 

D. Pela ya nan 1. Permenkes a.Asuhan gizi rawatjalan. T erdaftar sebagai pasien G 
Konsultasi Gizi 159b/MenKes/ b. Asuhan gizi rawat inap. rawat jalan atau rawat liF 

PER/1111988 inap, 

··---··--- 



Rp. 5.000,~ I kg. Setiap hari 
kerja. 

lncenerator, WWTP, 
tempat sampah 
medis/non medis, 
kontainertempat 
pernbuangan 
sampan sementara, 
saluran pernbuanqan 
limbah cair. 

1. PerMenKes a.protap pengiriman limbah padat Limbah padatatau cair 
159b/MenKes/ medis ke rumah sakit yang dikirim dikemas 
PER/11/1988 b. protap pengiriman limbah cair sesuai protap. 

2. Perda Kab.Pati No. ke rumah sakil 
8 Th.2003 tentang c. protap pengolahan sampan 
Tarif Retrbusi medislinfeksius. 
Pelayanan d. protap pengolahan sampan 
Kesehatan di non rnedis. 
BRSD. RAA. e. protap pengolahan air limbah. 
Soewondo Pati, f. protap pembakaran sarnpah 

3. Kep.Direktur RAA medis. 
Soewondo Pati 
No.445/33/ 2003 
tentang Penetapan 
Pemberlakuan 
Tarif. 

E. Pelayanan 
pengolahan 
limbah padat I 
cair. 

·--·--------·~----~--~--~----~---~-~---~-----~-------------- ·~-------...,-------,----=--~ 2. Perda Kab.Pati No. -kelas Ill: 
8 Th. 2003 tentang Rp. 4.000,- 
Tarif Retribusi -IKB: Rp. 8.000 
Pelayanan -perinatal : 
Kesehatan di Rp. 8.000,- 
BRSD. RAA. -obs.lGD: 
Soewondo Pati. Rp. 8.000,- 

3. Kep.Direktur RAA -pernulihan : 
Soewondo Pati Rp. 8.000,- 
No.445/33/2003 -ICUflCCU: 
tentang Penetapan 
Pemberlakuan 
Tarif. 

4. Kep.Direktur 
BRSD. RAA. 
Soewondo Pati No. 
1 Th. 2004 tentang 
Petunjuk 
Pelaksanaan Tarif 
Pelayanan 
Kesehatan Perda 
No. 8 Th. 2003. 

. - -----· ---------------------: 
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4. Kep.Direk.tur 
BRSD. RAA. 
Soewondo Pati No. 
1 Th. 2004 tentang 
Petunjuk 
Pelaksanaan Tarif 
Pelayanan 
Kesehatan Perda 
no. 8 Th. 2003. 

F Pelayanan 1. PerMenKes a. protap pernakaian kamar Untuk pasien program Cedung operasi, Setiap hari (24 Operasi kecil : 
terhadap pasien 159b/MenKes/ operasi. didaftarkan ke kamar peralatan operasi, jam) Pavilliun: 
operasi · PER/111 1988 b. protap persetujuan tindak.an operasi paling lambat 24 peralatan anastesi, Rp 787.500,- 

' 2. Perda Kab. Pati medik, jam sebelumnya untuk obat anastesi, APO. VIP: Rp 656.250,- 
1. Tindakan medis No. 8 Th. 2003 c. protap premedikasi. pasien cito setiap saat Teladan: 

operatif dasar. tentang Tarif d. protap penjadwalan operasi pasien diantar dan Rp 525.000,- 
Retribusi elektif. duemput oleh petugas Kelas II: 
Pelayanan e. protap penjadwalan operasi ruangan. Rp. 393. 750, · 
Kesehatan di gawat darurat Kelas Ill: 
BRSD.RAA. f. protap penundaan Rp. 262.500,· 
Soewondo Pati pelaksanaan oprasi. 

3. Kep.Direktur RAA g. protap bedah mayor. Operasi sedang : 
Soe 11VOndo Pati h. protap konsultasi saat Pavilliun: 
No. 445/33/2003 operasi. Rp. 1.575.000,- 
tentang Penetapan pencegahan tertinggalnya VIP: Rp1.312500, 
Pemberlakuan alat saat oprasi. Teladan: 
Tarif. 1. protap laporan operasi. Rp.1.050.000,- 

4. Kep.Direktur BRSD k. protap mekanisme laporan Kelas II: 
RAA.Soewondo bila terjadi kecelakaan atau Rp. 787.500, · 
Pati No. 1 Th. 2004 kegagalan operasi Kelas Ill: 
tentang Petunjul< protap penyediaan msfrumen Rp. 525.500, 
Pelaksanaan Tarif operasi 
Pelayanan m. protap penyediaan linen di Operasi besar : 
Kesehatan Parda kamar operast. Pavilliun: 
No.8 Th. 2003. n. protap pemeliharaan Rp. 2.362.500,- 

peralatan di kamar operasi. 

I 
VIP: Rp. 

0. protap mencuci tangan. 1.968. 75),- 
P. prot.ap pembersihan 

I 

(sterilasasi) kamar op] Oprasi khusus: 
~- protap penyesterilan alat. Pavilliun: 

Rp.3.150.000,- 
VIP: Rp. 
2.625.000,- 



Tindakan sedans 
Kls lllb: 4.000 
Kls Illa: 8.000 

Tindakan 
sederhana : 
Kls Hlb: 3.000 
Kls lila: 6.000 
Kls ll : 10.000 
KJs I: 12.000 
KJs VIP: 15.000 
Kls Pav : 25.00D 

Opras! besar : 
Pavilliun: 
Rp.1.940.625, 
VIP: 
Rp.1.617.187, 
Teladan: 
Rp.1.293. 750, - 
Kelas II: 
Rp.970.312, 
Kelas Ill: 
Rp.646.875,- 

Oprasi sedang : 
Pavilliun: 
Rp.1.293.750, 
VIP: 
Rp.1.078.125, 
Teladan: 
Rp.862.500, 
Kelas II: 
Rp.646.875, 
Kelas Ill : Rp. 
431.250,- 

Teladan: Rp. 
2.100.000, 
Kelas II: Rp. 
1.575.000,· 
Kelas Ill: 
Rp.1.050.000,- 

Setiap hari 
kerja 

edunq, peralatan 
isio terapi, APO 

6 

1. PerMenKes159b/ 
MenKesJPERJl!I 
1988 

2. Perda Kab. Pati No 
8 Th. 2003 tentang 
r arif Retribusi 
Pelayanan 
Kesehatan di 
BRSD. RAA. 
Soewondo Pati. 

G. Pelayanan 
pasien 
rehabilitasi medik 

rotap-protap rehabilitasi rnedik 
ada pasien-paslen denqan 
enyakit : 

steoporosis. 
skoliosis. 
post arnputast 
osteoarthritis. 
gagal jantung. 
sindroma gillan barre. 
cidera medula spinalis. 
dysthropia muscularum 

__________ _._ __,__~resiva. _,_ _ 

Terdaftar sebagai pasien 
rawatjalan atau pasien 
rawat inap. 

! 

2. Tindakan medis 
operatif non 
dasar. 

--------------- -·---- .. --·---- ---------· 
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------ --- - 3. Kep.Direktur RM. t congenital talipes equino Kls II: 12.000 
Soewondo Pati varus I valgus. Kls I: 15.000 
No. 445/33/2003 paralisis cerebral. Kls VIP : 20.000 
tentang Penetapan k rheumatoid arthritis. Kls Pav: 30.000 
Pemberlakuan ~. infark myocard acut. 
Tarif. m, PPOK. 

4. Kep.Direktur ~- ashma bhronchiale pada 
BRSD. RAA. anak. 
Soewondo Pati No. 
1 Th. 2004 tent.ang 
Petunjuk 
Pelaksanaan Tarit 
Pelayanan 
Kesehatan Perda 
No. 8 Th. 2003. 

r 1 .fjin Gangguan · Perda Kab. Pati No. • Pengambilan blangko • Surat permohonan Formulir, peralatan 30 hari Sesuai Perda 11 
a nan 11 lh. 1999 tentang permohonan oleh pemohon. bermaterai yang kantor, loket, ruang Tahun 1999 

a11 fjin Gangguan • Penyerahan blangko setelah ditujukan kepada Bupati. tunggu. 
du diisi dan dilengkapi • FCKTP 

persyaratannya • Akte pendirian 
• Penelitian adrninistrasi, apabila perusahaan bagi 

lengkap diproses, jika belum perusahaan yang 
ditolak atau dikembalikan. berbadan hukum. 

• Dibuatkan ijin dan dibuatkan • Gambar/ lokasi/ denah. 
sertifikat. • FC IMS. 

• Dibuatkan surat • Surat pemyataan tidak 
pemberitahuan ke pemohon keberatan dari tetangga. 

• FC sertifikat tanah/ bukti 
perolehan tanah. 

~.ljin Melewati Jalan - • Pengarnbilan b!angko Surat permohonan Formulir, peralatan 1 hari (bisa Rp. :5.000,- urtul 
Tertarang v perrroho-ran oleh pemo'ion. bermaterai yang ditujukan kantor, loket, ruang I ditunggu) umum (tidak 

• Penyerahan blangko setelah kepada Bupati, tunggu. mencantumkan 
diisi dan ::lilengkapi • FCSTNK nomor kendaraan 
pe-svaratannya • FC KTP Rp. 18.000,- untul 

• Penelitian administrasi, apabila khusus (yang 
lengt~ap diproses, jika belum mencantumkan 
ditolak atau dikembalikan. nemor kendaraan 

13.ljin Menutup Jalan - • Pengambilan b!angko Surat perrnohonan yang Formulir, peralatan 1 hari (bisa Retribusi 
permohonan oleh pemohon. bermaterai yang ditujukan kantor, loket, ruang ditunggu) pelayanan 

keoada Bupati Pati. tunocu. administrasi/ legE? 

2.Kanto 
Pelay 
Perijin 
Terpa 



• Penyerahan blangko setelah Permohonan dilengkapi Rp. 5.000,- 
diisi dan dilengkapi dengan gambar jalan yang 
persyaratannya. ditutup dan jalan 

• Penelitian Administrasi. alternatifnya. 
• Penentuan rapatl jadwal 

pemeriksaan di lapangan. 
• Dibuatkan ijinnya 

4.ljin Pengumpulan UU No. 8 Th.1961, • Pemohon mengajukan Permohonan dilampiri Formulir, peralatan 2 hari Retribusi 
Dana Permensos Nomor permohonan yang telah proposal keg iatan: kantor, loket, ruang pelayanan 

14 Tahun 1982. dilengkapi dengan proposal. • Untuk peryunjukan. tunggu administrasi/ leg 
• Penelitian administrasi. • Untuk pembangunan Rp. 5.000,- 
• Dibuatkan ijin masjid/ pondok 

pesantren, PMI. 

5.ljin Reklame J Perda No.3 Tahun • Pengambilan blangko • Surat Permohonan Formutir, peralatan • 3 hari untuk • Retribusi 
1998, Peraturan permohonan oleh pemohon. bermaterai yang kantor, loket, ruang spanduk/ pelayanan 
Bupati Pati No. 8 • Penyerahan blangko setelah ditujukan kepada Bupati tunggu. kain urnbul- administrasi 
Tahun 2005. diisi dan dilengkapi Pati. umbul, layar Rp. 5.000,- 

persyaratannya • FC SKPD/ SKRD dari toke, stiker, • Pajak reklame 
• Penelitian Administrasi. Kanpenda reklame sesuai Perda. 
• Dibuatkan ijinnya. • Melampirkan gambar udara. • Uangjamin 

reklame yang aka.n • 30 hari (1 pembongkaran 
dipasang. bulan) untuk sesuai ket:entut 

• Melampirkan gambar megatron, yang ada (uang 
lokasi pemasangan. baliho, dapat diambil 

billboard, dll. pemilik sebelur 
melebihi janglt 
waktu yang tela 
ditentukan). 

6.ljin PenG;gunaan Perea Kab Pati No. • Membuat proposal dan • Membuat proposal dan Forrnulir, peralatan 5 hari • Sesuai Perda 
Alun-alun l 6 Tahun 2003 rnengajukan permohonan. mengajukan kantor, loket, ruang (retribusi Rp. 

• Surat Keterangan dari permohonan. tunggu 500.000, • per 
Diskimpras kaitarnya dengan hari) dibayarkar 
kebershan di bagian Umka 

• Surat Keterangan dari • Retribusi 
Diskimpras kaitannya pelayanan 
dengan kebersihan administrast Rp 

5.000,- 

.. I 
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• leges: 
Rp. 5.000,- 

•Adm: "10x 
retribusi 1 bulan. 

•Adm: 
Rp. 2500,00 

• Leges: 
Rp. 5.000,00 

•Adm: 
Rp. 2500,00 

• Leges: 
Rp. 5.000,00 

•Adm: 10x. 
retlibusi 1 butan 

• Leges: 
Rp. 5.000,00 

• Adm: 
Rp. 2.500,00 

" L.eges: 
Rp. 5.000,00 

1 minggu 

1 minggu 

1 minggu 

1 minggu 

1 minggu 

1 minggu-- • Adm :--- 
Rp. 2.500,00 

• Leges: 
Rp. 5.000,00 

la ya nan 

ormulir 
kantor 

rsip 

6. 

la ya nan 

onnulir 
kantor 

sip 

layanan 

ormulir 
kantor 

rsip 

la ya nan 

ormulir 
kantor 

sip 

ormulir 
kantor 

rsip 

ayanan 

ormulir 
kantor 

rsip 

ayanan 

ljin baru Perda No. 19 Tahun • Pendaftaran/permohonan. • Permohonan • Blangko f 
menempati 1995 tentang Pasar. • Pemeriksaan fasilitas yang • FC KTP 2 lbr i- Peralatan 
fasilita.s los dimohon. • Lemari a 
pasar. • Proses pembuatan ijin los baru ~ Komputer 

• ATK 
i- Ruang pel 

ljin perpanjangan Parda No. 19 Tahun • Pendaftaran/permohonan • Permohonan i- Blangko f 
menernpati 1995 tentang Pasar. • Proses pembuatan ijin • FC KTP 2 lbr • Peralatan 
fasilita.s los pasar perpanjangan los baru. • Surat ijin menempati • Lemari a 

fasilitas los baru i- Komputer 
• ATK 
i- Ruang pel 

ljin batik nama Perda No. 19 Tahun • Pendaftaran I permohonan • Surat Permohonan • Blangko f 
menempati 1995 tentang Pasar. • Proses pembuatan ijin balik • Surat pelimpahan dari • Peralatan 
fasilita.s los narna los, pedagang yang lama. • Lemari ar 
pasar. • FC KTP 2 lbr. • Komputer 

• FC tanda lunas • ATK 
kewajiban retribusi. • Ruang pe 

l;in baru Perda No. 19 Tahun • Pendaftara111 permohonan. • Permohonan • Blangko f 
menempati 1995 tentang Pasar. • Pemeriksaan fasilitas yang • FC KTP 2 lbr • Peralatan 
fasilita.s kios dimohon. • lemari a 
pasar. • Proses pembuatan ijin • Komputer 

• ATK 
• Ruang pe 

ljin perpanjangan Perda No. 19 Tahun • Pendaftaran/ permohonan. • Permohonan • Blangko f 
menempati 1995 tentang Pasar. • Proses pebuatan ijin , • FC KTP 2 lbr • Peralatan 
fasititas kios perpanianqan kios. • Surat ijin menempati • lemari ar 
pasar. fasilitas kios yang yang i- Kornputer 

lama. • ATK 
• Ruang pe 

ljin balik nama Perea No. 19 Tahun • Pendaftaran/ permohonan. • Surat Permohonan iw 81angko f 
menempati 1995 tentang Pasar. • Proses pembuatan jin balik • Surat pelimpahan. • Peralatan 
fasititas kios narna kios. • FC KTP 2 lbr • Lemari a 
pasar. • FC tanda lunas "'Komputer 

kewajiban retribusi. III ATK 
III Ruang pe _J __ 

-·--------, - 3.Kantor 1. 
Penqeblaan 
Pasar. 
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. Biaya pembuatJ 
Akla Pendirian 
oleh Notaris 
maximal: 
Rp 1.000.000.~ 

- Biaya penggan1 
leges Rp 5000, 

I 

Paling lambat 3 
bulan setelah 
diterimanya 
permintaan 
pengesahan 
pendirian. 
(UU No. 25/ 
1992 
Pasal 10) 

10 

I PENDIRIAN KOPERASI 
1. Pemrakarsa f yang akan 

mendiril<an Koperasi, 
mempersiapkan: 
a. Undangan Rapat Anggot:a 

Koperasi yg ditujukan kpd 
Kankop. Kabupaten Pati ( bg 
Nara sumber I Penyuluh) 

b. Tempat rapat dan daftar 
hadir. 

2. Rapat pembentukan Koperasi 
mernbahas antara lain : 
a. Nama dan tempat 

kedudukan Kop 
b. Permodalan 
c. Rencana awal 

k.egiatan/usa.ha Kop 
d. Pernilihan Pengurus. 

Pengawas, Manajer ( Kalau 
ada ) 

e, Penentuan masa jabatan 
Pengurus dam Pengawas 
Koperasl 

f. Pernbagian prosentase SHU 
g. Anggaran Dasar Koperasi. 
h. dan Lain - lain yg diperlukan 

3. Pengajuan permohonan 
pengesahan Badan Hukum 
Koperasi ditujukan kepada 
Bupati Pa.ti C.q Kantor 
Koperasi dar dibubuhi meterai 
Rp 6000 - dengan oilarnpiri 
persyaratan yg ditentukan. 

4. Kantor Koperasi Kab. Paf 
rnenehti ke!engkapan 
p€rsyaratan dan kebenaran 
materi'l Anggaran Dasar 
Koperasi dar Checking 

lapa._n_g_a_n_. ...._ I .... ------- 

a. Daftar Hadir Anggota 
Pendiri minimal 20 Org 

b. Foto Copy KTP wilayah 
Pati dan masih berlaku 

c. Bukti setor modal 
sekurang kurangnya 
simpanan pokok (KSP I 
USP minimal 15 Juta) 

d. Neraca awal 
e. Rencana kegiatan usaha 

(Prediksi SHU selama 
1th) 

g. Petikan berita acara 
rapat 

h. Surat kuasa pendiri 
i. Surat keterangan Kepala 

Desa, Ternpat Koperasi 
berdornisili, diketahui 
Cam at 

j. Akta pendirian dan 
Anggaran Dasar 
Koperasi yg sudah 
dinotariskan (rangkap 3 ) 

----- ·----.-------~- 

l l. , 

1. UU No 25/ 1992 
2. PP No 4 / 1994 
3. PP No 17 f 1994 
4. Kepmenkop & 

UKM No. 3511 
1998 

5. Kepmenkop s 
UKM Ne. 5/2000 

6. Kpmenkop & UKM 
No. 19/ 2000 

7. Kepmenkop & 
UKM No. 104.1/ 
2002 

8. Kepmenkop & 
Ul<M No. 98 I 2004 

9. Kepmen kop & 
UKM No. 123f 
2004 

0. Kepmenkop & 
UKM No. 01 / 2006 

1. Perda Kab.Paf 
No. 2112002 

2 Keputusan Bupati 
Pati No. 954/2003 

1. Pendirian 
Koperasi. 

,tKantor 
Koperssi 
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a 

·- 
5.Apabila pemohonan 

pengesahan 
BH Koperasi sudah sesuai 
ketentuan perkoperasian, 
Kantor Koperasi Kab. Pati 
mengajukan pengesahannya 
kpd Bupati Pati, 

6. Bupati menerbitkan Surat 
Keputusan tentang 
pengesahan Akta Pendirian 
Kop dan Sadan Hukum 
Koperasi. 

?.Kantor Koperasi 
mengadministrasikan Sadan 
Hukum Koperasi 

I 2. Perubahan II PERUBAHMJ ANGGARAN Hadir rapat Paling lambat3 - Biaya pembuat 1 1. Daftar - 
Anggaran Dasar DASAR KOPERASI j Anggota Koperasl. bulan setelah Akta Perubahan 
Koperasi. 1.Koperasi mengadakan Rapat 2.Benta Acara Rapat. diterirnanya Anggaran 

Anggota khusus perubahan 3.TDP dan NPWP. permintaan Dasar Kop 
Anggaran Dasar Koperasi dan 4.Akta perubahan AD Pengesahan oleh Notaris 
memenuhi quorum rapat Koperasi yg sudah maximal 
(sesuai AD Koperasi ) dirubah yg dinotariskan. Rp 1.000.000,- 

2. Rapat mem bahas rnateri 5.Foto copy Alda Pendirian - Biaya peng 
Anggaran Dasar yg dirubah dan Anggaran Dasar yg gantileges 

3.Koperasi mengajukan lama. Rp5000, - 
permohonan pengesahan 
perubahan Anggaran Dasar 
Kop kpd Bupati Pat.i Clq 
Kantor Koperasi Kab. Pati 
(bermeterai Rp 6000, - ) 
beserta larnpiranya i 

3. Pembubar an !II PEMBUBARAN KOPERASI , 1. Dattar hadir rapat, I - I Paling lambat3 - Biaya pengikat 
Koperasi. BEROASAR KAN 2. Banta acara rapat I l , bulan setelah an Keputusan 

KEPUTUSAN RAPAT notulen rapat, l I diterimanya per Ra at Anggota l 
ANGGOTA KOPERASl 3. Ber;ta acsra hasil I rnintaan di Notarlska.n 

1. Kop mengadaxan Rapat penyelesaian Asset pengesahan maximal 

I Anggota Khusus pembubaran Koperasi oleh Tim I Rp 1000.000,- 
Koperasi mernenuhi quorum Penyelesai. I - Biaya penggan 

_____ _L Ra pat ( sesuai AO Kop) 4. Akta pendirian dan leges Rp 5000,~ 
2. Rapat membahas rencana Anggaran Dasar 

pembubar an Koperasi. Koperasi 



Ma><. 3 bin. Su rat persetuj uan 
pembukaan kantor 
cabang. 

Max. 1 Minggu. Kertas Kerja dan 
Sertifikat 
Kesehatan. 

Sesuai jadwal 
dari Koperasi 

12 

a. Koperasi sudah 
berbadan Hukum 
minimal 2 Tahun. 

b. Data2 laporan keuangan 
( Neraca dan R/L) Kop. 

- Permohonan Pernbukaan 
kantor Cabang kepada 
Kantor l{operasi Kab. Pan 

- Petugas mendatangi ke 
Koperasi jenis KSPfUSP. Dan 
atau Koperasi meminta 
dievaluasi. 

INPRES N0.18/ 1998 1. BIMBINGAN TEKNIS - Jadwal rnateri Bimbingan 
MANAJEMEN Teknis yang dibutuhkan 

a. Koperasi mengajukan 
permohonan Bimbingan 
Teknis Manajernen Koperasi 
kepada Kantor Koperasi Kab, 
Pati sebagai Nara Sumber. 

b. Bimbingan dan konsultasL 

a Profil Koperasi lnduk 
b Profil Calon Pengelo!a 

Koperasi ( Manajer dan 
Karyawan ) 

c. Asset kantor Cabang 
d ~ eraea dan RJL kantor 

lnduk Koperasi 
e Legalitas/ Badar Hukum 

Tk.Prop'nsi/ Nasional. 
f. Daftar anggota di Kao. 

Paf (minimal 20 Org) 
g. Rencana keqa dan 

rencana usaha serta R/L 
Koperasi. -·--------"-----·----~·--------~-_, . __ _.__ _ _._ ._ ..,_ ....._ __ 

3. Pembentukan Tim penyelesai 
Asset dr unsur Pengurus & 
Anggota. 

4. Koperasi mengajukan 
permohonan pengesahan 
Pembubaran Kop kpd Bupati 
Pati c.q Kakankop. Pati 
beserta surat-surat 
persyaratannya. 

1 . UU No. 2511992 
Perkooerasian 12. Per~ran 

I Pemerintah 
No.9/1995 

3. Kep. MenKop & 
PKM f-.10.194/1998 

4. Kep. MenKop & 
PKM RI No. 
351!199S 

1 . UU No. 25/1992 
Perkoperasian 

2. PP No.911995 
3. Kep. MenKop &. 

PKM N0.194/ 
1998 

4. Kep. MenKop & 
PKMRINo. 
351/1998 

6.Pembukaan 
Kantor Cabang 
KSP/USP 
Koperasi. 

5. Penilaian 
l1ngkat Kesehat 
an KSP/USP 
Koperasi. 

4. Bimbingan 
kelembagaan/ 
Manajemen 
Koperasi. 
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kan 
n 
um. 

sJjuru 

Kredit bergulir 
kum jangka 

waktu 2 tahun 
dengan suku bur.ga 

saha 7 % per tahun. 
cil : 
yak 
ok 

O sfd 

n Buku-buku Max 3 bulan 
kuan pedoman dan form 

isian. 

rasi 

- - 
h Sanggup dibina dan 

mernbuat laporan 
kepada Kantor Kope 
Kabupaten Pati. 

7. Bimbingan Adm. 1 . UU No. 2511992 a. Dijadwalkan oleh Kankop Kab. a. Telah melaksanaka 
Pembukuan dan Perkoperasian Pati terhadap Koperasi baru administrasi pembu 
Akuntansi 2. PP. No.9/1995 b.Pengajuan dari Koperasi yang sendiri, 
Koperasi. 3. Kep. MenKop & bersanqkutan. b. Mempunyai petuga 

PKM N0.19411998 bu ku khusus. 
4. Kep. MenKop & c, Bersedia melaksana 

PKM RI No. petunjuk yang diberi 
351/1998 dng baik dan be.nar. 

5. Tupoksi Kankop. 

I I Tupoksi Kantor 
I 

8. Fasilitasi a.Dijadwalk:an oleh Kankop Kab. I a. Data-data dan bukti 
Permasalahan Koperasi. Pati terhadap Koperasi konk.rit. 
pada KSPJUSP. bermasalan, b.Bersedia diselesai 

b.Pengajuan dari Koperasi yang secara kekeluargaa 
bersangkutan I anggcta sebelum upaya Huk 
maupun penqaduan I c. Bersedia mentaati 
rnasyarakat. segala ketentuan ya 

berlaku. 

9. Kredit Modal Peraturan Bupati Pati a.KUKM Mengajukan Proposal a. Bagi Koperasi : 
Bergulir APBD No. 19 Tabun 2006. ke Kanter Koperasi - Sudah Berbadan Hu 
Kab Pati. b.Kankop mengadak.:m seleksi, - Telah melaksa.nakan 

c. Kankop merekomendasikan RAT 
ke Setda ( Perekonomian) 

1. 

Sehat o'ganisasi I u 
d.Setca ( Perekcnomian ) b Kelompok Usaha Ke 

menerbifkan surat - Memi:iki usaha yg la 
rexomendasi ke BPR BKK Pati - rvempunyai Kelomp 

e.BPR BKK rnerealisasi ke yg beranggotakan 1 
KUKM. 25 orang 

.. Mernpe;olet 
per.gesah.:m dar' Ke 
Desa dan Carna; 
seternpat, 

----,,------------r--------...--------- ------- 
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----- 
a. Proposal pengajuan Kredit lunak BIJMN. Tiap awal 10. Fasilitasi 1. Kepmen a.KUKM ke Kankop untuk . 

Pengajuan Keuangan konsultasi alokasi kredit kredit tahun 
Kredit BUMN. No.316/1994 BUMN. b. lampiran ijin yg dimiliki. 

2. UU No. 9 Th.1995. b.Mengajukan permohonan ke c. Usaha masih berjalan. 
BUMN yang dituju. d.Asset kurang dari 200 

juta di luar tanah dan 
bangunan. 

e.Omzet kurang dari 1 
Milyar/ tahun. 

11. Fasilitasi Tupoksi Kantor a.KUKM datang ke Kantor - Kategori Produk Sesuai jadwal . 
pengembangan Koperasi Koperasi untuk rnendaftar Unggufan clan menyesuai 
jaringan usaha b.Menyerahkan data usaha - Usaha yang masih eksis kan. 
dan pemasaran ·· Mempunyai kornitmen 

untuk berkembangfmaju 

5. Kantor A. Akta Catatan 1 . Kep Bupati Pati 1. Mengisi formufir ymum: 1 . Formutir 1. Wal<.tumin1 Perda Kab Pati 
Kependuduk Sipil No. 37 Th 2003 ttg permohonan 1 . Mengajukan 2. Loket hari No 12 Th 1999 
an dan 1. Akta kelahiran SOP Pencatatan 2. Formulir permohonan yg permohonan (formulir 3. Ruang tunggu 2. Waktu max 
Catatan Sipil bagiWarga dan Pelayanan telah diisi dan disediakan) 4.Komputer 3 hari 

Negara Akta-akta Capil di duandatanqeni pemohon 2. Surat keterangan lahir 5. Printer 
Indonesia Asli Kab. Pati lengkap dgn persyaratan dan Oesa(asli) 6.ATK 
.OOl!fil diserahkan kpd petugas 3. Fe. Surat/Akta Nikah 

a. Umum (usia O 3. Penelitian berkas atau perceraian orang 
std 60 hari persyaratan &konfirmasi tua (dilegali sasi dan 
kerja data oleh petugas atau menunjukkan asli 

4. Penelitian berkas 4. Fe. KK 
persyaratan oleh kas! dgn 5. Membayar retribusi 

b. Dispensasi membubuhkan paraf pd Pis1:2ensasi : 
(kerahiran ~ th. formulir permohonan 'I . sarna seperti akta 
1985) 5. Membayar retribusi & kelaniran bg WNI point a 

pemberi an nomor akta 2. Fe. ljazahfSTIB I 
6. Pencatatan ke dalam buku (ditegaisasi atau 

I 
register akta rnenunjukan ashnya)/ 

7. Penelitian dan Surat keteranqan dari 
penandatancan an buku Kepala Sekolah & I register oleh pernohon & diektahui pejabat yg I 
para saksi berwenar.g dim hal I 8. Penqetikan kutipan akta drop-out 

3 Fe. KTP 
c. Regulair (usia > SOA Reguler: 

60 hari s/d kef Sama seperti akta kelahir 
th< 1986 an ba WNI ooint b 
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Umum: 
1 . sama seperti akta 

kelahiran bg WNI point a 
2. Fe. Keterangan ganti 

nama& 
kev..-arganegaraan orang 
tua 

4. Fe KTP&KK orang 
tua(bawa aslinya) 

Tambahan: 
1. Sama seperti akta. 

kelahiran bagi WNI 
Keturuanan point a 

2. Surat penetapan 
Pengadilan Negeri (asli) 

3. Bagi yg sudah punnya 
ijaz.ah mlampirkan fc 
ijaz.ah/STIB 
(dilegalisisasi atau bawa 
aslinya) atau Surat 
keterangan dari Kepala 
Sekolah & diektahui 
pejabat yg berwenang 
dim haJ drop-out 

4. Fe. KTP & KK yang 
b&rsangkutan 

umum: 
1. Mengajukan 

permohonan (forrnulir 
disediakan) 

2. Surat keterangan lahir 
dari Desa (asli} 

3. Fe. Surat/Ale.ta Nikah 
atau perceraian orang 
tua (dilegalisasi dan 
atau menunjukkan asli 

4. Dokumenlsurat 
keimigrasian orang tua 
utk kepastian status 
warga negara anak tsb 

_?: Membayar re __ t_ri_b_us_i __ ...._ _ --------- 

SDA Akta kefahiran 
WfilL 
a. Umum {Usia O 

s/d 10 hari) 

b. Tambahan 
(Usia > usia 60 
hari kerja) 

Akta kelahiran 
bagiWNI 
Keturunan 
a. Umum (usia O 

s/d 60 hari 
kerja 



1. Waktu min 1 
hari 

2. Waktu max 
3 hari 

1.Formulir 
2. Loket 
3. Ruang tunggu 
4. Komputer 
5. Printer 
6.ATK 

Umum: 
1 . Mengajukan 

permohonan (formulir 
disediakan) 

2. Surat keterangan 
kematian dr Desai 
Kepala Kelurahan 

3. Fe akta kelahiran 
(dilegalisasi atau 
menuniukan asli) 

4. Fe akta perkav,linan/ 
akta perceraian dr ortu 
yg meninggal 
(dilegalisasi/ 
menunjukan asli) 

5. Surat bukti 
kewarganegaraan RI 
bagi WNI keturunan yg 
blm dicatatkan 
kewarganegaraannya 

6. Surat ganti nama bagi 
VVNI keturunan yg 
mempunyai perubahan 
nama/ganti nama & blm 
dicatatkn 

7. l\llembayar retribusi 
Tambahan: 
1 . Mengajukan 

permohonan (formulir 
disediakan) 

2. Surat keterangan 
kematian dr Desai 
Kepala Kelurahan 

3. Salinan surat penetapa.n 
pengadilan negeri (asli) 

Tambahan: 
1. Sama seperti akta 

kelahiran WNA point a 
2. Surat penetapan 

pengadilan negeri 

16 

1. Mengisi formulir 
permohonan 

2. Formulir permohonan yg 
telah diisi dan ditanda 
tangani pernohon lengkap 
dgn persyaratan diserahkan 
kpd petugas 

3. Penelitian berkas 
persyaratan & konfirmasi 
data oleh petugas . 

4. Penelitian berkas 
persyaratan oleh kasl dgn 
membubuhkan par-af pd 
formulir permohonan 

5. Memoayar retribusi & 
pemberian nomor akta 

6. Pencatatan kedlm buku 
register akta 

7. Penelitian dan penanda 
tanganan buku register oleh 
pemohon & para saksi 

8. Pengetikan kutipan akta 

·---------- 

b. Tambahan 

2. Ak.ta kematian 
Bagi WNI asli dan 
Keturunan 
a. Urnum 

b. Tarnbahan 
(Usia > 1 O harO 



17 
-~------·------·----------------------~~------------- 

1. Waktu min 1 
hari 

2. Waktumax 
3 hari 

1.Formulir 
2.Loket 
3. Ruang tunggu 
4.Komputer 
5. Printer 
6.ATK 

Pencatatan Pengaku~n 
Anak: 
1. Fe KTP !bu & Ayah 

(dilegalisasi atau 
rnenunjukan asli} 

2. Akta kelahiran anak yg 
bersangkutan (asli) 

Umum_;_ 
1. Mengajukan 

permohonan (formulir 
disediakan) 

2. Surat keterangan 
kematian dr Desai 
Kepala Kelurahan/ 
Rumah Sakit (as.Ii) 

3. Fe suratzdokumen 
keimigrasian 
(dilegalisasi atau 
menunjukan aslinya) 

4. Membayar retribusi 
Tarnbahan :. 

1. Mengajukan 
permohonan (formulir 
disediakan) 

2. Surat keterangan 
kematian dr Desai 
Kepala Kelurahan/ 
Rumah Sakit (asli) 

3. Salinan surat penetapan 
pengadilan negeri (asll) 

4. Mernba.yar retribusi 

1. Mengisi forrnulir 
permohonan 

2. Formulir perrnohonan yg 
telah diisi dan 
ditandatangani pemohon 
lengkap dgn persyaratan 
diserahkan kpd petugas 

3. Pengakuan & 
pengesahan 
!!l!!S 

a. Pencatatan 
Pengakuan 
Anak 

b. Tarnbahan 

Akta Kematian 
bagl WNA. 
a. Umum 

--------------...,.....----------,,--------------,.-4-. F-e-akta kelahiran 
(dilegalisasi atau 
menuojukan asli) 

5. Fe akta perk.a1,vinan/ 
akta perceraian dr ortu 
yg meninggal 
(dilegalisasi/ 
menunjukan asliJ 

6. Membayar retribusi 
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3. Penelitian berkas 3. Surat/dokumen 
persyaratan &konfirmasi keimigrasian bagi WNA 

b. Pencatatan data o!eh petugas 4. Membayar retribusi 
Pengesahan 4. Penelitian berkas Pencatatan Pengesahan 
Anak persvaratan oleh kasl dgn .8_nak: 

membubuhkan paraf pd 1. Fe KTP lbu & Ayah 
formulir permohonan (dilegalisasi atau 

5. Membayar retribusi & menunjukan asli) 
pemberian nomor akta 2. Akta kelahiran anak yg 

6. Pencatatan kecllm buku bersa.ngkutan (asli) 
register akta 3. Surat/dokumen 

7. Penelitian dan keimigmsian bagi WNA 
penandatangan buku 4. Membayar retribusi 
register oleh pemohon & 
para saksi 

8. Pengetikan kutipan akta 

4. Pengangkatan 1. Mengisi formulir Bagi WNI A~ & Keturunan : 1. Formulir 1. Waktu min 1 
!M.!S permohonan 1. Mengajukan surat 2. loket hari 

a. Bagi WNI Asli 2. Formulir permohonan yg permohonan (formulir 3. Ruang tunggu 2. Waktu max 3 
& Keturunan telah diisi dan disediakan) 4. Komputer hari 

ditandatangani pemohon 2. Akta kelahiran bg yg 5. Printer 
lengkap dgn persyaratan sudah memiliki (asli) 6.ATK 
diserahkan kpd petugas 3. Surat kelahiran dr 

3. Penelitian berkas Kades/Kelurahan (asli) 
persyaratan & konfirmasi 4. Fe Surat Nikah/Akta 
data oleh petugas atau Surat ceraL'akta 

4. Penelitian berkas perceraian ortu kan 
persyaratan oleh kasi dgn dung & ortu anglcat 
membubuhkan paraf pd (dilegalisasi atau 
formulir permohonan menunjukan asli) 

5. Membayar retribusi & 5. Salinan penetapan 
pemberian nomor akta pengadilan negeri atau 

6. Pencatatan kedlm buku alcta pengangkatan anak 
register akta dr notaris yg sudah 

7. Penelitian dan didaftarkan di 
penandatangan buku pengadilan (dilegalisasi 
register oteh pmohon & para ato menunjukan asli) 
saksi 6. Fe STTB (di!egalisasi 

8. Pengetikan kutipan akta atau rnemmjukan 
aslinya) 
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_____ ,..._ _ 

·---------·-.-------------.---------.---- 7. Surat keterangan dr 
Kepala Sekolah (bagi yg 
drop outlputus 
sekolahltclk memiliki 
STIB) 

8. Membayar retribusi 
BagiWNA: 

1 . Mengajukan surat 
permohonan (formulir 
disediakan) 

2. Akta kelahiran bg yg 
sudah memiliki (asli) 

3. Fe bukti 
kev11arganegaraan & 
keirnigrasian dr ortu 
angkat (dilegalisasi atau 
menunjukanasli) 

4. Fe Surat kawin/Akta 
atau Surat cerailal<ta 
perceraian ortu kandung 
& ortu angkat 
(di1,3galisasi atau 
menunjukan asli) 

5. Salinan penetapan 
pengadilan negeri atau 
akta pengangkatan anak 
dr notaris yg sudah 
didaftarkan di 
pengadilan (dilegalisasi/ 
menunjukan asli) 

6. Fe STTB (dHegalisasi 
atau menunjukan 
aslinya) 

7. Surat keterangan dr 
Kepala Sekolah (bagi yg 
drop out/putus 
sekolah/tdk memiliki 
STIB) 

8. Membayar retribusi 

b. BagiWNA 
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1. Formulir 
2. Loket 
3. Ruang tunggu 
4. Komputer 
5. Printer 
6.ATK 
7. Ruang 

Perkawi nan 

1. Waktu min 
15 hari 

2. Waktu max 
30 hari 

5. Akta 1. 
gerkawinan 
bagiWNI 

a. Umum 
(pengajuan ~ 
30 ha ri sejak tgl 
pmberkatan) 

2. 

3. 

Kedua calon mempelai Umum : 
menghadap petugas utk 1. Mengajukan 
mendapatkan petunjuk permohonan 
mengenai persyaratan, 2. Surat pemberitahuan 
proses pelaksanaan & kepada 
prosedur pncatatan KepalaKandukcapil 
perkawinan (formulir disediakan) 
Petugas menyerahkan 3. Mengisi formulir utk 
formuir yg harus diisi oleh psncatatan perkawinan 
kedua calon mempelai (formulir disediakan) 
Kedua. calon mempelai 4. Surat persetujuan utk 
menerima & mengisi melangsungkan 
formulir2x serta pernikahan (fom1ulir 
menyerahkan kpd petugas disediakan) 
lengkap dgn berkas 5. Surat keterangan 
persyarat an yg tetah hubungan rnernpelai dgn 
dit.entukan orang tua dari 

4. Penelitian berkas Kades/Kelurahan 
persyaratan oleh petugas (formulir disediakn) 

5. Penelitian berkas 6. Surat ket asal-usul 
persyaratan oleh kasi & mempelai dari 
memberikan paraf pada Kades/Kel (formulir 
forrnulir permohonan disediakan) 

6. Pengumuman perkawinen 7. Surat ket utk ka-Nin dari 
7. Apabila salah satu calon Kades/Kel (formulir 

mempelai berdomisili di luar disedlakan) 
kab. Pati, Kandu~:capil 8. Surat pernvataan belurn 
mengirimkan pengumuman pernah menikah dari ke- 
perkavvinan kepada 2 mempelai bermaterai 
lembaga catatan sipil Rp. 6000 (formulir 
Kabupaten/Kota dimana disediakan) 
salah satu calon mempelai 9. Fe akta kel 
bertempat tinggal (dilegalisasilmenunjukan 

8. Kantor Kependudukan & aslinya) 
Catatan Sipil menerima ho.Fe. KTP (dilegalisasi atau 
surat jawaban dari Lembaga menunjukan aslinya) 
Capil Kab/ Kota dimana n 1. Foto ca Ion pngantin 
salah satu calon mempelai hitam putih ukuran 4x 6 
bertempat tinggal berdampingan sebanyak 

9. Pembayaran retribusi dan 4 lbr l 
pemberian nomor akta h2.Surat keterangan sehat 

dari dokter 

~----------~------------'------------------'-----------------------.....L----------------·-----'------~·---------'----------~ -~~- 
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13.Surat keterangan tlh 
mendapatkan imunisasi 
TT1 s TT2 dr dexter 
puskesrnas bagi calon 
mempelai wanita 

14.Menunjuk 2 orang saksl 
yg telah berusia 21 th ke 
atas f pernah menikah 
yg dibuktikan dgn surat 
kterangan saksi (fomtulir 
disdiakan) 

15.Surat persetuiuan orang 
tua (formulir disediakan) 

16.0rang tua kedua 
mempelai & saksi hadir 
pd waktu pencatatan 

17.Fc akta kernatian orang 
tua bagi orang tua 
mempelai yg sudah 
meninggal dunia 
(dilega.lisasi &! 
menunjukan asli) 

18.Surat pernyataan bagi 
yg orang tuanya tdk dpt 
haciir saat pencatatan 
(formulir disediakan) 

19.Akta perceraian 
(asli)atau fot:ocopy akta 
kematian (dilegalisasi 
atau rnenunjukkan 
aslinya) bagi janda I 
dud a 

20.bagi calon mempelai 
wanita belurn berumur 
16 tahun hrs mendapat 
kan dispensasi dari 
pengadilan 

! 10. Calon mempelai dapat 
melaksanskan pemberkatan 
oleh pemuka agama di 
Gereja/Vihara/ Pura yg 
ditunjuk 

11. Setelah pemberkatan, 
dilaksanakan pencatatan& 
penerbitan kutipan akta 
perkawinan sesuai prosedur 
& ketentuan yg berlaku 
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21.Mendapatkan 
pemberkatan di Gereja, 
Vihara, atau Pura 
(dibuktikan dgn foto 
copy surat pemberkatan 
dgn menunjuk kan 
aslinya) 

22.Surat ijin dari atasan/ 
komandan bagi anggota 
TNI/Polri 

23.Mernbayar retribusi 

b. Terlarnbat SOA Terlambat Pencatatan :. 
Pencatatan 1. Mengajukan 

permohonan 
2. Surat pemberitahuan 

kepada Kepala 
Kandukcapil (formulir 
disediakan) 

3. l'vlengisi fom,ulir utk 
pencatatan perkawinan 
(formulir disediakan) 

4. Surat persetujuan utk 
melangsungkan 
pernikahan (formulir 
disediakan) 

5. Surat keterangan 
hubungan mempelai dgn 
orang tua dari 
Kades/Kelurahan 
(formulir disediakn) 

6. Surat ket asal-usul 
mempelai dari 
Kades/Kel (formulir 
disediakan} 

7. Surat ket utk kawin dari 
Kades/Kel (formulir 
dlsediakan) 

8. Surat pernyataan belum 
pernah menikah dari ke- 
2 mempelai bermaterai 
Rp. 6000 {formulir 
disediakan) 
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9. Fe akta kel (dilegalisasi/ 
menunjukan aslinya) 

~O. Fe. KTP {dilegalisa.si 
atau rnenunjukan 
aslinva) 

rt 1. Foti:, calon pngantin 
hitam putih ukuran 4 x 6 
berdampingan sebanyak 
41br 

I 
~ 2. Surat keterangan sehat 

dari dokter 
rt 3. Surat keterangan tlh 

mendapatkan imunisasi 
TTi & TI2 d r dokter 
puskesrnas ba.gi calon 
rnempelai wanlta 

~4. Menunjuk 2 orang saksi 
yg telah berusia 21 th ke 
atas/ pernah menikah yg 
dibuktikan dgn surat 
kterangan saksl (forrnulir 
disdiakan) 

~5. Surat persetujuan orang 
tua (formutir disediakan) 

~ 6. Orang tua kedua 
mernpelai & saksi hadir 
pd waktu pencatatan 

~7. Fe akt.a kematian orang 
tua bagi orang tua f 

mempelai yg sudah 
meninggal dunia 
(dilegalisasi &I 
menunjukan asll) 

18. Surat pernyataan bagi 
yg orang tua nya tdk dpt 
hadir saat pencatatan 
(formulir disediakan) 

19. Akta perceraian 
(asli)atau fotocopy akta 
kernatian (dilegalisasi 
atau menunjukkan 
aslinya) bagi janda I 
duda 

·- 
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)Q. Foto copy surat 
pemberkatan dari gereja 
lvihara/pura dilegali sasi 
& menunjukan aslinya 

21. Surat ijin dari 
atasan/komandan beQi 
anggota TNI/Polri 

22. Mernbayar retribusi 

1. Mengajukan 
permohonan 

2. Surat pemberitahuan 
kepada Kepala 
Kandukcapil (formulir 
disediakan) 

3. Mengisi formulir utk 
pencatata.n perkawinan 
(formulir disediakan) 

4. Surat persetujuan utk 
melangsungkan 
pernikahan (formulir 
disediakan) 

5. Surat keterangan 
hubungan mempelai dgn 
orang tua dari 
Kades/Kelurahan 
(formuUr disediakn) 

6. Surat ket asal-usul 
mempelai dari Kades/ 
Kel (formulir disediakan) 

7. Surat ket utk kawin dari 
Kades/Kel (formulir 
disediakan) 

8. Surat pemyataan belum 
pernah menikah dari ke- 
2 mempelai bermaterai 
Rp. 6000 (formufir 
disediakan) 

9. Fe akta kel (dilegalisasi/ 
menunjukan aslinya) 

rn. Fe. KTP (dilegalisasi 
atau menunjukan 
aslinya) --~~~~~~~-~·- ----- 

Akta Perkawinan 
bg WNI Keturunan 
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1. Foto calon pngantin 
hitam putih ukuran 4 x 6 
berdampingan sebanyak 
4 lbr 

2. Surat keterangar, sehat 
dari dokter 

3.Surat keterangan tlh 
mendapatkan imunisasi 
TT1 & lT2 d r dokter 
puskesrnas bagi calon 
mempelai wanita 

4. Menunjuk 2 orang saksi 
yg telah berusia 21 th ke 
atas I pemah tnenikah 
yg dibuktikan dgn surat 
kterangan saksi (fom,ulir 
disediakan) 

5. Surat persetujuan orang 
tua (formulir disediakan) 

6. Orang tua kedua 
mempelai & saksi hadir 
pd wa.ktu pencatatan 

7. Fe akta kematian orang 
tua bagi orang tua 
mempelai yg sudah 
meninggal dunia 
(dilegalisasi & I 
menunjukan asli) 

8. Surat pemyataan bagi 
yg orang tuanya tdk dpt 
hadir saat pencatatan 
(formulir disediakan) 

9. Akta perceraian 
(asli)atau fotocopy akta 
kematian (dilegalisasi 
atau menunjukkan 
aslinya) bagi janda/ 
duda 

. Foto copy surat ganti 
namaortu 

1 . Mendapatkan 
pemberkatan di Gereja, _J 

___________ ,___V_i_h_ar._a_. atau P_ur_a __ __.._ _ 

25 
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---------·--------~-----------....._---------~------- ------ 

T----- 
1 . Mengajukan 

permohonan 
2. Surat tanda melapor diri 

dr kepolisian 
3.Pasport 
4. Surat ijin dr kedu1aan/ 

perwakilan diplomatik 
5. Surat pemyataan tidak 

dim ikatan perkawinan 
(diketahui pejabat yg 
berwenang 

6. Surat pemberkatan dari 
pemuka agama 

7. Surat ijin dr dinas 
tenaga kerja & 
transmigrasi bagi tenaga 
kerja asinq 

8. Surat keterangan dr 
perusahaan tempat 
bekerja 

9. Fotocopy akta kel 
(dilegalisasi atau 
menunjukan asli} 

hO. Foto copy KTP dr 
negara asal (dilegalisasi 
atau menunjukan 
aslinva) 

h 1. Foto calon pengantin 
hitam putih 4 x 6 cm 
berdampingan sebanyak 
41br 

h 2. Surat keterangan dr 
dokter puskesrnas 

~ 3. Surat keterangan tlh 
mendapatkan im umsas! 
TT1 & TI2 dr dokter 
puskesmas bagi calon 
rnempelai wanita 

22. Mernbayar retribusi 

Akta Perka:winan 
BagiWNA 



' 
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Waktu min. 
5 hari 

¥ak.tu max 
30 hart 

14. Menunjuk2 orang saksi 
yg telah berusia 21 th ke 
atas/ pernah menikah yg 
dibuktikan dgn surat 
kterangan saksi (formulir 
disdiakan) 

~ 5. Surat persetujuan orang 
tua (formulir disediakan) 

~6. Orang tua kedua 
mempelai & saksi hadir 
pd waktu penca.tatan 

~7. Akta perceraian 
(asli)atau fotocopy akta 
kematian (dilegalisasi 
atau menunjukkan 
aslinya) bagi janda/ 
dud a 

~ 8. Mendapatkan 
pemberkatan di Gereja, 
Vihara, atau Pura 

~9. Membayar retribusi 

6. Akta perceraian 1. Pemohon menghadap 1. Mengajukan permohon 1.Formulir 1. 
petugas untuk mendapatkan an (formulir disediakan 2. Loket 1 
petunjuk mengenai 2. Salinan putusan 3. Ruang tunggu 2. \ 
persyaratan & prosedur percearaian dari 4.Komputer 
pencatatan percsraian Pengadilan Negeri yg tlh 5. Printer 

2. Petugas menyerahkan mempunyai kekuatan 6.ATK 
formulir yg harus diisi oleh hukurn (asli) 
pernohon 3. Akta perkawinan asli 

3. Pemohon rnenerima & 4. Membayar retribusi 
mengisi formulir-formulir 5. Membayar denda 
serta menyerahkan kpd keterlambatan (bila surat 
petugas lengk.ap dgn berkas penetapan pengadilan & 
persyaratan yg telah atau pengajuan 
ditentukan permohonan pencatatan 

4. Penelitian berkas terlambat 
persyaratan oleh petugas 

5. Penelitian berkas 
persyaratan oleh Kasi & 
memberikan paraf pada 
formulir permohonan 



• 

Walctu max 10 
hari 

1.Formulir 
2. Loket 
3. Ruang tunggu 
4.Komputer 
5. Printer 
6.ATK 
7. Sarana 

Transportasi 

KKBaru: 
1. KK & KTP lama 
2. Fe Buku Nikah/Kutipan 

Akta kawin bagi yg 
sudah menikah 

3. Fe Akta kelahiran bagi 
yang telah memiliki 

4. Mengisi data keluarga & 
biodata setiap anggota 
keluarga 

5. Khusus bagi penduduk 
WNI yg baru 
pindah/datang dr luar 
negeri membawa surat 
keterangan datang dr 
luar negeri 

KK bagi genduduk ¥9 
punya NIK: 
1. Fe KK lama yg ada NIK 

nya 
2. bagi penduduk yg 

membentuk rumah 
tangga baru 
menyertakan fc buku 
nikah.l kutipan akta 
kawin & fc KTP calon 
kepala keluarga yg ada 
NIK-nya 

3. bagi penduduk yg 
pindah tmpt tinggal 
menyertakan Surat 
keterangan pindah 
datang 

28 

Permendagri 
No. 28 Th 2005 ttg 
Pedoman 
Penyelenggaraan 
Pendaftaran 
Penduduk dan 
Pencatatan Catatan 
Sipil. 

b. KKbagi 
penduduk yg 
punya NIK 

Pendaftaran 
Penduduk 
1. KK (kartu 

keluarga) 
a. KK Baru 

1. Pemohon data11g ke 
Kel/Desa dgn mernbawa 
Surat Pengant.ar yg 
diketallui oleh Ketua RT & 
RW dilarnpiri data 
pendukung 

2. Pemohon rnengisi blangko : 
Formulir F'l-01 bagi yg 
biodatanya blm terekam dim 
data base (komputer) 
Formulir Fi-06 

3. Petugas Desa/l<el 
(Registrar) melakukan 
verifikasi & validasi 
perrnchonan tersebut & 
mencatat dim BHP3K 

4. Formulir F'l-01&F1-06 
beserta persvaratan 
pendukung dikirim ke Kee 
oleh petugas/ yg 
bersangkutan (pemohon) 

5. Formulir diVErifikasi & 
divalidasi serta dicatat ke 
dlrn BHP3K oleh petugas 
kec. 

6. Formulir F1-01 & F1-06 
dikirim oleh petugas Kee ke 
Kandukcapil utk diproses 

7. Petugas Kandukcapil 
melakukan verifikasil 
validasi & mencatat kedlm 
BHP3K 

8. Proses cetak/print out 
9. Petugas Kecarnatan 

mengambil print out KK yg 
~~-~--~-~-~--~-~~--'-----~~~~~-~ ...... -~lahj~d\_5:!rKandukc~ 

6. Membayar retribusi & 
pemberian nomor 

7. Pencatatan & penerbitan 
kutipan akta perceraian 
sesuai prosedur & 
ketentua.n yg berlaku 



--.---·---- 

Waktu max 10 
harl 

1.Formulir 
2.Loket 
3. Ruang tunggu 
4. Komputer 
5.Printer 
6.ATK 
r.sarana 

Transportasi 

Pemohon KTP baru : 
1. Fe. KK 
2. Fe KTP lama 
3. Fe surat nikah/alda 

kawin bgi penduduk yg 
belum berusia 17th tp 
sudah nikah 

4. Fe Surat kenal lahir/ 
akta kelahiran 

5. Foto copy dokumen 
imigrasi (paspor,izin 
tinggal tetap (bagi orang 
asing tinggal tetap) 

4. bagi penduduk yg KK 
hilang/rusak menyerta 
kan Surat ket dari 
kepolisian/Ket Oesa 

Numpang KK: 
1. Bagi penduduk yg KK 

lama dibawa pindah 
oleh kepala keluarga, 
menunjukan KK lama 

2. Bagi anggota keluarga 
pindah ternpat 
tinggal,rnen unjukan 
Surat keterangan pindah 
dr daerah asal 8: fc KK 
lama 

3. Khusus utk penduduk 
asing tinggal tetap, 
selain persyaratan 
angka 1 &2 
melampirkan fc 
dokumen keimigrasian, 
(paspor, izin tinggal 
Surat tanda lapor diri 
(STLD) dr kepclisian, & 
surat ket tempat tinggal 
(SK.TT) 
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1. Pernohon datang ke 
Kel!Desa dgn rnembawa 
Surat Pengantar yg 
diketahui oleh Ketua RT & 
RW dilarnpiri data 
pendukung 

2. Pemohon rnengisj 
blangkolformulir F1-07 

3. Petugas Desa/Kel (Registrar) 
rnetakukan 'lerifikasi & 
validas' permohonan 
tersebut & mencatat dim 
8HP3K 

10. Pemohon atau Petugas 
Desa mengambil print out 
KK 

2. KTP 
a. Pernohon KTP 

baru 

c. Numpang KK 
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TASIMAN 
:Fl:..NELlTlAN 

f 
BUPATI PATI, 

Permohonan KTP 
Pengganti: 
1. Sagi l<TP yg rusak 

melampirkan KTP yg 
rusak & Keterangan dr 
Desa 

2. Bagi l<TP yg hilang 
melarnpirkan Surat 
keterangan kehilangan 
KTP dr Kepollsian 

3. Fe KK yg dimiliki 

Permohonai, 
Perpanjangan KTP : 
1. Fe. KTP lama 
2. Fe KK yang dimiliki 

30 

_ _.._ __._ _ 

4. Formulir F1-07 beserta 
persyara.tan&data 
pendukung dikirm ke Kee 
oleh petugas.fpernohon 

5. FormuUr diverifikasi & 
divalidasi serta dicatat ke 
dim BHP3K oleh petugas 
kec. 

6. Membayar retribusi KTP 
7. Forrnulir F1-07 dikirim oleh 

petugas Kee ke Kanduk 
capil utk diproses 

8. Petuqas Kandukcapil 
melakukan verifikasi/ 
vahdasi & menoatat kedlm 
BHP3K 

9. Proses cetak/prin out 
10. PetL1gas Kecamatan 

mengambil print out 
KTPyang telah jadi dr 
Kandukcapil 

11. Pemohon atau Petugas 
DEtSa mengambii print out 
KTP 

c. Perrnchonan 
KTP Pengganti 

b. Permohonan 
Perpanjangan 
KTP 
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Dinas / lnstansi Jenis Pelayanan DasarHukum Prosedur Pelayanan Persyaratan Sarana dan Waktu Biaya 
Prasarana Penyelesaian Pelayanan 

1. Kantor Camat 1. Kartu Tanda Perda Kab. Pati a. KP 2 dan foto diserahkan • KP 2 yang sudah Komputer 1 hari Rp. 4.000,00 
Pati Penduduk (KTP) No. 12 Th. 1999 petugas kecamatan ditandatangani pemohon 

ttg Retribusi b. Penelitian data dan Kades I Lu rah. 
Penggantian biaya c. Penandatanganan oleh Camat • Pas Foto 2 x 3 : 3 lembar 
cetak KTP dan dan pemberian cap stempel, 
Akte Catatan Sipil selanjutnya pemohon 

memproses k.e Kandukcapil 

2. Kartu Keluarga. Perda Kab. Pati a. Blangko DK 1 diserahkan • Blangko a< 1 yang Komputer 1 hari . 
No. 12 Th. 1999 petugas kecamatan sudah ditandatangani 
ttg Retribusi b. Penelitian data dan pencetakan pemohon, ketua RT, RW 
Penggantian biaya KK dan Kades/ Lurah 
cetak KTP dan c. Penandatanganan oleh camat 
Akte Catatan Sipil dan pemberian stempel 

3. Surat Pindah a. Surat keterangan pindah dari • Surat Keterangan Pindah 1 hari 
Penduduk. desa/kelurahan clan foto Penduduk pengantar dari 

diserahkan petugas kecamatan Desa f Lurah 
b. Penelitian data dan pengetik.an 

surat keterangan pindah dari 
kecamatan 

c. Penandatanganan oleh camat I 
sekcam/ kasi dan pemberian -· capstempel 

d. Pengiriman surat keterangan 
plndah oleh yang bersangkutan 
untuk dikirim ke tempat yang 
dituju, sedangkan tembusan 
dikirirn ke kecamatan dan 
kabupaten dimana yang 
bersangkutan tinggal oleh 
kecama1an Pati 

JENIS PELAYANAN, DASARHUKUM, PROSES DAN PROSEDUR, PERSYARATAN 
SARANA DAN PRASARANA, WAKTU DAN BIAVA PELAYANAN 

( KECAMA TAN ) 

Peraturan Bupati Pati 
Nomor 26 'Pahun 2 
Tanggal13 Desombq 

20C 

LAMPIRAN IV 
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14. Surat Keterangan Surat pengantar dari desa ke Surat Pengantar dari 15 Menit 
Catatan Kriminal kelurahan dimintakan tanda tangan Kades/ Lurah yang sudah 
(SKCK) Carnat dan Ramil, selanjutnya ditandatangani pemohon 

pemohon memproses ke Pol res Pati dan Kades/ Lurah. 

5. ljin Keramaian Perda Kab. Pati a. Surat pengantar dari desa ke 1. Surat pengantar dari 
No. Tahun kelurahan dimintakan tanda Kade&' Lurah. 15 menit 

tangan Camat, dan Ramil, 2. ljin pentas 
Kapolsek 

b. Kemudian pemohon menerus 
kan ke Polres Pati dan Polres 
Pati mengeluarkan surat ijin 
keramaian 

6. ljin Mndirikan Perda Kab.Pati a. Pemohon mengisi blangko dari 1. Blangko dari Kanyandu 
Bangunan No. 4 Tahun 1999 Kanyandu Kab. Pati, setelah Kab. Pati; 15 menit 

ttg Retribusi ljin diisi ditandatangani Pemohon 2. FC KlP; 
Mendirikan diketahui Kades/Lurah 3. FC SertifikatTanah 
Bangunan kemudian dimintakan tanda (apabila tanah belum 

tangan Camat; bersertifikat harus ada 
b. Selanjutnya berkas yang sudah Pernyataan dari yang 

lengkap diajukan ke Kantor bersangkutan dan 
Pelayanan Perijian Terpadu diketahui Kades/Lurah) 

I 
Kab. Pati oleh Pemohon. 4. Surat pemyataan tidak 

keberatan dari 
tetangga yang 
diketahui Kades/Lurah. 

5. Surat pernyataan tidak 
keberatan dari 
tetangga yang 
diketahui Kades/Lurah 
dan Camat. 

7. ljin Gangguan Perda Kab. Pati a. Pemohon mengisi blangko dari 1. Blangko dari Kanyandu 
No.11 Tahun 1999 KPPT setelah diisi Kab. Pati; 
ttg Retribusi ljin ditandatangani pemohon 2. FC KTP; 
Gangguan diketahui Kades/ Lurah 3. Surat Pemyataan tidak 

kemudian dimintakan tanda keberatan dari 
tangan Camat tetangga diketahui 

b. Selanjutnya berkas yang sudah Kades I Lurah dan 
lengkap diajukan ke KPPT Kab. Ca mat. 
Pati oleh Pemohon 4. Garn bar kasar tempat 

usaha diketahui k:adesl 
Lurah dan Ca.mat 



• 

3 

8. ljin Domisili, a. Surat keterangan dari desa/ Su rat Keterangan dari 
NPWP,SIUP kelurahan ditandatangani Desai Kelurahan 

pemohon dan Kades/ Lurah 
dimintakan tanda tangan Camat 

b. Kemudian pemohon rnendaftar 
kan ke OISINDAG Kab. Pati 

~- Surat Keterangan a. Surat keterangan pindah nikah 1. Surat Keterangan 
Pindah Nikah/ dari desa/ kelurahan ditanda Pindah Nikah dari 
Dispensasi tangani pemohon, Kades/ Lurah Desai Kelurahan 

dimintakan tanda tangan Camat 2. Blangko dari KUA (N1 
b. Untuk pengajuan dispensasi s.d. N6) 

dibuat secara terpisah 3. FC ljazah 
c. Kemudian sernua berkas 4. Aleta Kelahiran 

didaftarkan ke kant.or KUA 5. Untuk Pemohon yang 
berstatus janda/ duda 
cerai dilampiri surat 
akta cerai dari 
Pengadilan Agama 

6. Untukjanda/ duda 
meninggal dunia 
dilampiri surat 
kematian dari desa/ 
kelurahan 

7. Bagi pemohon yang 
melaksanakan 
pernikaban kurang dari 
1 O hari sebelum hari H 
harus mengajukan 
dispensasi 

10. Rekomendasi a. Pemohon mengajukan Permohonan bantuan oleh 
Permohonan permohonan kepada Camat panitian pembangunan 
Bantuan I untuk mendapatkan yang diketahui Kades/ 
Renovasi Tempat rekomendasi Lurah permohonan harus 
lbadah/ b. Kecamatan mengadakan jelas untuk ditujukan 
Pendidikan pengecekan ke lokasi tempat kepada Bupati atau 
Keagamaan ibadah/ pendidikan keaqarnaan Gubemur 

yang akan dibangun atau 
direnovasi secara selek:tif 

c. Camat rnernberi rek.omendasi 
yang ditujukan kepada Bupati 
Pati secara terpisah 
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11 . Rekomendasi a. Pemohon mengajukan Surat rekomendasi 
Penelitian/ rekomendasi penelitian/ penelitian f research dari 
Reseerch researoh kepada Camat untuk kantor Penelitian dan 

mendapatkan surat Pengembangan 
rekomendasi Kabupaten Pati 

b. Kecamatan membuat surat 
rekomendasi penelitian/ 
researr:;h yang ditujukan kepada 
Kades. Lurah yang wilayahnya 
akan digunakan untuk 
penelitian. 

12. Permohonan a. Surat pengantar/ keterangan Surat keterangan dari 
keringanan biaya dari desal kelurahan dimintakan Kades/ Lurah yang sudah 
pengobatan, tanda tangan Camat ditandatangani pemohon 
keringanan SPP b. Selanjutnya oleh yang dan diketahui K.ades/ 
dan Permohonan bersangkutan dibawa/ disampai Lurah dan Camat 
beasiswa kan ke ins1ansi yang dituju 

a. Blangko dari kantor Taspen dan 
13. Legalisasi daft:ar susunan keluarga setelah 1. Blangko isian dari 

Persyaratan diisi ditandatangani pemohon Kantor Taspen 
Pengurusan dan Kadesflurah dan 2. FCK1P 
Pensiun dimintakan tanda tangan Camat 3. FCKK 

b. FC K1P dan KK dilegalisir 4. Daftarsusunan 
Kepala Desa/Lurah dan Camat keluarga 

c. Surat pernyataan, IMB, surat 5. Foto hitam putih 4 x 6 : 
keterangan hak atas tanah, FC 21embar 
KTP diajukan camat untuk 
dilegalisasi 

d. Kemudian semua persyara1an 
oleh pemohon dimintakan 
rekomendasi kepada pejabat 
yang be,wenang 

e. Selanjutnya setelah semua 
persyaratan lengkap berkas 
dikirim k.e kantor Gubernur Jawa 
Tengah 



14. Pengajuan a. Kepala Desa/Lu rah pernbuat Proposal dari Kades/ Lurah 
Pembangunan proposal berdasarkan hasil yang dlketahui Camat 
Sarana Umum/ musyawarah/usulan/ 
Bantuan Aspal masyarakat desa/kelurahan yg 

ditandatangani LKMD, 
KadeslL.urah dan BPD 

b. Proposal ditujukan pada Bupati 
Pati lewat Camat Pati dan 
Camat memberikan 
rekomendasi 

c. Proposal yang sudah 
direkomendasi Camat kemudian 
dikirirn kepada Bupati Pati 
dengan surat pengantar dari 
Camat Pa.ti. 

15. Pengajuan Perda Kab. Pati a. Surat permohonan darl Kadesl Surat permohonan dari 
Penerangan No. 4 Th. 1998 ttg Lurah diajukan pada Camat Kades/ Lurah dan 
Jalan Pajak Penerangan untuk mendapatkan menyebutkan berapa 

Jal an rekomendasi jumlah biaya serta 
b. Setelah mendapatkan swadaya 

rekomendasi dari Camat 
kemudian mengirimkan pada 
Bupati Pati dengan surat 
pengantar dari Camat 

16.ljin Penebangan a. Surat dari Kades/ Lu rah Surat permohonan dari 
Pohon dilegalisasi oleh Camat I i{ades/ Lurah dan Camat 

b. Setelah rnendapatkan legaiisasi serta diketahui petugas 
dari Cam~t ~emudian Surat I DISHUTBUN Kecamatan 
tersebut dikirim ke dan Polsek 

I DISKIMPRAS Kab. Pati I 
17.Legalisasi surat a. Ahli waris membuat Surat j 1. FC K1P para ahli waris 

keterangan waris Keterangan Warisan dan 2. Su rat Keterangan 
menandatangani Surat warisan yang sudah 
Keterangan warisan secara ditandatangani para 
langsung dihadapan pejabat ahli waris diketahui 
Kades atau Lurah dan Camat Kadesl Lurah dan 
tanpa meninggalkan salah satu dikuatkan Carnal 
ahli waris. 

5 
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b. Pemohon mengajukan 
perrnohonsn berupa jenis tanah 
dengan blangko yang sudah 
disediakan dari Dinas 
Pertanahan Kab. Pati, kemudian 
permohonan diisi oleh pemohon 
dan dilegalisasi oleh Kades/ 
Lurah dan Camat. 

c, Kemudian berkas yang sudah 
lengkap dilcirim ke Dinas 
Pertanahan Kab. Pati. 

d. Dan selanju1nya untuk diadakan 
sidang perubahan jenis oleh tim 
Kab. Pati. 

e. Setelah ada persetujuan dari tim 
Kab. Pati kemudian diajukan 
kepada Bupati untuk 
mendapatkan pengesahan. 


